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MOTTO - -

> Seqala gagasan-gagasan hanya berguna kaiau dilaksanakan.

»  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai ( dari sesuatu urusan ),_' kerjakanlah dengan
suniggoh-sunggub ¢ wrusan ) yang .Ialn.. Dan haﬁya kepada

Tahanmulzh hendaknya kita berharap ( Q.S. Al Insyiraah : 6-8 }.
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KATA PENGANTAR

Puji svubawr penulix penjatkan mkehadirat Allah SWT-dimana atas berkal dan
larumia-Myu tests yang berjudul “lmp'lemeutasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pernbadun atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajuk Dasrali dan
Retribugi Daerah dafan terangka Otonomi Daerah ( Studi Kasus di Kabupaten Eudue )7
i dupua torselesaken, Tests i digjukan dalam rangka memenuhi persyémd.au ablag
Proermm Magivter Huu Hukum pada Universitas Diponegoro semarang,

Dalwn perkembuanguan Qtonotn Daeralt sesuai dengan Undmlg-undmxg Noior 22
Tabu 1999 tentang Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fenfang
Perimbangsn Feuangan anfara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka fakfor keuangan
Daerad menjadi pensutu dalum menuju kemandirian Otonomi Dae.erah gelain dukungan
dari Penerintadi Pusal datam bentuk Dana Perimbangan.
Sehubunean dengan hal tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan afas

Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah yang

-

dipandang terlalu mengekang asbirasi Daeral_l dalam menetapkan J:enis Pajak dan
Retribusi Daerahnya .dengnn penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-
undang Nontor 34 tahun 2000 memberikan keleluasaan kepada Daersh Kabupaten / Kpta
untuk lebili mengembaugkan jenis pungutan Pajak dan Retribusi Daerah selain yang telah
ditefapkan seczu'la limitatif asalkan memenuhi gyaral dan kriterié yang diafur dalam

undang-undang tersebut beserta autran pelaksanaannya.
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Untuk dapat mengetahui tindak lanjut implementasi Und'ang'-undang Nomor 34

Talun 2000 tersebut di lapangan serta dampak-dampak ‘yang timbul perla kiranya

dilakukan penelitian terhadap hal tersebut yang menggunakan metode pendekatan

Normatil dan Sosiologis Empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten

Kudus.

Semoga lesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan hukum

serta perkembungan Pemerintahan Daerah utamanya terhadap upaya peningkatan

pendapatan Daerah melalui sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
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ABSTRAR

q Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 telah diadakan perubahan mendasar, dengan
menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anters
Pemerintah Pusat dan Daerah Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 kewenangan Daerah mencakup kewenangan dari seluruh bidang. Pemerintah,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan i#eamana‘n, peradilan,
moneter d.a.n fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain. Luasnya kewenangan
yang diberikan kepada Daerah membawa konsekuensi besamya kebutuhan keuangan
yang harus dicukupi Dacrah. "

Guna lebih memberikan peluang bagi Daerah Otonom dalem peningkatan Peundapatan

Asli Daersh melalui Pajak dun Retribusi Duerah, telsh ditetapkan Undang-undang Nomor

34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini memberi peluang Daerah untuk lebih
menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak dan Refribusi
Daerah selain yang telah ditetapkan secara limitatif sepanjang snemenuhi kriteria yang
telah ditetapkan. Peluang ini tercantum delam Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4.

Berdasarkan pemikiran di atas maka guna mengetahui lebih lanjut implikasi atas
pelaksangan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut perlu dilaksanakan
penelitizn ini sekaligus guna mencan jawaban dan gawbaran permasalahan yang
diajukan, yaitu (1) Kebijakan apa yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam
memantapkan pendapatan Dasrah sebagai penopang utama pelaksanaan Otonomi Dasersh,
(2) Bagsimana langkah-langksh yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam
rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan (3) Dampek apa yang
berpengaruh atas pelsksanaan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000, baik terhadap Pemerintah Kabupaten Kudus maupun masyarakatnya.
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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif dan Sosiologis Empiris (yang

ditnjukan pada metode Kualitatif-Induktif-Fenomenologis). ‘

Dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daersh hendaknya dipegang teguh beberapa
asas pemungutan pajak, antara lain yang dikemukakan Adam Smith dalam bukunya
“Wealth of Nation””, dengan ajaran “The Four Maxims”, dimana pemungutan pajak harus
memenuhi osas-asas kesamaan dan keadilan, kepastian hukum, ketepatan sast
pemungutan pajak dan efisiensi.

Peraturan Daerah sebagai bentuk kebijakan publik dan dasar hukum pemungutan pajak

harusleh memenuhi syarat pembuatan Pajek dan Retribuci Daerah, yaitu syarat yuridis,

ekonomi, finansial, dan sosiologis. |
Berdasarken penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus telah
menempuh 7 (tujul) kebijakan dasar yang meliputi pembagian kewenangan,
penyesuaian kelembagasn, penatasn aparatur, keuangan daerah, prasarana dan
sarang, penyesuaian pragata hukum, dun pelibatan partisipasi masyarakat.

2 Dalam rangka optimalisasi pendapatan Daerah pemerintah Kabupaten Kudus telzh
menempuh kobijakan, antars Join intersifikasi dan ek ensifikasi Pajak dun |
Retribusi Daersh, pengoptimalan pendepatan Daersh melelui BUMD, dan
penciptaan sinerg sumber pembiayaan.

3. Dalam rangka' peningkatan kemampuan kevangan Daeruh mwlalui Pagjak dau
Retribusi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 34 Tabun 2000 maka langkah yang
telah diambil Pemerintah Kabupaten Kudus adaloh melaksanakan inventarisasi jenis
pungutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, penfasuaian dan
penyusunan Perda yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daeral, dan
pelaksanaan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Dagrah.

4. Penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 diharapkan dapal mengurangi
tingkat ketergantungan Daerzh Otonom terhadap Pemerintah Pusat, akan tetapi
dalam pelakeanann benyak menimbulkan dampak. Dampak tersebut akan nampak
dalam Bidang keuangan daerah, hukum, ekonomi, sosial dan politik
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BAB [

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAEANG
Peribangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan
beﬁ{esiﬁﬁmbuﬁgan yahg melipﬁti seluruh aﬁpek kehidupanb masyarakat, bangsa dan
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan ﬁasional sebagaimana tefmaktub
dalam Alinea IV Pembukaﬁ.u Undang-undang Dasar 1945, yang melindﬁngi segenap
bangsa dan geluruh tumpah darah Indomesia, memajukan kesejahteraan umﬁm,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. '
Perubahan-perubahan yang torjadi dalam masyarakat tersebut senada dengan yang
dikemulcakan oleh Satjipto Rehardjo yang menyatakan behwa :'
“Perubahan dapat kentara dan menonjol atan tidak, dapat cepat atau lambat, dapat

" menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat yang bersangkutan atau hanya

perubahan yang kecil saja.”

Maka adalah tugas hukum untuk mempersiapkan norma-norma barn. yang aken berlaku
bagi dan dalam keadaan yang mengubah-hubungan antar manusia yang lama menjadi
hubungan antar manusia yang bary dalam menentukan nor;na—norma baru it hukum
senantiasa harus mengusahakan cara atau penyelesaian masalzh seadil-adilnya, terutama.

bagi pihek yang lemah.

! Satjipto Rahardjo, v Hidaon, Alurnni, Bandung, 1986, hal. 202.
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Di sinilah letak peranan hukum sebagai sarana penegak keadilan, sehingga inilsh
sebabnya hukum dalam pembangunan harus senantiasa melihat jauh ke depan dan
memperhitungkan masalah-masalah yang mungkin sekali akan terjadi. Baru dengan cara
demikian, usaha pembangunan kita akan dapat menciptakan suatu Sistem Hukum
Pembangunan Nasiohal, sekalipun perubahan masyarakat dan pembangunan akan ferus
ditingkatkan.

Indonesia sebagai negara yang sedang.melakukan pembangunan, baik di bidang
ekonomi, hukum, sosial politik, budaya dan petahanan keamanan, maka fungsi dan tujuan
hukum mengé.lami pergeseran dan bergerak dari keamanan dan ketertiban atau stabilitas
masyarakat semata-mata. | |

Hal tersebut senada dengan spa yang diungkapken oleh Roscoe Pond yang
menyatakan 2

“Dalam rangka usaha untuk memuaskan kebutuhan berbagai golongan magyarakat
yang dinamakan social engineering perlu diberi tekanan pada cara yang secara terus-
menerus mengusahakan continually of fiction in human effective elimination of waste
and precluding of fiction in human employment of the goods of existence, yaitu
pencegshan yang efektif dari pemborosan dan pencegahen konflik-konflik aniar
kebutuhan hidup manusia dalam rangka menikmati kebutuhan hidup manusia”

Terhadap apa yang dikemukakan Roscoe Pond tersebut menunjukkan kepada
suaty tujuan lain daripada hukum, semua dan setiap warga maqyarakat. Inilah yang

merupakan cita-cita suatu Welvaartstaat { negara kesejahteraan ).

Dalam filsafat Pancasila juga menghendaki tercapai adanya keadilan sosial, -

dimana secara lebih terperinci dinyatakan dalam UUD 1945, baik dalam Pembukaan
maupun dari bunyi Pasal 33. Dari ketentuan tersebut pada dasamya dapat diketahui

bahwa menurut filsafat Pancasila, keadilan sosial ity baru akan tercapai apabila terdapat
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keseimbangan antara penvelenggaraan kebutuhun wugyarakat scbagai suatu kescluruhan

dan kebutuhan perseorangan sebagai bagian daripada kebutuhan masyarakat tersebut.

Hukum sebagai tiang utama dalem menjamin ketertiban masyarakat harus mampy

mengatasi segala tantangan-tantangan, kebutuhan- kebutuhan gerta kendala—kendala dan
peluang yang terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan yang telah dlcapm Hukum
harus bisa beradaptam dengan perubahan-pembahan yang terjadi dalmn masyarakat
sebagai akibat dari adanya pembangunan nasional. _

Agar bangea Indonesia dapat menjadi suatu negara yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka diﬁerlukan adanya. suatu ]andasaﬁ yang kuat
bagi pengaturan Pemerintah Daerah, baik ity Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah
Kabupaten. Dan untuk memberikan peran yang lebih besar, utamanya kepada Daerah
Kabupaten sebagai Dasrah Otonom, maka seiring dengan tuntutan Reformasi di bidang
Pemerintahan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut merupakan tindak
lanjut dari Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1988. Ketotapan MPR dimaksud

menegaskan bahwa penyelenggaraan Otonomi Dasrah dilaksanakan dengan memberikan

. kewenangan yang luas; nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah diwujudkan dengan péngaturan, pembagian pemanfaatan
sumber daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksa:_:akan

? CFG Sunaryati Hartono, Hidum Ekonoms Pembanguoan rdonesia, Bina Cita, Bandung, 1982, hal, 16,




dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemeratasn dan keadilan serta
memperhatikan potensi dan keanekaragquian Daerah.

Seiring dengan penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut telah
ditetapkan pula Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dau Dasrah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tazhun
1999 ini maka sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas Desenh‘alie;asi
oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas : |
1. Pendapatan Asli Daerah;

2. Dana Perimbangan,

3. Pinjaman Daerah;

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan Daerah yang digali dari
dalam wilayah Daersh yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil Pgjak Daerah, hasil
Refribusi Dasrah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daersh yang dipisahkan serta lain-lain

pendaéatau asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daersh yang berasal dari Pgjak dan Retribusi Daersh pada awal
pelaksanaan Otonomi Daerah mendasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daersh yang difindaklanjuti dengan 2 ( dua ) Peraturan
Pemerintah, yaitu : | |
1. Poraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun,1997 tentang Pajak Dasrah; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tehun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berikut kedua Peraturan

Pemerintahnya, jenis serta macam Pajak dan Refribusi Daerah yang dapat dipungut oleh
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Pemerintah Daerah adalah telah ditetapkan éecard limitatif, sehingga Daerak Kabupaten
maupuin Propiﬁsi kesulitan untuk memu;ngut _i_enis Pajak daz_l Retribusi Daerah di lvar
vang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berikut Peraturan
Pemerintahnya. h

Pada Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor lé Tahun 1997 dibuka; .l‘cemungkinan
untuk ditetapkannya jenis pajek selain yang telah &teﬁpkm secara iimitatif, asal
memenuhi kriteria-kriteria : |
- Bersifat pajak bukan retfibuéi.
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umuin.
- Potensinya memadai,
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- Menjaga kelestarian lingkungan. |
Akan tetapi peluang ini sulit / berat sekali uhtﬁk dilaksanakan karena haﬁ:s ditetapkan
~ dengan Peraturan Pemerintah. Seda_ngkan tintuk Retribusi Daerak justru - peluang
semacam ini tidak ada. Hal ini dirasakan sanagat menghambat upaya Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan pengiapatan sektor Pajak dan Retribusi Das@ yang berpotensi.

Adapun jenis Pajak Daerah Tingkat IT adalah terdiri dari |

Pajak Hotel dan Restoran;

Pajak Hiburan,

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan, : _

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah.

ook W o=

o

Sedangkan untuk Retribusi dibedakan dalam 3 tiga ) golongan retribusi, yaitu :




1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Sejalan dengan tuntutan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi dalam
rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah maka Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tersebut telah diadakan perubehan, yaitu dengan ditetapkannya Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undaggmndang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam .Undang-undang' ini
Pemerintah Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan
dengan menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah solain fang telah ditetapkan
sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi.
masyarakat. Peluang tersebut terlihat pﬁdafasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4 Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000, |

Berdasarken uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas guna lebih
mengetahui implementasi atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daersh dan

' Refribusi Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah maka kiranya perlu dilaksanakan

penlitian terhadap hal dimakeud.

Sedangkan dipililnya Kabupaten Kudus dalam penelitian ini didasarkan pada
beberapa pertimbangan sebé,gai berikut : ' ‘
1. Kabupaten Kudus ‘merﬁpakan salah satu Kabupaten yang meskipun luas wilayahnyg‘

kecil tetapi mempunyai tingkat perkembanéan dan pertmnﬁuhan ekonomi yang cukup

tinggi.

~




. Kabupaten Kudus mempunyai potensi yang tinggi terhadap realisasi pelaksanaan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yéng terlihat dari banyaknya objek yang dulu
pungutan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 dan Undang-

undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957.

. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daersh Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten

yang telah melaksanakan penatesn prinsip-prinsip Otonomi Daerah sesuai Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

. PERUMUSAN MASALAX

Untuk mempertajam penelashan dan analisis diajukan permasalahan, yaitu ;

. Kebijakan apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam

polaksanazn Otonomi Daerah ?

. Kebijélﬁn apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam

memantapkan pendapatan Daerah sebsgai pvnopang utama pelaksanaan Otonomi

Daerah ?

. Bagaimanakah langkah-langkah yang ditempub oleh Pemerintah Kabupaten Kudus

dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Normor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajuk Daerah dan Retribusi

Daerah ?

. Dampak apa yang berpengaruh atas pelaksanaan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4

Undang-undang Nomor 34 Tshun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah, baik terbadap

Pemerintah Kabupaten Kndus maupun masyaakatnya ?




C. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Pasal 33 UUD {945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam :}ang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh ‘negara dan dipergu_nakan untuk kemakmuran
rakyat sebesar-besarnya. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Poko}_t-poko‘ic‘:ﬁngaria menegaskan bahwa seluruh bufni, air dan
ruang -angkasa termasuk kekayaan alam ;vang terkandung di dalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Ega Bumi, ai; Idan ruang angkasa
milik bangsa Indonesia merupakan kekayaan N#sional. |

Yang termasuk dalam pengertian menguasai adalah mengatu.r dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaannya,
menentukan dan mengatur yang dapat di;{unyai atas bagian dari bumi, air dan ruang
angkasa, menentukan dan mengatur hubungan huknm antara ormlg:nrazig {subjek Imioun)
dun perbuatan-perbuatun hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Di sinl Negara
hanya menguasai bumi, air dan ruang angkasa, dengan demikian negara tiduk dupat
menjual tanah kepada pibhak swasta sebagaimana terjadi pada zaman Hindia Belanda.

Oleh karenanya diperlukan dana guna pembiayaan pembangunan Pemerintah dan
" Daerah. Dana tersebut didapat dari sumber-sumber penghasilan Pemerintah maupun
Daerah.

Sumber-sumber penerimaan Pemerintah ( negara ) pdda umumnya terdiri dari :’
1. Bumi, air dan keka}aan alam; |
2. Pajak, bea dan cukai;
3. Retribusi;

4, Sumbangan;




4. Sumbangan;
5. Hasil perusshaan negara;
6. Pinjaman; .
7. Lain-lain sumber seperti denda, sitaan dan pencetakan uang
Sedangkan sumber-sumber Penerimaan baeréh, sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintshan Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), yaitu: -
a. hasil Pajak Daerah;
b. hasil Refribusi Daerah;
¢. hasil Perusshaan milik Dacrah dan hasil pengelolaan kekayaan Daorah yang
dipisahkan; dan
d. lain-lain Pendepatan Asli Daerah yang sah .
2. Dana Perimbangan; |
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah.

Sumber-sumber penerimaan tersebut amatlah penting untuk menopang
berjalannya konsep Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999. |

Satu hal yang penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah ketentuan Pasal
18 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan dasar bagi Otonomi Dasrah di
Indonesia yang kesemuanya masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tashun 1999

disebutkan bahwa pedoman prinsip-prinsip Otonomi Daerah adalah sebagai berikut : -
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(1) Penyelenggarasn Otonomi Dacrah dilaksanaken dengan t;:xemperhatikan' aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta’potensi dan keanekaragaman Daerah.

(2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada btonoﬁi luas, nyata, dan bertanggung
jawab. |
(3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan padﬁ Daerah Kabupaten

dan Dasrah Kota, sedang Otonomi daerah Provinsi merupakan oto;}omi* yang terbatas.

(4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi neg;ra sehingga tetap |
terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.

(5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kgm@dﬁm' Daerah
Otonom, dan karenanya dalam Dasrsh Kebupaton dan Daereh Kota tidak sda lagi
Wilayah Administrasi. |
Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak
fain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan -perumahan, kawasan
industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan
perkotaan bary, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan
Daerah Otonom. | |

(6) Pelaksanaan Otonomi Dasrah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan
legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fingsi pengawas maupun funggi
anggaran atas penyélenggaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintahan tertenty yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
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(8) Pelaksanaan ﬁsas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah
kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertat
dengan pembiayaan, sarana dan prasarans, serta sumber daya manusia dungan
kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskannya.

Guna mendukung penyelenggaraan Otonomi Daersh secara poporsional telah
diﬁljudkan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya n:asional yang
berkead;lan serta perimbangan di antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Hal itu diatur
dalam Undang- undang N'omor 25 Tahun 1999 tentang Perimbaﬁgan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dana
perimbangan terdiri atas : |
1. Bagian Dacrah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Boa Perolehan Hek m

Tanail dan Bangunan dan peneriﬁman dar1 sumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum.

3. Dana Alokasi Khusus,

Danz Alokasi Umum adalsh dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sesuai dengan

| Pasal 7 Undang-undang Nombr 25 Tahqn 1999 Dana Alokasi Umum difetapkan

sekurang-kurangnya 25 % ( dua puluh lima persen ) dari penerimaan Dalam Negeri
yang ditetapkan dalam APBN, dan untuk Daersh Propinsi dan Kabupaten / Kota
ditetapkan masing-masing 10 % ( sepuluh persen ) dan 90 % &ari besarnya Dana Alokasi

Umum.
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Sedangkau Dauna Alokasi Khusus adalah dana yang ‘berasél dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah ﬁntuk memba:ntu membiayai kebutuhan tertentu, Sesvai
Pasal 8§ ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 kebutuhan-kebutuhan khusus
tersebut adalah :

a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan Dana Alokasi
Umum, dan atau
b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Bagi Pemerintah Kabupaten utamanya dalam rangka mendukung pelaksanaan
Otonomi Daerah, maka penerimasn yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah
merupakan hal yang sangat berpotensi dan mendukung sekali belaksanaan Otonomi
Daerah, sehigga banyak dari Pemerintsh Kabupaten yang berupaya untuk meningkatkan
penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi Dasrah ini lowat upaya intensifikesi dan
ekstensifikasi.

Guna lebih memantapkan pelaksanagfl Otonomi Daerah telah diadakan pembailan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 199‘7 dengan menetapkan Undang-undang Nomor

34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang

' Pajak Dasrsh dan Retribusi Dacrah. Undang-undang ini lebili memberi kebebasan kepada

Daerzh untuk menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah yang kiranya

potensial. Hal tersebut terlihat pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4 Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa dengan Peraturan Daersh dapat

ditetapkan jenis Pajak dan Retribusi Kabupaten / Kota selain yang telah ditetapkan

limitatif asal memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut.

S
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Hanya perlu kiranya ditegaskan di ;sini bahwa keluarnya Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 merupakan kelanjutan dari kebijakan Perpajakan Nasional Takun 1994
{ Tax Reform I1) dalam rangka mengantisipasi persaingan di era ekonomi églobal dengan
banyak memberikan fasilitas perpajakan kepada para pengusaha.

Selain itu juga dimaksudkan untuk menekan ekonomi biaya tmggl dengan cara
memberi batasan jenis Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut c;lna_h Pemerintah Propinsi
ataﬁ Kabupaten/Kota. . | "

Dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undéng Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan bahwa :
“Dengan Perafuran Daert;lz dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten / Kota selain yang
ditetapkan dalam ayat 2 yang meinenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

b. Objek pajak terbatas atau terdapat di wilaysh Daerah Kabupaten / Kota yang
bersangkutan dan mempunyai ';‘nobilitas yang cﬁkup rendah serta hanya melayani
masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan;

¢. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan. dengan kepentingan urnu:fx;

d. Objek pajak bukan merupakan objek Pajak Propinsi dan / atan objek Pajak Pusat;

" e, Potensinya memadai;

f Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif}

g Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; daxi

h, Menjaga kelestarian lingkungan_.”

Sedangkan yang berkaitan dengan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat 4 Unﬁang—

undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan :

%




“Dengan Peraturan Dacrah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam
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ayat 3 sesual dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yeng telah

ditotapkan.”

Terhadap pengertian / definisi Pajak di kalangan Sarjana sampai sast ini terdapat

banyak pandangan antara lain ;°

1.

PJA. Adriani, memberikan definisi sebagai berikut :
“Pajak adalah juran pada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut perafuran-peraturan dengan tidak dapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adatah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran mana berhubungan dengan tugas pemerintahan

MJH. Smeeths, memberikan definisi Pajak sebagai berikut : -
“Pajak adalah prestasi Pemerintahan yang terutang melalni norma-norma umum, dan
yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukken dalam
hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.”
Soeparman Soemahamidjaja memberikan definisi sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-normsa hukum, guna menutup bisya produksi barang-barang dan

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejshteraan umum.”
Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut :
“Pajak adalah juran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang { dapat

dipaksakan ) yang langsung dapat ditunjuk dan digunsken untuk membiayai
pengeluaran”.

Sedangkan dalam Undang —undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah diberikan

batasan sebagai berikut :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada Daersh tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan unfuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daersh dan pembangunan Daeral”.

31, Buhari, Pengantar Huaun Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal, 19.
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Sedangkan ferhadap pungnftan daerah yang berupa reiribusi, H.Buhari

memberikan batasan sebagai berikut :*
“Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka-mereka
yang menggunakan jasa-jasa negara “.
Disini nyata bahwa para pembayar mendapat jasa langsung dari negara, seperti
pembayaran uang sekolah, uang pelabuhan, neng pasar dan sebagainya. Orang-orang

yang tidak menggunakan jasa-jasa Pemermtah yang telah disediakan tidak diwajibkan
membayar retribusi.”

Sedangkan G. Sartan memberikan batasan retribusi sebagai berikut 3

“Retnbus1 dipungut dari mdmdu tertents kepada siapa dxbenkan Jjasa/pr estasi
negara”

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 diberikan batasaﬁ definisi
retribusi sebagai berikut :

“Retribusi adalah pungutan Daerah sebagat pembayaranl atas jasa atau permberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan pribadi atau badan.”

Dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah hendakaya dipegang
teguh asas-asas Perpajakan guna memberikan punguian yang betul-betul berdasarkan
keadilan,

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of l'*Jaﬂons mengemukakan
ajarannya sebagal asas pemungutan pajak yang dinamai The Four Maxims dengan
perincian sebagai berikut 5 |
1. Pembagian tekanan pajak di antara su‘;jek pajak masing-masing hendaknya dilakukan

seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah

4
Thid, hal. 12,
* 3. Sartan, Perpajakan : Pengemtczr Hedm Pajak di Indonesia, NV, Penerbit Djambatan, Jekarta, 1973,

hal. 27.
§ ¥ Buhari op cit., hal, 31.

-

s
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perlindungan Pemerintah (asas equality). Dalam asas ini tidak diperkenankan suatu
pemerintah mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak;

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal
kompromis. Dalam asas Cerrainty .ini, kepastimi hukum yang dipentingkan adalah
mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan juga inengenai ketentuan / waktu
pembayaran; |

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu
diterimanya penghasilan keuntungan yang akan dikeﬁakan pajak (Convenience of
Payment),

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, Jangan gekali-kali biaya
pemungutan pajak melebibi pemasukannya (§fflclency).

Penstapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah

oleh Pemerintsh Kabupaten hendaknya tetap mesmperhatikan syarat-syarat pembuatan

Undang-undang Pajak, yaitu agar Peraturan Daerah yang ditetapkan betul-betul

mengandung nilai-nilai keadilan. Syarai-syarat terssbut menurut Rochmat Soemitro

adalah 7

L

.t\.?

Syarat yuridis. _

Undang-undang Pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum seria
keadilan dan termasuk didalamhyﬁ memperhatikan hirarkhi perundang-undangan.
Syarat ekonomis. | '

Yaitu pungutan pajak jangantah mengganggu kehidupan ekonomi dari si Wajib Pajak,
jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang maka orang yang
bersangkutan jatuh melarat. Jangan sampai pajak merupakan puﬁgutan yang berat”
bagi yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai dengan daya pikul individu atau sangat

7 Rochmat soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Rafika Aditams, Randung, 1998, hal. 33.

'S
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menghambat jalannya perekonomian, menghambat arus barang dan arus modal serta

arus teknologi.

Syarat financiil.

Dimana pajak yang dipungut cukup untuk pengeluaran dan hendaknya pemungutan

pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. Dalam hal ini diartikan balwa biaya

yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil daripada

uang yang masuk ke kas Daerah,

Syarat sosilogis

Pajek adalsh gojela sosial artinya pajak hanya terdapat dalam masyarekat Oleh

karenanya pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan

memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu. |
Dalam Negara atau Daerah, pungutan berupa pajak sudahlsh umum dan dapat

dibenarkan. Terdapat beberapa teori pembenaran terhadap pemungui}an pajak, yaitu 8

1.

Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu Premi Asuransi yang
harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapat perlindungan atas haknys dari
pemerintah. ' ‘

Teori Daya Beli

Berdasar teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli
sesoorang / anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada
masyarakat. -

Teori Kewajiban Mutlak / Teori Bakti

Berdasarkan teori ini maka negara merupakan satu kesatuan, yang di dalamnya setiap
warga negara terikat dan mempunyai kewajiban mutiak, termasuk di dalamnya
kewajiban membayar pajak.

Teori Pembenaran Pajak menurut Pancasila

Pancasila mengandung nilai kekeluargaanl dan gotong-royong. Pembayaran pajak
merupakan pengorbanan setiap anggota masyaraka untuk kepentingan bersama tanpa
mendapat imbalan,

8 11 Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan I, PT, Refika Aditama, Bandung, 1999, hal. 29,




18

Sedangkan teori terhadap pembebanan besarnya pajak dapat dikemukakan sebagai
berikut :

1. Teori Daya Pikul
Teori ini menyatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya
pikulnya masing-masing,

2. Teori Kepentingan
Tepri ini mengatur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak
yang dilindungi ( lebih besar kepentingan yang dilindungi, akan lebih besar pajak
yang harus dibayar ).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) II}_ndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 fenta_ng
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. tontang Pzijak Daersh dan
Retribusi Dascrah, jenis Pajak Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c¢. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

g Pajak Parkir.

Dan dalam ayat (4) Pasal 2 tersebut ditetapkan :

“ Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten / Kota selain yang
ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a  bersifat pajak bukan retribusi;
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b. objek pajak terbatas atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten / Kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani
masyarakat di wilayah Dasrah Kabupaten/ Kota yaug bersangkutan;
objek dan dasar pengenaan pa_.iak tidak bertentangan dengan kepentingan umui;

d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan fatau objek pajak Pusat;

e. potensinya memadai,

f tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif]

g memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyaraka;

h. menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan untuk lapangan retribusi, dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 34
Talun 2000 tentang Pernbahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 difetapkan
bahwa retribusi dibagi atas 3 golongan, yaitu : .
a Retribusi Jasa Umuom;
b. Retribusi Jasa Usaha,
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Untuk lapangan retribusi, diberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk memungut reiribusi sesuai dengan potensi Daerah, dimana sesuai dgpgan_ Pasal 18
ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebuti{an : _ B
* Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan daiam
ayat (3) sesuai dengan kewenangan ‘otonominya dan memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan “,

Penetapan Peraturan Daerah sebagai suaty norma hukum untuk pelaksanaan

pemungutan Pajak dag Retribusi Dasrah hendaknya tetap menampilkan gorak hukum

dengan Perspektif Konsomen; dimana menurut Edmond Cohn didam bulaunya Ldww sic fim

Conswmen Perspective kita diangurkan untuk memakai “segi pandangan antropocentris

entang Hukum”, yaitu suatu segi pandangan tentang hukum dan Pemerintah dalam manu
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manusia-manusia hidup yang konkrit berada di tengah-tengahnya Manusia-manusia
merupakan konsumen yang paling utama dan hukum dan pemerintah.

Dalam Perspektif Konsumen Pejabat adalah subyek hukum dan hukum ada untuk
manusia, bukan manusia untuk manusia dalam arti abstrak, melainkan untuk manusia
konkrit sebagaimana mereka ada, dengan icepenﬁngan—kepentingannya yang konkrit dan
dengan kekhawatiran-kekhawatirannya serta keragu-raguannya yang koukri.t.9

Dengan memperhatikan rakyat sebagai subyek hukum secara konkrit maka
hukum yang dihasilkan diharapkan menjadi Hukum Yang Responsif, dimana menurut
Nonet dan Selznick disebutkan :'°
« Hukum Responsif adalah hukum sebagai fasilitas dari respon terhadap kebutuhan-
kebutuhan sosial dan aspirasi-agpirasi sosial.

Sifat Responsif dari Hukum ini lebih lanjut oleh Nonet dan Selznick diartikan sebagai
melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak hanya
oleh Pejabat melainkan oleh rakyat.” -

Dari sini diharapkan keleluasaan yang telah diberikan oleh Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 dalam rangka menetapkan ‘;enis lapangan Pajak dan Refribusi bagi
Pemerintah Daerah tidak dimanfaatkan untuk mengeksploitasi dana seb;sar-besma.
dalam masyarakat tanpa memperhatikan aspek-aspek keadilan dalam masyarakat dan
hanya mengejar kepentingan Pemerintah Kabupaten semata.

Penetapan dan pémbebanan Pajak dan Retribusi Daersh bagi suatu Pemerintah
Kabupaten merupakan suatu proses pengambilan dan penetapan kebijakﬂaﬁaan ( negara ),

yang oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan diartikan sebagai M

S A A.G. Peters dan Koeariani Siswosoebroto, Ridaun dan Perkembangan Sosizl, Pustaka Sinar Harapan,

Jakarta, 1990, hal, 144,
10 1bid, hal. 162. ‘
10 Irfon Istemi, Prinsip-prinsip Penomusan Kebjjaksanaan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000,
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“Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-prakiek yang terarah”
Sedangkan Carl J. Friederich mengartikan sebagai R
“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang menunjukkan hambatan dan kesempatan—kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentw”

Sebagai suatu proses, penetapan suatu kebijaksanaan publik tidaklah dapat murni
berasal thn satu faktor penentu saja, akan tetapi akan terkalt dengan banyak faktor yang
melingkupinya.

Felix A Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam bukunya “Modern - Public
Administration” menyebutkan banyak faktor yang berpengaruh pada pembuatan
kebijaksanaan negara, yaitu :*°
a.  Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama ( konservatisme ).

¢. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

¢. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

~ Berangkat dari ﬁldor-ih.ktor yang berpengaruh pada pembuatan keputusan tersebut maka
akan menentukan pula terhadap model dari perumusan kebijaksanaan negara.

Nicholas Henry mengelompokkaﬁ tipologi model perummsan kebijaksanamn negara

menjadi 2 ( dua ) tipologi, yaitu M

2 1hid, hal. 17
1 1hid, hal, 25.
" 1bid, hal, 36.
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a. Kebijaksanaan negara dianalisa dari éudutproses, yang terdiri dari 4 { empat ) model,

yaitu ;

1), Model Institusional
Model ini memfokuskan pada Struktur Organisasi Pemerintah, dimana
kebijaksanaan negara secars otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga pemerintah. | |
2). Model Elit Massa.
Model ini memandang administrator negara bukau sebagai « abdi rakyat
( servant af the people ) tetapi Jebih sebagai « kelompok — kelompok kecil yang
telah mapan * ( The Establishment ), sedangkan massa bersil&ap apatis dan pasip.
3). Model Kelompok
Menurut model ini kebijaksanaan negara merupakan perimbangan (equilibrium )
yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok.
4.) Model Sistem Politik |
Model ini didasarkan pada konsep teory informasi ( inputs, with inputs, oulputs,
dan jfeed back ) dan memandang kebijaksanaan negara sebagai respon suatu
sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan { sosial, politik, ekonomi,
kebudayaan, éeograﬁs, dsb. ) yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya

kebijaksanaan negara dipandang sebagai hasil ( outputs ) dari sistem politik.

b. Kebijaksanaan negara dianalisa dari sudut hasil den akibatnya, yang terdiri dari 3 |

{ tiga ) mode! yaitu
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, 1). Model Rationa! Comprehensive
Model ini menckankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan
bennodaikaﬁ pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.
2). Model Incremental
Model ini memandang kebijaksanaan negara sebagai suatu kelanjutan kegatan
pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya { modifikasi ) sedikit-
sedikit dan mode] ini merupakan kritik dan perbaikan atas model rational

comprehensive.

3) Model Mixed Scanning
Mode! ini memanfatkan dua macam pendekatan sebelumnya (model Rational
Comprehensive dan Incremental ) secara fleksibel, yaitu sangat tergantung pada
masalah dan situasinya, dengan mengambil unsur-unsur kebaikan yang ada pada
dua model tersebut. Pendekatan rational comprehensive diterapkan bila < high

overage scanning ¢ { penjelzjahan dan pengamatan yang luas ) diperiukan dan

bila “ trumcated scanning ( pendekatan yang mendetail ) diperlukan maka
digunakan model incremental.

Dengan adanya tipologi model perumusan kebijaksanaan negara tersebut tentunya

penentuan kebijakan dan penetapan peraturan pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah.

akan memberikan kemudahan dan referensi terhadap model yang digunakan dalam
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Datam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa paradigma baru dalam

Otonomi Daerah, yaitu :*°

1. Demokratisasi
Paradigma yang sesuai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah sesuai dengan
Undang-undang Nomeor 22 Tahun 1999 adalah demokratisasi, karena peﬁlerintahan
harus berjalan secara transparan penuh keterbukaan, dan semakin menumbuhkan
peran dan kemampuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan

keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Otonomi Luas pada Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Dengan memperhatikan praktik penyelenggaraan otonomi Daerah pada berlakunya

Undeng-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut prinsip Otonomi yang Nyata

dan Bertanggung jawab dengan penckanan pada otonomi yang lebih merupakan
kewajiban daripada hak, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan

bahwa pemberian wewenang otonomi kepaada Daerah Kabupaten / Kota didasarkan

pada azas Desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawab.

Kewenangan Otonomi Luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggaracan

kewenangan yang ,mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan

| bidang politik luar négeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,

agama serta kewenangan lainnya.

15 Soenyorno, Ctanomi Dagrah, Perspektif Teoritis dan Praktis, Bigraf Publishing, Yogydkarta, 2001
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Dalam rangka pehyelenggaraan.otonomi daersh berdasarM Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerntahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya ﬁasional yang
berkeadilan serta perimbangan keua.ngan pusat dan daersh.  Di samping itu
penyelenggaraan otonomi daersh juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,
peran sertza masyarakat, pemeratasan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.'®)

Untuk mendukung penvelenggaraan ofonomi daerah yang luas, nyaia dan
bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan meng.gali sumber keuangan
sendiri, yang didukung oleh perimbangan kéuangan. antara pemerintgh pusat dan daerah.
Banyak faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dan Yosef Riwu
Kaho dalam bukunya “ Prospek Otomomi Daerah di Negara Republik Indonesia “
mengemukakan adanya 4 {empat ) faktor pokok yang berpengaruh, yaitu : 17
- Faktor manusig;

- Faktor keuangan;
- Faktor peralatan;

- Faktor organisasi dan management.

Dengan dimasukkannya faktor keuangan didalamnya menunjukkan bahwa

faktor keuangan amat penting dalam kegiatan pemerintahan . Makin besar uang yeng

16 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Permerintahan Daereh '
17 yogef Riwu Kaho, Prospek Qtonomi Daerah di Negara Republik budoresia, PT. Raja Grefindo, Jakarta,

1580,
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tersedia, mekin banysk pula kemungkinan kegiatan. pekerjaan :yang dapat
dilaksanakan.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan M. Manullang sebagai berikut :'®
“ bagi kehidupan suatu negara masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik
keuangan suatu negara, maka makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara
itn. Sebaliknya, kalan keuangan negara itu kacan, maka pemerintah akan menghadupi
berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang
diberikan kepadanya Demikian pula bagi suatu pemerintah Kabupaten, keuangan
merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah”,
Sebagaimana telah disampaikan di depan, selain sumber dari dana
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, snmbér-sumb'er
pendapatan asli daersh yang berasal dari pajek dan retribusi daerah memegang
peranan penting dalam mencukupi pembiayasn keuangan daerah, schingga
diperiukan suatu strategi optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daersh

tanpa mengabaikan aspek — aspek keadilan dan kesejahteran dalam masymkat.

D. TUJUAN PENELITIAN,
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalsh :
1. Guna mengetahui dan menganalisa kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus dalam
pelaksanaan Otonomi DM .
2. Guna mengetshui dan menganalisa kebijakan Pemerintsh Kabupaten dalam
memantapkan pendapatan Daerah séb‘agai penopang utama pelaksanaan' Otonomi

Daerah;

18 31, Mamilleng, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan, Jakarts, 1973
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3. Untuk mengetatui dan menganalisa langkah-langkeh yang ditempuh oleh Pemerintab
Kabuputen: dalam rangka pelaisanzan Undang-undang INomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan dtas Undang-undang Memor 18 Tahun 1997 tentung ?sgjak' Pacrah dan
Retribusi Daerah

4, Unluk mengeinhui dmmpak apa yang berpengorvh atus keluamye Ux;dang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 fersebut bagl Femermbah Kabupaten dun masyaralcataya,

\

khususnya pelaksanasn Pasal 2 ayat 4 dan 18 ayat 4.

E. KONTRIBUSI PEMELITIAN.

1. Kontribusi Teoritis, .
Penelitian ini diharapkan depst memberikan gambaran pesmilivan, yarzg dalam hal
ini bag pendidikun ilma Hukum, khususnya yang berkaitan dengan Studi Hukum
Perpajakan (Pajak Daeraly) dalun inasyarakat,

. Kepunaan Praktis.

At

Penelitian ini diharapkan dapat meinberikan sumbangan informasi akival dan
faktual kepads masywnakal dan Pemerinteh Kabupaten dalun * pelaksanzan

pemunguian Pajak Daerah dan Retribusi Dasralt

F. METCDE PENELITIAN.
1. Metode Pendekatan.
Berksitan dengan  permasalahun yang dikemmbukan, meke penelifian ini
menggunakan  pendekstan  Wormatil dan  peudekalun Sogiologis  Ewmpins.

Pandekatan Mormatif ditakulkan dengan pertimbangan untuk mengkaji berbagai
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peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah serta

pelaksanaan Otonomi Daerah. Norma Hukum yang dikaji tersebut antara lain :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

berikut aturan pelaksanaannya.

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berikut
aturan pelaksanaannya.

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah berikut aturan pelaksanaannya.

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah.

Pendekatan Normatif ditujukan kepada bentuk Inventarisasi Hukum Positif dan

penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan, baik yang bersifat vertikal maupun

horisontal._ |

Inventarisasi Hukum adalah berkaitan dengan semua peraturan yang berkaitan

dengan pelaksanazan Pajak dan Retribusi Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sedangkan taraf Sinkronisasi Hukum ditujukan terhadap berbagai peraturan, baik

secara vertikal, yakni antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah,

atan secara horizontal, yaitu antara peraturan yang sejajar tingkatannya tetapi

berlainan bidangnya

Sedangkan dengan pendekatan Sosiologis Empiris, maka Hukum secara konkrit

dalam masyarakat dapat berbeda dengan apa yang tertuang dalam peraturan.

19 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hisaon dan Perimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,
hal, 11,




Longan pendekatas e dapat diketahui vealitas yang sebenarnya terhudup
pelaksanaan hukum di lapangan guna dilakukan upaya perbaikan dan

penvempurnaan, baik itu -untuk -aturan atawpun penerapannya. Pendekatan

Sosiologis Empiris ini ditujukan pada metede Kualitatif- Induktif-Fenomenologis

sebagai upaya untuk mencari kebenaran hakiki atas fenomena yang berlaku

tlerhadap bekerjanya suatu peraturan. -

Metode kualitatif ~ induktif — fenomenologis yang dilakukan dalam penelitian ini

bersifat penelitian eksplanatif ( menjélaskan ) dan verifikatif { membuktikan

kebenaran ) '

2. Metode Pengumpulan Data.

a Jenis Data
Jenis data yang diperiukan meliputi data primer dan data sekunder.
Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan sebagai
Wujud konkrit dari peiaksanéan i:‘n:araturan Perundang—uudangan yang berkaitan
dengan Pajak dan Retribusi Daerah serta Otonomi Daerah yang diperoleh
melalui responden dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang
diteliti.
Data Sekunder diperoleh me:lalui Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan
Hukum Primer meliputi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak
dan Retribusi Daerah serta Otonomi Daerah, baik itu undang-undang atan
peraturan lain yang lebih rendah tingkatannys Bahan Hukum Sekunder dapat
berupa makalsh, hasil penelitian, literatur dan lain sebagainya yang berkaitarr

dengan penelitian.
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b. Sumber Data

Untuk ﬁlemperoleh data tersebut di atas, dibutuhkan sumber data sebagai

berikut :

1.

Masyarakat yang menjadi subyek Pajak dan Retribusi Daerah;

‘Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus;

Tokoh masyarakat;
Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

Stud: Kepustakaan,

¢. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1). Wawancara

Dalam rangka memperoleh data primer dan sebagai konfirmasi terhadap

data sekunder maka dilakukan peneliti melalui wawancara dengaﬁ

responden atau informan yang ditetapkan. Responden ditentukan’

berdasarkan sampel bertujuan ( purposive swnpli:;g ), yaity mereka yang
terlibat langsung atas pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah serta
Otonomi Daersh, seperti Obyek Pajak, Pejabat yang berwenang di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus serta Anggota DPRD, Sedangkan
penentuan jumlah responden akan dilakukan secara “srowbell sampling”

artinya sampel dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.
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2). Studi Kepustakaan
Dengan metode ini dikumpulkan berbagai Bahan Hukum, catatan dan
laporan data lainnya Sfa,ng terdapat pada berbagai institusi tempat penelitian.
Pengumpulan tersebut meliputi berbsgai perafuran-peraturan, buku-buku
serfa data-data yang terkait dengan obyek penelitian. |
3). Pengamatan
| Dengan metode ini akan dilakukan observasi secara sistematis, yaitu terikat
lpada syarat-syarat, yaitu -
a. Pengamatan hs-xrus didasarkan pada kerangka penelitiaﬁ ilmiah.
b. Pengamatan harus dilakukan secara‘ sistematis, metodologis dgn
kongisten.
¢. Dapat diuji kebenarannya secara empiris.
3. Analisis Data, '
Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini
analisis yang digunakan adaiah sebagai berikut :
2 Bordasarkan pendekatan normatif, analisis yang digunakan adaleh analisis
kualitatif
Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa
norma hukum yang terkai't dengan pelaksanaan pemungutan pajak dan
retribusi dasrah serta Otonomi Daerah. Di samping ity akan pula dilaksanakan

tahap sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horigontal.

2 Ronny, Ibid, hal. 54.
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b. Berdasarkan pendekatan sosiologis-erapiris, take setelak terlebih dahulu
dilakukan reduksi data seterusnya dilaksanakan Analisis Domain.
Hal im bertgjuse uatuk mempercleh gambaran yang bersifat umum den
menyeluruh fentang objek permasalshan yang diteliti. Berdasarkan analisis
yang dilekukan kemudian ditarik  generalisasi-generalisasi tentang
permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian diambil konkiusi-konklusi
yang akan memberikan jawaban terhadap permasalah yang dikemukakan.
Di sini penulis juga menggunakan analisa data konseptualisasi dimana penulis
akan berusaha menarik data / informasi empirik ke tingk& yaﬁg berbentuk

pemyutaan-peinyataan yang bermakna feori.

G. SISTEMATIKA PENULISAN \

Fenuligan tesis ini terdiri dari 4 { empat } Bab, dan setelah Bab I akan
diuraikan mengenai Tinjanan Pustaka dalam Bab 1L Di sini akan dibahas mengenai
Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pugat dan Daersh, strategi pemantapan
pendapatan daergh, tinjauan Pajak dan Retribusi Daem}; pada. umumaya serta
penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari kebijakan publik

Selmjutnya dalam Bab II akan diuraikan mengenai hasil penelitian serta
pembghasannnya. Dengan demikian pada Bab ini akan termuat data ja‘ng

dikumpulkan dari penelitian beserta penyqiian dan analisisnya.

e
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Terakhir Bab IV akan memuat rumusan — rumusan kesimpulan yang juga
mempéiican jawaban atas permasalahan yang diangkat dulam tesis imi, dilemgkapi

dengan saran —~ saran yang dipandang perlu.




BAB 1II
TELAAH PUSTAKA

A. PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22

TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999,

Sebﬁgai suatu upaya menggerakkan reformasi di bida.ng Pemerintahan, sekaligus
penyempurnaan peraturan .perundang-undangan di bidang Pemeriﬁtahan Daerah telah
ditetapkan Undang-undang Nomor"z‘?.‘: .:I'ahun 1999 tentang Pemerintahan Daersh
menggantikan Undang-undang Nomor 3 'ifs;hun 1974 tentang fokok—pokok
Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Seiring dengan itu juga telah ditetapkan 'Undang-undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara I-_’eme;intah Pusat dan Daerah,
menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan
Keuangan antara Negara dan Daerahi-dasrah yang berhak mengurus rumabi-tangganya
sendiri. | |

Penetapan kedua undang-undang tersebut adalah sebagai bentuk nyata dari Pasal

18 Undang-undang Dasar 1945, yang antara iain menyatakan bahwa pembagian

Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kedil, dengan bentuk dan susunan

pemerintzhannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan suatu konsep bahwa

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi |

dalam penyelenggaraan pemerintzhan, dengan memberikan kesempatan dan

keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.
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Pertimbangan penggantian Undﬁng—undang_ Nomor 5 Tahuﬁ 1974 selain sudah
tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan
juga dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan, baik di dalam maupuﬁ di
luar negeri serta tantangan global, sehingpa periu menyelenggarakan Otonomi Daerah
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawal kepada
Daerah secara proporsional yailg diwwjudkan da_ngan penyaluran dan pemanfaatan
sumber daya nasionul serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
potensi dan keanckaragaman Daerah yang dlaksansken dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.? . |

Alasan dipilibnya asas desentralisasi dalam pemerintahaﬁ menurut The Liang Gie
adalah :%

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, dimana desentralisasi
dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang
pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap ‘sebégai tindakan
pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih
diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. |

3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan
Daerah ( desentralisasi ) adalah semata-mata uatuk mencapai pemerintahan yané

efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diwujudkan. oleh pemerintah‘

2 Undang-wndang Nomor 22 Taluoy 1999, ' N
22 The Liang Gie, Pertunbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik budonesiz, Jilid I, Gunung
Agung, Jakarta, 1968, hal, 35. :
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setempat pengurusannya digerahkan kepada Daerah Hal-hal yang lebih tepat
ditangani Pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.

4, Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadskan supaya perhatian dapat
sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu .Daerab, seperti geografi,
keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak, kebudayaan atan latar belakang
_sejaralmya.

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan l;aréna
Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dz;n secara langsung membantu
pembangunan tersebut.

Sedangkan Yosef Riwu Kaho berpendapat bahwa alasan di;anutnya desentralisasi
adalah %

1. Demi tercapainya efektifitas pemerintahan.

Desentralisasi akan membawa efektifitas dalam pemerintahan sgbab wilayah

negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan Daerah, yﬁng masing-

masing memiliki sifat khusus sgndki yang disebabkan oleh faktor-faktor
geografis.

Demi terlaksananya demokrasi di / dari bawah { grassroots democracy ).

o

Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut faham demokrasi

seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk

ikut serta dalam pemerintahan,
Keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi adalah 2*

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat ?emerintahan.

B yosef Riwu Kaho, op clt., hal. 9.
* Ibid, hal. 11.
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2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang perle membutuhkan
tindakan cepat, Daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat.

3. Dapat mengurangi birokrasi dal't'uﬁ arti yang buruk karena setiap keputusan dapat
segera dilaksanakan,

4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedazn dan pengkhususan yang

- berguna bagi kepentingan teﬂentu,-khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih

mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan / keperluan dan keadaan. khusus
Daerah, | |

5. Mengurangi kemungkinan kesewenang—w;enangan dari Pemerintah Pusat. |

6. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih membertkan kepuasan bagi
Dasrah-daerah karena sifatnya yang langsung. |
Dengan berpijak pada pengalaman selama pelaksanaan Otonomi Daerah yang

lalu, maka prinsip yang dianut dalam Otonomi Daerah bedasarkan Undang-undang

" Nomor 22 Tghun 1999 adalah pemberian asas desentralisasi saja kepada Pemerintah

Kabupaten / Kota dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, mognater
dan fiskal, agama sa;rta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Di samping ifu, kele]uaéaan olonomi mencakup pula
kewenangan yang utnh dan bulat dalam'penyelénggaraannya mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
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Yang dimaksud dengan otonofni nyata adalah kelel@m Daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata
ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bértanggung jawab adalah berupa
perwujudan pertanggungjawaban | sei)a_gai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada Daerah dalam wujﬁd tugas dan kewajiban yang harus dipikul
oleh Daerah dalam mencapai tujuan peinberian ofonomi, Eerupa peningkatan
pelayanan dan kesejahterasn masyarakat yang semakin baik, pe;éembangan
kehidupan demokrasi, keadilan danwpemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang
serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daersh dalam rangi-ta menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia® - |

Hanya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab adalah pedoman prinsip-prinsip pemberian Otonomi Dasrah,
yaitn :%

(1) Penyelenggaraan Otonomi Daersh dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman ]JJllaerah.
(2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada ofomomi luas, nyata, dan

bertanggung jawab.

(3) Pelaksanaan Otoﬁomi Daerah yang luas dan utub diletakkan pada Daerah

Kabupaten dan Dasrah Kota, sedang Otonomi Daerah Propiﬁsi merupakan

otonomi yang terbatas. .

2 Undarg-widarg Nomor 22 Tahws 1999 lentang Pemerivdahan Daerah,
26 1.
Tbid.
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(4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara schingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah,

(5) Pelaksanaan Otonomi Dasrah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah
Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi
Wilayah Administrasi.

- Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau
pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kewasan perumahan,
kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan
kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan periwisata, dan semdcamnya
berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonom

{(6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih memngkaikan peran dan ﬁmgsx badan
legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi
anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayal; Administrast vniul melaksanskan kewenangan
pemerinluban fertentu yang dilimpahkun kepada Gubernur se.bagai wakil
Pewerintal,

(8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya duri Pemerintah

kepada Dasral, tetapl juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai

dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkau kepada yang._

menugaskannya.
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Keluasan Otonomi Daerah Kabupaten memberi arah pada organisasi
penyelenggaraan Pemerintah yang diterapkan di Daerzh Kabupaten, vaitu
diterapkannya asas desentralisasi yang :ltuh, bulat dan bertanggung jawab ditambah
dengan penerapan asas tugas pembantuan. Penerapan asas desentralisasi yang utuh
dan bulat tercermin dari pemberian haﬁnpir seluruh kewenangan pemerintahan kepada
Daeruh Kabupaten secara afribusi (dalam arti tidak perlu adanya penyerahan urusan),
di samping adanya unsur-unsur wajib yang tidak dapat dilimpahkan kepada Dacrah
Propinsi ( tidak dapat dikurangi ). | |

Otonomi luas ini bertolak pada prinsip “semua urusan pemerintahan pada
dasarnya menjadi urusan rumah tangga Daerah, kectali yang ditentukan seba‘:gaj
urusan Pusat.?

Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan faham negara
kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Segala aspek
kéhidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan_ urugan dan
kepentingan umum, baik di bidang polifik, ekonomi, sosial maupun budaya mungkin
dan dapat menjadi urusan Pemerintéha:ll.

Selain sangat luas urusan Pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengan
meluasnya tugas neéara den atau pemerintahan untuk mewnjudkan kesejahteraan
umum. Sejalan dengan prinsip Residual di atas, maka dengan sen.dirinya urusan
rumah tanggalDaerah menjadi sange;t luas dan setiap saat mungkin meluas.®

Sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenteng Pemerintahan

Daerah dissbutkan bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dari seluruh

1 Bagir Manan, Mernyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fek. Hukum UTL, Yogyakarta, 2001, hal. 37,
o’ QY
Ibid, hal. 38.




41

bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang ]Solitik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serts kewenangan bidang
lain. Kewenangan bidang lain tﬁeliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusid, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional ® |
Undang-undang Nompr 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga
membawa implementasi baru dalam hubungan Pemerintah Kabupaten / Kota dengan
Pemerintah Propinsi, dimana Propinsi mendapat label baru sel;agai Daerah Otonom
sekaligus Wilayah Administratif Hal tersebut zﬁembawa konsekuensi Propinsi tidak
merupakan pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten / Kota, artinya tidak ada
hubungan hirarkhi lagi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
Maksud dari mekanisme ini adalah bahwa Daerah Propinsi tidak membawshkan
Daerah Kabupaten / Kota, tetapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah terdapat

hubungan koordinasi, ketjasama, dan/atau kemitraan dengaa Daerah Kabupaten /

Kota dalam kedudukannya masing-masing sebagai Daerah Otonom. Sementara itu

sebagai Wilayah Administratif, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan

hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten / Kota ¥

Dalam bidang pengawasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sangat-

mengendorkan sistem pengawasan dengan lebih menekankan pada pengawasan

represif untuk memberi kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil

2 Undang-widang Nomor 22 Tahun 1999 tentarg Pemerintahan Duerah, Pasal 7.
* Soenyono. op cit., hal. 118.
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keputusan serta memberikan peran -kepada DPRD dalam mew;vujudkan fungsiinya
sebagai badan pengawasan terﬁadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Karenaf itu
Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerzh tidak perlu pengeéahan terlebih dulu darl
pejabat yang berwenang > |
Berbicara mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dengan
hubungan keuangan antara Pusat dan Dagrah, dengan banyaknya persoalan meuéenai
minimnya jumlah uang yang dimiliki Daerah dibandingkan dengan yang din’iiliki
Pusat. Oleh ‘karenanya perlu menciptakan wujud yang tepat mengenai hubuilgan

keuangan Pusat dan Daerah.

Pertama-tama langkak dikembalikan pada pengertian dasar otonomi, yaitu -

kemandirian. Dasrah harus memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri mméenai

cara mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Memperbesar sumber

lumbung keuangan Daersh merupakan satu cara yang mesti dilakukan. Tetapi
pembesaran sumber tidak akan benar-benar menyebabkan Daerah sepenuhnya be:rdiri
sendiri. Subsidi senantiasa diperlukan dengan berbagai tujuan dl gamping mencl:lkupi
keuangan daerah, tanpa mengurangi liemandirian Daerah. Karena itﬁ pengértian
perimbangan keuangan Pusat dan Daereh hendaknya tidek sekedar dia&ikan

memperbesar sumber lumbung keuangan Daerah. Tidak kalzh penting mengatur

sistem keuangan Daerah seperti subsidi yang tetap menjamin kemandirian,

keleluasaan dan kekuasaan Daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Berkaitan dengan hal tersebut telsh ditetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam

3 Bagir Manan. op cit., hal. 39, . |
%2 1bid, hal. 42. |
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Pasal 3 Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber penerifnaan Daerzh

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi adalah :

a

b.

Pendapatan Asli Daerabh;

Dana Perimbangan;

_Pinjaman Dacrah;

Lain-lain Penerimaan yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

Hasil Pajak Daerah;

Hagil Retribusi Daerah;

Hasil perusshaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya
yang dipisahkan;

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan Dana Perimbangan sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun

1999 terdiri dari :

a

b.

C.

Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam,
Dana Alokasi Umum;

Dana Alokasi Khﬁs us.




44

B. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI FAKTOR PENOPANG UTAMA

OTONOMI DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daersh terdapat beberapa persyaratan

sebagai faktor penunjang. Menurat Gabriel U Iglesias, faktor tersebut adalah -

1

2

Faktor resources, baik it sumbr daya manusia, kenangan, maupun peralatan;

. Faktor structure, baik organisasi maupun manajemen;

Falftor technology;

Faktor support; dan

Faktor Jeadership { kepemimpinan ).

Sedangkan menurut Yosef Riwu Kaho, fakior penunjang tersebut adalah ;>

Faktor manusia pelaksana.

Faktor im penting karena ma;msia merupakan subjek dalam setiap aktivitas

pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses

mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, agar mekanisme

pemerintahan tersebﬁt berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan

tujuan. yang diharapkan maka manusia atau subjek pelaku otonomi daerah harns

pula baik.

Pengertian baik di sini meliputi :

a Mentalitas / morainya baik, dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab
vang besar ’_terhadap pekerjaznnya, dapat bersikap sebagwm abei .iii:-t:iy."u‘:»lki-l'{.

alau puhize servan! dun sebagamya.

o raegien upr vl fal 39
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b. Memiliki kecakapan / kemampuan yang tinggi untuk .dapat melaksanakan

tugas-tugasnya.
2. Faktor keuangan

Fakior keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir

tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya dan semakin

baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh M. Manullang sebagai

berikut :**

“bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangét penting. Makin

baik keuangan suatu negara, maka makin stabil pula kedudukan Pemerintah

dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah
akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam melaksnakan segala
kewsjiban yang diberikan kepadanya Demikian pula bagi suatu Pemerintah

Daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan

mengurus rumah tangga Daerak”,

Hampir senada dengan M. Manullang, terhadap pentingnya pengelolaaan

keuangan Daersh J. Wayong berpendapat :*

a. Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengarsh yang begifu besar pada
hari kemudian penduduk suatu daerah, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh
saa.t' melakukan kegiatan itu dapat menysbabkan kemakmuran ataun
kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk Daerah itu.

b. Bahwa kepandaian mengendalikan Daerah tidak akan memberikan hasil yang
memuaskan dan abadi, Tanpa cara pengendalian kéuangan yang baik, terlebih

lagi tanpa kemampuan melibat ke muka dengan penuh kebijaksanaan, yang

35 3{ Manullang. op eit., hal. 67.
3 3. Wayong, Administrasi Keuargan Daerah, Ichtiar, Jakarta, 1975, hal. 7.
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harus diarshkan untuk melindﬁngi dan memperbesar harta Daerah, dengan
mana semua kepentingan masy;arakat suatu Daerah sangat erat berhubungan.

c. Bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan Daerah,
sebagai rencana anggaran yang dihadapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah haruslah tepat dalam benfuk dan gusunannya dengan memuat
-rancangan yang dibuat berdasarkim keahlian dengan pandangan ke muka yang
bijaksana.

3. Faktor Peralatan

Peralatan di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakasn uniuk
memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah. Peralatan yang baik
( praktis, efisien dan efektif ) dalam hal ini harus diperlukan bagi terciptanya
snatu Pemerintahan Daersh yang baik, seperti alat-alat pertwbungan, alat-alat
komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Apalagi dalam Organisasi
Pemerintahan yang serba kompleks di abad teknoldgi modern sekarang ini, alat-
alat yang serba modern ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat
dibutuhkan sekali. Namun di lain pihak, peralatan yang baik tersebut tergantung
pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat

yang menggunakannya.

. Faktor Organisasi dan Manajemen

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur, yaitu susunan..

yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan,
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tugasnya dan hﬁbungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan
tertentu,”
Sedang yang dimaksudkan deném manajemen adaleh proses manusia yang
menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tu;iuan yang telah
ditentukan benar-benar tercapai. Agar Otonomi Daersh dapat dilaksanakan
- dengan baik, maka diperlukan orgmisasi dan manajemen Pemerintah Daerah
yang baik pula Manajemen Pemerintah Daerab yang baik tergantung kepada
Kepala Daerah ( beserta stafiya ) dalam menggerakkan peralatan seefisien dan
seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam ﬁndang-
undang.*®
Dari uraian tersebut di atas nayatalah bahwa tanpa mengabaikan faktor yang
lain, faktor keuangan Daerah memegang peranan yang penting dan strategis dalam
menggerakkan roda Otonomi Daerah dan merupakan faktor esensial dalam
mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonominya.
Sehubungan dengan pentingnya posisi kenangan ini, Pamudji menggaskan %
“Pemerintak Daersh tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan
efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.
Dari keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui

secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

37 The Liang Gie, Kamus Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1968,

% The Liang Gie, Pengertian, Kedudikan dan Perincian Imu Administrasi, RayaIndria, Yogyakaria,
1965.

'S, Pamnudji, Pembinaan Perkotaan di Idenesia, Ichtiar, Jakerta, 1980, hal. 61-62,
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Pendapat yang relatif sama juga disampaiken oleh Ibnu Syamsi yang
menempatkan keuangan daerah sebagai salah sat indikator untuk mengetahui
kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah'tangganya sendiri,”

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya Daerah
m_embutuhkan sumber keuangan yang pukup pula |

Menurut Alfian Louis, untuk memperoléh sumber keuangan Daerah dapat
melalui beberapa cara, yaitu ;%

Pengumpulan dana dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

!—i

2. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari Pihak Ketiga, pasar uang
atau bank atau melalut Pemerintah Pusat.
3. Tkut ambil bagian dalam pendapatan Pajak Pusat yang dipungut Daerah.
4. Pemerintah Dasrah dapat menambah tarif Pajak Pusat.
S. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan atau sublsidi dari Pemerintah Pusat,
Sedangkan sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daersh
a. Hasil Pajak Daerah;

b. Hasil Retribusi Daeraly;

¢. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kelayaan Dasral vamg

dipisahkan; dan
d. Tain-lain Pendaputin Asli Dacrab yang sab,
Dt Perimbangan.

Y Toris Sy amsi, Daser-cesar Js:byaimmn Kewengon Negarna, Bi_na Alsura, Jaku_rta, 1983, hal. 190,
1 plfian Louis, Pendapatan Daerah dalarn Ekonomi Orde Baru, Prisma, Jakarta, 1985.
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3. Pinjaman Daeréh.
4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Tanpa mengesampingkan suraber penerimaan Daerah lainnya, utamanya
sumber yang berasal dari Dana Perimbangan berdasarkan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
symber yang berasal dari pendapatan Pajak dan Retyribusi Daerah memegang peran
yang dominan dalam mendukung kemandirian kemampuan keuangan Daerah

Pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah semula diatur dalam
Undang-undang Nomor 11/ Drt. Tahun 1957 tentang ?eraturan Umum Pajak Daerah
dan Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Refribust
Dagrah.

Kemudian pada tahun 1997 dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan
kondisi ekonomi maka telah dilakeanakan langksh penyederhanaan dari berbagai
jenis pungutan Pajak Daersh terutama yang berdampak pada biaya skonomi tinggi
serta kelancaran komoditas ckspor. Hal ini telah menghasilkan pembatasan-
pembatasan jenis-jenis pungutan Daerah berupa Pajak maupun reiribusfl)aerah yang
secara formal ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kondisi ini dipandang oleh Daerah terlalu mngekang aspirasi Daerah dalam
menetapkan jenis-jenis lapangan pungutan baerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi
Daersah. Oieh karenanya diadakan penyempurnaan terhadap Undang-undang nomer ]
18 Tahun 1997 yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun

2001tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 fentang Pajak
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Daerah dan Retibusi Daerah, dan praktis dengan dikeluarkaﬁnya undang-undang
tersebut maka jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh
Pemerintah Daerah secara prinsip sudah ﬁM dibatasi lagi.

Kreativitas pengembangan jenis-jenis pungutan baru di luar yang teiah
ditetapkan mengacu pada rambu-rambu / kriteria yang telah ditetapkan pada Pasal 2
ayat 4 Undang-undang Nom;r 34 Tahun 2000 untuk Pajaié Daersh dan menurut
Pasal 18 ayat 3 untuk pungutan retribusi.

Kewenangan penetgpan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ini penting sekali
dalam rangka penguatan pelaksanaan Otonomi Daersh yang membutuhkan banyak
sekali pembiayaan, hal ini sebagai koﬂéékuensi pemberian kevéenangau otonomi luas
kepada Daerah Kabupaten / Kota yané meﬁlpakan keleluasaan Daersh untuk
menyelenggarakan Pemerintahan yang mencakup kewenangan di hampir semua
bidang Pemerintahan ditambah kewenangan yang secara nyata ada dan diperiukan
serta timbul, hidup dan berkembang di Daerah yang menekankan pada sisi
kemandirian Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh
karenanya diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber
kevangan sendiri berupa Pendapatan hAin Daerah yang ‘'merupakan tolok ukur
kemampuan pelaksanasn otonomi suaiu Daefah. Pendapatan Asli Daerah berupa
Pajak dan Retribusi Daersh sangat diharapkan menjadi salah saftn sumber
pembiayaan penyelenggaraan otonomi dan pembangunan Daerah gumi

meningkatkan dan memeratakan kes_ejahterhan masyarakat.

2 H, Rohimat, Penggaliaﬁ'Pobensi PAD Kebupaten / Kota di Era Otonomi Daerzh, Makala}'l Jerninar
Otonoms Daerah oleh Center Studies of Public Issues ( CSPI) di Bandung, tanggal 18 April 2001.
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" Mencermati kondisi dan peluang pajak bagi Daerah Kabupaten / Kota sebagai
penunjang Otonomi Daerah, Nick Devas sedikit pesimis dan menyatakan bahwa
peluang untuk menaikkan penerimaan dari hasil Pajak Daerah kecil, karena banyak
dari Pajak Daerah yang tidak memuaskan, Péluang Jjuga kecil untuk menciptakan
jenis-jenis Pajak Daersh yang baru, karena Pemerintzh Pusat sudah menduduki
sebagian besar lahan Pajak yang penting-penting. ®

" Dalam rangka memberdayakan keuangan Daerah dari sektor Pajak, berbagai
sistem perpajakan harus menjalani modifikasi agar dapat meﬂingkatkan penghasilan.
Hal itu dikarenakan pefnerintah lokal mempunyai kewenangﬁn untuk menambah
ketentuan Pajak dan Retribusi tertentu. Dalam kasus tertentu bisa saja mengadakan
perolehan perpajakan dari satu level pemerintahan ke level pemerintahan yang lain
yang lebih rendah. Kemudian berupaya menghilangkan berbagai bentuk
pengecualian atau pembebasan pajak terhadap individu dan perusahaan tertentu,

Hal tersebut kiranya perlu dilakukan apalagi bagi Daesrah Kabupaten / Kota
yang pendapatan Asli Daerahnya kecil, tentunya otonomi yang diberlakukan akan
menjadi beban memberatkan Kenyataan ini seharusnya memotivasi Daersh untuk
mencari peluang tercbosan bagi pengﬁz?.tan pend?patan Daerah. ¥

Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan pendapat masyaral.{ai bahwza perubahan

ke arah Otonomi Daerah sebagai dasar pemicu bergesernya paradigma kesejahteraan

sosial yang semula berciri institusional ke arah welfare society.

47,

 Nick Devas, Kewangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemshan Masri Moris, Ul Press, 1989, hal. )

“ Asep Nurjaman, Kesiapan Dagrah Menghadapt Otonomi Seluas-tuasrya, Bigraf, Jogjakarta, 2001, hal

133,

45 Iran Ahmadi, Kesejahteraan Sosial dan Otonomi Daerah di lndonesia, Bigraf, Jogjekarta, 2001, hal.

161,
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Pergeseran paradigma kesejahteraan sosial bertolok ukur pada :
1. Urusan kesejahteraan sosial ya_né semula dilakukan oleh negara sebagai faktor
determinan menjadi tanggung jawab masyarakat,
2. Memberikan peluang kepada masyarakat Daerah mengelola sumber daya lokal
. dan mempertanggungjawabkan sec.ara iokal.

3. Swakelola

4. Privatisasi usaha kesejahteraan sosial.

S. Posisi Pemerintah terietak pada fungsi pengaturan administrasi, i{oﬁsultan,

pengendati pembina teknis teknis dan bukan pelaksana *

C. TINJAUAN TERHADAP PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA
UMUMNYA.
Sejarah pemungutan pajak telah mengalami banyak sekali perubahan menyesuaikan

perkembangan masyarakat dari masa ke masa maupun perkembangan negara, baik di

bidang sosial maupun ekonomi. Pajak dimulai dari pemberian sukareia kepada raja

dalam memelihara kepentingan negara, kemudian berubah menjadi pemberian yang
ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksanakan. Sampat pada saat
timbulnya Revolusi Perancis yang meneriakkan : “bahwa pemungutan pajak harus

diselenggarakan secara umum dan merata™ "

Di Indonesia Peraturan Perpajakan Nasional lahir pada tahun 1983 yang ditandai -

dengan penetapan 3 ( tiga ) Undang-undang Pajek, yaitu :

*¢ Tbid, hal. 167.
11 Santose Brotodihardjo, Pengantar Emu Pajak, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hal. 23.
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1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umnm dan Tatacars
Perpajakan.

. hudung-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 wentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ada 3 tyjusn yang ingin dicapai Pemerintah lewat pemetapan undang-undang

perpajakan nasional, yaitu : ®

1. Meningkatkan sumber penerimaan negara dalam rangka pembiayaan
pembangunan yang kian meningkat, dimana sumber penerimaan negara yang
paling utama adalah diharapkan dari pajak.

2. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan wajib pajak, yang
besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan
menggerakkan partisipasi semua lapisan wajib pgjak, maka Pemerintah dapat
menjaring wajib pajak sebanyak mungkin. Undang-undang Pajak yang lama
dipandang belum dapat menggerakkan partisipasi semua lapisan wajib pajak
sehingga dalam pemunguan pajak masih ada wajib pajak yang tidak atau belum
berpartisipasi, yang mana wajib pajak tersebut seharusnya dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang Pajak.

3. Penyederhanaan struktur pajak yang berlaku agar mudah pelaksanaannya, dan

penerapannya akan menjadi lebih adil dan merafa.

“8 11, Buhari, op cit., hal. 5.
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Undang-undang Pajak Nasional ‘Tahun 1983l memiliki prinéip-prinéip tersendiri
sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yaitu :

1. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang Pex_‘pajakan Nagional merupakan

perwujudan dan pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pa;jak unfuk secara

 langsung melaksanakan kewsjiban perpajskan yang sangat diperlukan ‘untuk
pembiayaan negara dan pembangunan.

- 2. Tanggung jawab pelgksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri.
Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas
pelaksanaan kewajiban perpajukan tersebut, '

3. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri
| pajak yang terutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat
diperlukan dalam rangka pemunguta.ul pajak.

Mengenai definisi dan pengertian pajak di antara pﬁ Sarjana terdapat beragam
definisi, antara lain ®
1. PJA. Adriani, memberikan definisi sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran pada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut perafuran-peraturan dengan tidak dapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran masna berhubungan dengan tugas
pemerintahan.”

MJH. Smeeths, memberikan definisi Pajak sebagai berikut :

b

“Pajak adalah prestasi Pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum,
dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan
dalam hal yang individual, msksudnya adalsh membiayai pengeluaran
pemerintah.”

* 11 Buhari. Loc cit,
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3. Soeparman Soemahamidjaja memberikan definisi sebagai berikut :

“Pajak adalah juran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

4, Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut :

“Pajak adalah furan rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang ( dapat
dipaksakan ) yang langsung dapaf’ ditunjuk dan digunakan untuk membiayai
_ pengeluaran™. o »
Khusus terhadap definisi Pajak dari Rachmat Soeinih'o kemudian disempurnakan
menjadi sebagai berikut :*

“Pgjak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas megara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.
Dari beberapa definisi tersebut H Buhari menyimpulkan adanya beberapa
kesamazn unsur-unsur yang terdapat pada definisi pajak tersebut, yaitu St

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian
kekayaan ( pendapatan ) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa Pemerinfah
menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.

2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti
bahwa baik kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat
dipaksakan, artinya hutang itu dapst ditagih dengan menggunakan kekerasan,
seperti surat paksa dan sita.

3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atae peraturan yang dibuat

oleh Pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidek

0 Rochrnat Soemitro, Fajak dan Pembanguren, Eresco, 1974, hal. 8.
* Toid, hal. 21.
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didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak gyah dan dianggap
sebagai perampasan hak.

4. Tidak ada jasa timbﬂ balik ( tegen prestasi ) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa
antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan
langsung. Prestasi dari negara seperti hak milik mendapat perlindungan dari alat-

‘alat negara, hak menggunakan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan,
dan sebagainya.

Bahkan orang miskin‘mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara
dibandingkan orang kaya, seperti dalam hal pengguna sarana / kesehatan.

5. Uang vyang dikumpulkan tadi oleh negara digunakaﬁ untuk  membiayai
pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan,

jembatan, gedung, gaji.PNS, dan sebagainya.

Sedangkan R. Santoso Brotodihardjo menyimpuﬁcan unsur-unsur yang terdapat

dalam pengertian definisi pajak, adalah sebagai berikut 32

1. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang gerta aturan
pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh Pemerintah

3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

52 R. Santoso Brotodihardjo. op cit., hal. 6.




57

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment. |

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tenténg Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pasal 1 angka 6 daﬁ. Peraturan Pemerintzh Nomor 65 Tehun 2001
tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 1, definisi pajak dalam hal ini adalah Pajak
Daerah, adalah :

“luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atay badan kepada Daerail tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangumnan Dacraly™.

Pengertian pajak sk berbada juul deugan peugertian retribusi dimana retrilw;.lsi
dipungut dari individu tertentu kepada siapa diberikan jasa (prestasi) negara.”

Pembayaran retribusi tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar
untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari Pemerintah, Refribusi itu berdasarkan
pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan uniuk mentaatinga yang
berkepentingan dapat pula dipaksa, yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu

prestasi lebik dari Pemerintah harus membayar.**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reiribusi

>3 G. Sartan, Loc cit.
 R. Santoso Brotodihardjo. op cit., hal. 7,
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Dacrah Pasal 1 angka 1, Retribusi dalam hal ini Retribusi Daerah didefinisikan

sebagai berikut :

“Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin fertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan”.
Dengan memperhatikan UNSUr-UnNsur yang melekat pada Pajak dan Retribusi,
maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedasan Pajak dan Retribusi, yaitu :*

1. Pada pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku bagi semua orang yang
memenuhi syarat untik dapat dikenakﬁn pajek, sedangkan pada refribusi hanya
berlaku bagi orang-orang tertentu yang langsung ditunjuk. .

2. Pada pajak unsur paksaannya bersifat pidana dan administratif Sedangkan
retribusi unsur paksaannya bersifat ékonomié, artinya kalau idak membayar maka
orang yang bersangkutan tidak diperkenankan memperoleh atau menikmati jasa
dari negara

3. Pada pajak, tegen prestasinya bersifat tidak langsung dalam arti baﬁwa meskipun
kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati jasa dari negara. Sedangkan
padsa retribusi, tegen prestasinya bersifat langsung dalam arti bahwa siapa yang
membayar iuran maka ia berhak menikmati jasa negara, sedangkan mereka yang
tidak membayar tidak diperkenankan menikinati jasa negara.

Suatu pungutan pajak haruslah memberikan jaminan hukum dan keadilan yang
tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun rakyat selaku wajib pajak.

Oleh karenanya pada negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu vang

menyangkut pajak harus ditetapkan dengan undang-undang.

35 {1 Buhari, op cit,, hal. 23,
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Pasal 23 ayat 2 Uﬁdang-undang ﬁasar 1945 merupakan dasar hukum pemungutan
pajak oleh negara, dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan bzhwa ﬁeugenaan dan
pemunguian pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh
terjadi berdasarkan undang-undang,*

Hal tersebut karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke
gektor Pemerintah tanpa ada jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung ditunjuk.
Jadi pajak adalah kekayaan rakyat yang diserahkan pada negara. Babkan di Inggris
berlaku suatu dalil yang berbunyi “No taxation without representation” { tidek ada
pajak tanpa undang-undang )} dan di Amerika berlaku dalil “Taxation without
representation is robbery” (Pajak tanpa undeng-undang / perwakilan adalah
perampokan).”

Dengan ditetapkannya Pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bui(an
perampasan hak/kekayaan rakyat karema sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat.
Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, olsh karena pajak
mengandung Kewajiban bagi rakyai‘ untuk mematuhinya dan bila rakyat tidak
memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. |

Sesuai dengan tujuan pemungutan pajak paﬂa umumnya, maka tujuan pajak pun

harus mengabdi kepada keadilan dan asas keadilan harus dipegang teguh, baik dalam

prinsip penetapan undang-undang maupun pelaksanaan sehari-hari. Dalam mencari

konsep keadilan inilah akan melahirkan pendapat / teori-teori mengenai dasar

pemungutan pajak.

P

54 .
Tbid, hal 28.
57 Rochmet Soermitro, Dasar-dasar Hidawn Pajak dan Pajek Ferdapatan 1944, Cet. VI, ERESCO,

Jakarta, hal, 18, .
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Adam Smith dalam bukunya “Wealth of Natior” mengemukakan pedoman yang
disebut “The Four Maxims” atau *The Four Cannons of Adam Smith” dimana supaya
peraturan pajak itu adil harus memenuhi 4 { empat } syarat, yaitu 38

1. Equality and equity ( kesamaan dan keadilan ).

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang
yang berada pada keadazan yang sama harus dikenakan quiak yang sama. Equality
atan kesamaan dalam pajak-pajak lézimnya disebut non-discrimination, sehingga
orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama
akan diberlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama bes.ar.
Equality atau keadilan kadang kala relatif ukurannya. Mungkin suatu ketentuan
hukum dalam undang-undang secara wium sudah diraqakan adil karena sudah
memenuhi syarat yang sama, diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama
besar. Tetapi éx_ia k;zl_anya apa yang dliapggap adil secara umum, belum tentu adil
dalam kasus tertentu.

. Certainty (kepastian hukum)

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap pndang-undang. Dalam membuat
~ undang-undang dan peraturan-peraluran yang mengikat umum, harus diusahakan
supaya ketentuan.yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak

mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain

[
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Kepastian hukum banyak bergantung kepada susunan kalima.lt, susunan kata dan
penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut
penggunaan penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Di
samping itu penyusunan undang-undang perlu me;i:aﬁmni teori-teori dan teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan dan untuk itu perlu dikuasai legal

drafling.

Convenience of payment.

Dalam hal ini pajak harus dipungut pada saat yang tepai, yaitu pad;a. saat wajib
pajak mempunyai vang. Tidak semua wajib pajak mempunyai saat convenience
yang sama, yang mengenakkan baginya untuk membay;ar pajak. Karyawsan,
puruh, pegawai, akan lebih membayar pajak saat men_*eka menerima gaji, upah dan
honorarium. Lain halnya dengan petani yang lebih mudah diminta untuk
membayar pajak setelah hasil panen dijual.

Economics of collections / efficiency

Yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-
kali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukannya, Tentunya tidajc ada artiﬁya
memungut pajak baru, yang hasilnya sebagian beéar akan habis untuk biaya
pemungutan sehingga hanya sebagian kelcil saja yang masuk ke dalam kas negara.

Sebagaimana yaﬁg diuraikan di atas Hukum Pajak harus mengabdi kepada

keaditan sebagai, asas pemungutan, pajaly, Akm totapi yang menjadi pertanyaan

mendaser adaloh apa. yang menjodi, dagar bagi negera untuk dapal mombobent.

1%

rakyatnya dengan pajak. Pertanyaan mendasar ini menimbufkan berbagai teori dari

para sarjana untuk memberi dasar menyatakan keadilan ( justifications ) kepada
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negara untuk memungut pajak padé rakyatnya, baik yang berupa teori pembenaran
pemungutan pajak maupun teori pembebanan pajak.

Beberapa teor: pembenaran pemuﬁgutan pajak, antara lain :¥

1. Teori Asuransi
Teori ini menyatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suaiu Premi
_Asuransi yang harus dibayar oleh setiap oremg karena orang mendai:at
perlindungan atas haknya dari Pemerintah.
Teori Asuransi ini kurang bégitu tepat, karena :

a  Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian oleh negara.

b. Antara pembayaran sejumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara
tidaklah terdapat hubungan yang langsung WNWamun teori ini tetap
dipertahankan penganutnya sekedar untuk memberi dasar hukum pemungutan
pajak sgj 2%

2. Teori Daya Bsli
Berdasarkan teori ini pajak diibaratkan sébagai pompa yang menyedot
daya beli seiseorang / anggota masyarskat yang kemudian dikeﬁbﬂmm lagi
kepada masyarakat.

Teori ini menggjarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat

inilah yang dapﬁt dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Bukan

kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan

masyarakat yang meliputi keduanys. Oleh kerenanya dapat disimputkan bahwa

Teori Daya Beli ini menitikberatkan pada fungsi mengatur dari pajak.

* Ibid, hal. 19.
% R Santoso Brotodihardjo. op cit., hal. 30.
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3. Teori Kewajiban Mutlak / Teori Bhakti

Berdasarkan teori ini maka negara merupakan satu kesatuan, yang di
dalamnya setiap warga negara terikat dan mempunyai kewajiban mutlak,
termasuk di dalamnya kewajiban membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan

kewajiban asli warga negara untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

. Teori Pembenaran menurut Parcasila-

Pancasila mengandung nilai kekeluargaan dan  gotong-royong.
Pembayaran pajak merupakan pengorbanan setiap anggota masyarakat untuk
kepentingan bersama tau‘pa mendapat imbalan.

Terhadap ke-5 Sila dalam Pancasila dapatlah dibenarkan adanjapqnglﬁan
pajak oleh megara, dan terhadap masing-masing Sila dapat diuraikan sebagai
berikut :*

a. SilaPertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.
Orang yang beragama tidak hanya memikirkan dil'i gendiri saja tetapi jugzi
memikirkan lingkungan dan masyarakat tempat ia hidup.
b. SilaKedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Penyusunan undang-undang harus dilakukan hati-hati dan adil, oleh sebab itu
penyusunan undang-undang perpajakan harus berkemanusiaan dan tepa selira.
¢. SilaKetiga : Persatuan Indonesia ..
Pajak merupakan alat pemersatu bangsa yang mengikat bangsa dan

memberikan hidup kepada bangsa.

81§ Rochmat Soemitre, op cit., hal 8-28.
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d. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalem

permusyawaratan/perwakilan

Sila ini sudeh terjabarkan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

. SilaKelima : Keadilan Sosial bagl seluruh rakyat Indonesia.

Hasil pajak hanya berasal dari sebagian kecil rakyat yang membayar pajak,
sedangkan sebagian besar rakyat tidak kena pajak karena terdiri dari amak-
anak, wanita, tidak mampu, dan sebagainya. Dan hasilnya digunakan untuk
kepentingan umum, hal ini merupakan pemerataan. |

Sedangkan teori-teori pembebanan besainya pajak, ﬁdalah '

. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa seiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan
daya pikulnya masing-masing. * Daya Pikul menurut De Laugen adalah
kekuatan seseorang untuk memikul suaty beban dari apa yang tersisa, setelah
seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengéluaran yang
mutlak untuk kehidupan prima diri sendiri beserta keluarganya.

Sedangkan Cohen Stuart menggambarkan daya pikul seseorang sebagai daya
pikul suatu jembatan Imi berarti bahwa daya pikul adalah sama dengan
kekuatan memikul beban yang melewati jembatan itu, tanpa jembatan amblas,
yang berarti bahwa kekuatan pikul jembatan itu adalah sama dengﬁﬁl-selm;uh

kekuatan pikul jembatan dikurangi bobotnya sendiri.®

2. Teori Kepentingan

2 Tbid, hal. 30,
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Teori ini mengatakan besarnya pajak sesuai dengan kepentingan wajib pajak
yang dilindungi ( lebih besar kepentingan yang dilindungi, akan lebih besar
pula pajak yang harus dibayar ).
Menurut Rochmat Soemitro, hal ini tidak sesuai dengan sifat pajak, sebab
justru pajak sifatnya adalah sﬁatu pembayaran yang tidak ada imbalannjra
-yang secara langsung dapat ditunjuk.®
Sebagai suatu bentuk pungutan kepada masyarakat, maka diadakan penetapan
suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengaln Pajak dan Rétribusi
Daerah oleh Pemerintah Kabupaten hendaknya diperhatikan dengan betul syarat-
syarat pembuatan peraturan Pajak dan refribusi Daerah. Hal ini dimaksudkan agar
peraturan tersebut benar-benar mengandung nilai-nilai keadilan.
Syarat-gyarat terssbut menurut Rochmat soemitro adalah o
1. Syarat Yuridis
Syarat ini menentukan Undang-undang Pajak dan Retibusi yang normatif
harus memberikan kepastian hukum gerta keadilan, termasuk di dalamnya
memperhatikan hirarkhi perundapg-undangan.
Ketentuan-ketentuan pajak yang harus dituangkan dalam bentuk undang-
undang adalﬁh ketentuan yang bersifat Hukum Material, yaitu ketentuan
metigenai @ -
a. Subjek Pajak, yaitu mengenai siapa yang dijadikan subjek pajak, syarai-
syaratnya agar seseorang menjadi subjek pajak, pembagian subjek pajak,

dan sebagainya.

53 Thid, hal. 30.
® Thid, hal. 33.




66

b. Objek Pajak, yaitu apa yang dijadikan objek pajék dan apa syarat-
syaratnya, bagaimana definisinya, dimana letak batas-batasnya, apa yang
bukan merupakan objek pajak, dan sebagainya.

c. Tarif Pajak, yaitu berapa besarnya, dalam hal mana terif itu diterapkan,
bilamana tidak diterapkan\, dan sebagainya.

Sedangkan ketentuan yang sifatnya hukum Pajak Formal tidak mutlak harus

dituangkan dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi tidak ada larangan

untuk menvangkannyz dalam bentuk undang-undang,

. Syarat Ekonomis

Pungutan pajak janganlah sampai mengganggu kehidlipan ekon-;imi dari si
wajib pajak, jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap s;;;e_ormlg maka
yang bersangkutan menjad: jatuh molarat.

Dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan dampak ekonomis, jangan
sampai pajak yang dipungut memberatkan individu sehingga tidak sesuai
dengan daya pikul individu, atau sangat menghambat jalannya perekonomian,
menghambat arus barang, menghambat arus modal dan 1ﬁen§hambat arug
teknologi. Pajak ganda yang memberatkan wajib pajak harus dihindari.
Pungutan pajak merupakan peranan yang penting dalam budget negara dan
merupakan sumber pendapatan negara yang memungkinkan kelangsungan

hidup suatu negara.

. Syarat Finansial

Pajak yang dipungut hendaknya cukup untuk pengeluaran serta hendaknya

dalam pemungutan pajak tidak ;pemakan biaya terlalu besar. Oleh karenanya
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perlu diperhitungkan dalam penetapan peraturan pqiak’ apakah biaya tidak

terlaly besar sehingga vang yang masuk ke kas négara terlalu kecil.
4. Syarat Sosiologia

Pajak merupaksﬁl gejala sosial, artinya pajak hﬁnya terdapat dalam

masyarakat. Oleh karena itu pajak harus dipungut sesuai kebutuﬁan

masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi .masyarakat pada
waktu itu.

Karena pajak itu' untuk keperluan masyarakat dan dipungut dari anggota .

masyarakat maka pungutan pajak harus mendapat persetyjuan masyarakat. |

Secara tradisional, otonomi acapkali diberi arti “me.mbiaya.i diri sendiri”
meskipun dalam kenyaiaannya‘ﬂ tidak pernah ada Daerah Otorom yang benar- T
benar mampu membiayai secara penuh rumah tangganya sendiri. Meskipun
demikian ungkapan ini menunjukkan betap'a penfingnya keuangan untuk
melaksanakan otonomi secara bebas d;m mandiri%

Pada bahasan terdahulu telah diuraikan bahwa salah satu sumber penerimaan
keuangan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pqiak Daerah,
Retribusi Daerah, hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah serta lain-
lain Pendapatan Asli Daersh yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Rehjbusi Daerah
merupakan hal yang sangat berpotensi dan mendukung sekali pelaksanaaxi

Otonomi Daerah.

%5 Bagir Manan. op ¢it., hal. 143,

e P g ey e
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o

Dasar pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah denganl Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. |
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001telah pula ditindaklanjuti denéan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daersh, dan -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.

Penetapan Undang-undang Nomeor 34 Tahun 2000 oleh Pemerintah dimaksudkan

sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dimana hal

tersebut terkandung dalam konsideran “Menimbang” huruf ¢ dai: d Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada intinya menyataken :

- Pzgal-. Daerah dan Retribusi Dasrah merupakan salzh satu sumber pendapatan
Daerah yang penting guna membiayai pelnyelenggaraan Pemermﬁhm Daerah
dan pembangunan Daerah untuk memantapkﬁn Otonomi Daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab. |

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah
ditentukan bahwa pajak untuk Kabupaten / Kota fordiri dari :

1. Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.
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4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C.
7. Pajak Parkir.

Meskipun jenis pajak Kabupaten / Kota telah ditetapkan secara limitatif dalam

rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota

dapat menetapkan jenis lain diluar i’asai 2 ayat 2. Hal tersebut tertuang dalam

Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berbunyi :

“Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten / Kota gelain

yang ditetapkan dalam ayat 2 yang memenuhi kriteria sebggai berikut :

a  Bersifat pajak dan bukan retribusi;

b. objek pajak terbatas atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten / Kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya
melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten / Kota yang bm'sangkuu:m;

¢. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentinean
LR

4. abjek paiak bukan merupakan objek pajak Propingi dan / atan objek pajak
Fasat:
potensinya temadai;

f tidek memberikan dampak gkonomi yang negalif

¢ memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;

h. menjaga kelestarian lingkungan.
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Sedangkan untuk bidang pungutan Retribusi Daerah datam Pasal 18 Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 ditentukan bahwa secara umum bahwa Retribusi

Daerah terdiri dari 3 golongan, yaitu :

€

b,

c.

Retribusi Jasa Umum.
Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Perizinan Tertentu.

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

retribusi diberikan penjelasan terhadap retribusi-retribusi tersebut, yaitu :

a

Retribugi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daersh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atan badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Dasrah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta, |

Retribusi Perizinan tertentu adalah refribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atan badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
atas kegiatan’ pemanfataan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,l
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepéntingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

masing-masing jenis retribusi telah ditetapkan kriterianya, yaity
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. Untuk Retribusi Jasa Umum :

- Refribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi

jasa usaha atau untuk periéinan tertentu.

- ' Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka

pelaksanaan desenﬁ'alis_'fzsi.

- Jasa tersebut memberi manfast khusus bagi orang pribadi atau benda
yang diharuskan membayar refribusi, di samping untuk membiayai
kepentingan dan kamanfﬁatan umum,

- Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

- Retribusi tersebut berhubungan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya.

- Reftribusi dapat dipungut secara.efektif dan efisien serta merupakan salah
satu sumber pendapatan Daerah vang potensial.

- Pemungutan refribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan

tingkat dan/atau kualitag pelayanan yang lebih baik. -

. Untuk Retribusi Jasa Usaha

Retribuet Jasn Usaha bersilal bukau pwjak dan bersifal bukan Retnibusi

Yiza Umum dan Relribusi Perizinan Tertentu, dax;

- Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bevsifat komersial yang

' seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum .

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
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3. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu

- Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan
kepada Dasrah dalam rangka desentralisasi. '

- Perizinan tersebut benar-benar diperfukan guna melindungi kepentingan
umum, dan;

- Biaya yang menjadi beban Dagrah dalam penyelenggaraan izin tersebut
dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian iz
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi :

“Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis reiribusi liielain yang ditetapkan
dalam ayat 3 sesuai kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan”.

memberi kewenangan bagi Daerah Kabupaten / Kota untuk menggali
gkstensiﬁkasi pungutan Refribusi Daerah sebagai upaya penguatan Otonomi
Dagrah.

Prinsip dalam penyelenggaraan otonomi yang baik dan bena:.' pembiayaan
utamanya seharusnya ditopang dari Pendapatan Asli Daerah Sgndin', pamun
dalam kenyataannya Pendapatan Asli Daersh pada umumnya kecil Padahal
urusan yang lmrué dibiayai cukup besar, maka Pemerintah Kabupaten / Kota akan

solalu berusaha menaikkan Pendapatan Asli Dasrah. Dalam menaikkan

Pendapatan Asli Daersh Pemerintah Kabupaten / Kota tidak mau berpikir berat

dan mengambil langkah mudah dan praktis dan didukung legitimasi peraturan,

yaitu melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan pajak dan refribusi
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Daerah. Apabila hal tersebut ditempuh dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah,
akhimya rakyat tetap menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan Otonomi
Daerah®
Berkaitan dengan itu Nick Devas mengusulkan adanya perubahan sistem
pajak Daerah, yang meliputi : |
. 1. Penyederhanaan Sistem Pajak Daerah,
Penyederhanaan sistem ini  dimaksudkan untuk mengurangi “nilai
pengganggu” ( nujsance value ), penekanan ekonomi biaya tinggi serta dalam
rangka mewujudkan sistem pajak yang adil,

2. Menaikkan penerimaan Pajak Daerah agar Daerdh tidak terlalu tergantung
dari Pemerintah Pusat Hal ini tidak gampang, namun demikian masih ada
peluang untuk menaikkan penerimaan jenis-jenis tertentu Pajak Daerah.

3. Perubahan sistem pajak berkenaan dengan wewenang Pemerintah Daerah.
Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang besar berkaifan dengan
pelaksanaan Otonomi Dasrah memberikan kewenangan yang lebih pﬁda

penetapan jenis pajak.

Sedangkan untuk menilai kelayakan suatu Pajak dan Retribusi Daerah, Nick
Devas memberikén serangkaian ‘ukuran sebagai berikut 68

1. Hasil ( yield ), yaitu berkenaan dengan :

% Warsito, Kebijakan Otonomi Daerah | Kelebihan dan Kekurangan deri Perspektif Hukum, Makealsh
dalam seminar Nasional Memperingati Dies Natalis UMK ke-33L

? Nick Devas, Pajak Daerah : Kemungkinan untuk Pembaharuan, dalem Keuargan Pemerintah Daerahdi
Indonesia, terjernshan Magri maris, Ul Presg, 1999, hal. 61,

%8 Thid, hal. 61,
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Memadai tidaknya hasil suatu pajak dan keuntuﬁgan dari berbagai
layanan yang dibiayai.

Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil.

Elastisitas hasil pajak terhadap inﬂas‘i dan pertumbuhan penduduk.

Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutan.

. Keadilan { equity ), yang meliputi :

Dagar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-
wenang. |
Pajak yang bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak

harusiah sama besar antara berbagai kelompok ‘yang berbeda tetapi

- dengan kedudukan ekonomi yang sama.

mendorong ( atau setidak-tidaknya tidak menghambet ) penggunaan gnmber

Pajakl yang bersangkutan harus adil secara vertikal, artinya kelompok
yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan
sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak
memiliki sumbel; daya ekonomi.‘ |

Pajak harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendakaya tidak 'Eada
perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pgjak dari satu
dacrah ke Daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan

perbedaan dalam cara menyediakan layanan masym?akat '

. Daya guna ekonomi ( econromic efficiency '), dalam arti padjak hendaknyd

daya secara berdaya guna dala:ilmkehidupan ekonomi.
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4. Kemampuan melaksanakan { ability to implement ), daiam arti suatu pajak
haruslah dapat dilaksanakan, baik dari sudut kemawan politik maupun
kemauan {ata usaha,
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan Daerah ( suitability as a local revenue
source ), yang berarti : | |
- Harus jelas kepada Daerah suatu pajak harus dibayarkan dan tepat
memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban
pajak | |

- Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari
satu Daerah ke Dasrah lain. |

- Pajak Daerah hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari

keuangan tata usaha Pajak Daerah.

D. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI KEBUAKAN PUBLIK
Sesuai dengan Undang-undaag NO!;IOI‘ 22 Tzhun 1999 ditetapkan bahwa Pajak
dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan penentuan tarif
dan tata cara pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut
ditegaskan dalam Pagal 82 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
“(1) Pajak dan Retribusi Daserah ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan |

dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
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Sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 82 ayat 1 tersebﬁt telah ' dikeluarkan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomeor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penstapan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dalam suats Daerah Kabupaten dalam suatu bentuk
Peraturan Dasrah merupaka:i kewenangan Pemerintah Kabupaten vang bersangkutan,
dan proses tersebut merupakan proses pengambilan dan penetapan kebijakan publik
( public policy ). .‘
Kebijakan { policy ) di ant.ar;i para sarjana diartikan bermacam-macam dan berikut ini
disampaikan beberapa pengertian, sebagai berikut &

1. Harold D, Laswell dan Abraham Kaplan

Nengaiilan kebijakan sebagal “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan

praktik-praktik yang terarah,

2. Carl 1. Friederich, mendefinisikan sebagai :
“Serangkaian kaidah yang diusulkan seseorang, kelompok atan pemérintah dalam
suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanéan fersebut
dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

3. James E. Anderson, mengartikan sebagai :

“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan ‘tertentu  yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan

gnatu masalah tertentu’,

€ M. Irfan Islared, Prinsip-prinsip Penvnwsan Xebijaksanaan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal,
16-17.
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4. Amara Raksasutaya, mengemukaka;l bahw;a kebijakan seba.agai suatu taktik dan
strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentis, Qleh karena itu suatu
kebijaksanaan memuat 3 elemen, yaitu :

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

b. Taktik dan strategi dari berbagai langksh unfuk memcapai tujuan yang
diinginkan.

c. Penyediaan berbagai input unfuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata

dari taktik atau strategi.

Sama halnya dengan adanya beragam definisi / pengerﬁém lﬁengenai policy, maka
pengertian public policy / kebijakan negara terdapat banyak pendapat, antara lain :”°
1. Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijaksanaan sebagui ‘
“Apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan
bila Pemerintah memilih untuk m‘ellakukan sesuafu maka harus a;la fujuannya
( obyektifhya ) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan
Pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginaﬁ Pemerintah
atau pejabat Pemerintah saja.
Di samping itu sesuatu kebijak;n yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah pun
termasuk suafu kebijakan negara Hal ini dikarenakan sesuafu yang tidak
dilakukan Pemerintah mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang
dilakukan oleh Pemerintah.

2. James E. Anderson, memberi definisi :

7 1bid, hal. 17-21.
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“Kebijakan negara adalah kebiajakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-
badan dan pejabat-pejabat Pemerintah”. |
Dari pengertian tersebut kebijaka.n. negarﬁ mempunyai implikasi, yaity
a Kebijakan negara itu selals mempunyai tujuan tertentn atan merupakan

tindakan yang berorientasi pada fujuan.

. b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat

pemerintah.
¢. Kebijakan itu merypakan apa yang b%nar—bsnar dilaksanakan oleh Pemerintah,
jadi bukan merupakan apa yang Pemerintah bermaksud akan melakukan
sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu,
d. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti ;nerupakan beberapa
bentuk tindakan Pemerintah mengeﬁai suatu masalah tertentu, atan bersifat
negatif dalam arti merupakan keﬁutusan pejabat Pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu .
e. Kebijakan Pemerintah, setidak-tidaknya dalam arti Vyang positif didasarkan
atau selalu dilandaskan pada peraiuran perundang-undangan 'dan bersifat
memaksa { otoritatif ).,
David Easton, mengartikan kebijakan negara sebagai :
“Pengalokasian ﬁilai-nilai secara paksa ( sah ) kepada seluruh anggota
masyarakat”, | |
Dari definisi ini Easton menegaskan bahwa hanya Pemerintahlgh yang secara sgh

dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan Pemerintah untuk
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melakukan sesuatu atan tidak melakukan };esualu tersebut dirﬁpakan dalam bentuk
pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Sebagai suatu proses Peraturan j)a.erah sebagai suatu bentuk kebijakan
publik yang menjadi wewenang Pemefintah Kabupaten dan DPRD di dalam
proses penyusunan, penefapan sampai jdengan pelaksanaannya tidaklah dapat

terlepas dari berbagai faktor yéhg mempéngaruhinya.

Menurut Felix. A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam bukunya “Modern
. Public Administrator” menyebutkan banyak faktor yang mempengaruhi
pembuatan kebijakan publik, yaitu e |
1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
Seringkali administrator harus membuai keputusan karena adanya tokanan-
tekanan dari luar. Meskipun secara teori terdapat pendekatan pembuatan
keputusan “Rational Comprehensive” yang ber:_arti administrafor sebagai
pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan
dipilih berdasarkan penilaian ras;;ional gemata Akan tetépi prosedur
pembuatan dan penetapan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari kenyataan
adanya tekanan-tekanan dari luar yang ikut berpengaruh terhadap proses
pembuatan keputusan. |

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama ( konservatisme ).

Kebiasaan-kebiasaan lama cenderung akan gelatu diikuti oleh administrator

kendati keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut sebagai hal yang salah

# Ihid, hal. 2527,
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dan perlu diubah. Kebiasaan lama itﬁ akan terus diikuti, lebih-tebih jika suatu
kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan,

Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak

dipengarubi oleh sifat-sifat ﬁembpatnya dan imi akan mewarnai corak

- pembuatan keputusan.

Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga lberpengaruh térhadap
pembuatan  keputusan, bahkan seringkali juga mempertimbangkan
pengalaman-pengalaman orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang
Pemerintalan.

Adanya pengaruh keadaan masa lalﬁ.

Pengalaman latihan dan pengﬂaﬁan / sejarah pekerjaan yang terdahulu
berpengaruh pada pelnbuatm1 keputusan,

Pungutan Dacrah berupa Pajak dan Refribusi Daerah gebagai suatu bentuk

public policy yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, secara umum

telah diatur dalam Undang-undang Nomeor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, antara lain : .

1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD

~ dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lamjut.

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ( Pasal 69 ).

2. Peraturan Daerah tidek boleh bértentangan dengan kepentingan umum,

Peraturan Dagrah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang .pembebanan berupa
paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar
( Pasal 71 ayat 1}

Peraturan Daer;m dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lambat ¢
{enam) bulan atau dends sebanyak-banyakova Rpo 5.0000ud- ( lins s

sl 1 odengan diay GdeK ierampas barang tertente untuk Daerab kecunhs

Jika diteniukan iain dalam peraturan perundang-undangan ( Pasal 71 ayal 2 ).

Umluk melaksanakan Peraluran Daerah, Kepala Daerah menetap':i{an
Zeputusan Eepala Daerah dan Keputusan tersebut tidak boleh berteﬁtangml
dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan #eraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi ( Pasal 72 ).

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Dasrah yang bersifat mengatur
diundangkan dalam Lembaran Dacrah dan mempunyai kekuatan mengikgt
sejak diundangkan { Pasal 73 ).

dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
disampaikan kepada Pemerintah selambai-lambatnya 15 hari setelah
ditetapkan ( Pasal 113 ).

Pemerintah dapat membatalkan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala

Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atay peraturan perundang-

undangan lainnya.
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Dari ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

dapatlah dikatakan bahwa Peraturan Daerah merupakan hasil kerjasama antara .
Gubernur / Bupati / Walikota dengﬁn DPRD. |

Oleh karenanya tatacara pembentukan Peraturan Daerah dapat ditinjau dari
beberapa unsur Pemerintahan Daerah, yaitu ;"

. 1. Unsur DPRD

-Peraturan Daerah adalah suatu bentuk produk legislatif Duerah, oleh [
karenanya tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk
Peraturan Daerah bertalian dengan wewenang dan h_ak DPRD di. bidang
legislatif yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang
; fungsi legisiatif, yaitu :
a Hak Penyelidikan
Hak penyelidikan dapat dipergunakan rebagai sarana melakukan evaluasi,
menemukan gagasaen untuk menciptakan atau mengubah Porda yang ada.
Hak penyelidikan bukan semata-mata untuk menyelidiki kebijaksanaan
Pemerintah Daerah yang sedang berjalan tapi juga dapat dipakai untuk
berbagai kepentingan legislasi.

b. Hak Inisiatif { Hak mengajukan Peraturan Daerah )

DPRD atas inigiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan Peraturan
Dagrah. Dalam praktik, hak inisiatif DPRD kurang produktif, dengan
alasan banyak hambatan atas pelaksanaan hak inisiatif DPRD antara lain.

keahlian, pengalaman dan ketrampilan anggota penggagas Perda.

2 Bagir Manan, op cit., hal. 77-86,
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¢. Hak Amandemen ( mengazfakan pérubahan ates Rancangan Peraturan
Dagrah )
Hak perubahan ini pada dasamnya berlaku pada Rancangan Peraturan
Daerah ( Ranperda ) inisiatif Pemerintah Daerah, tetapi tidak menutup
kemungkinan perubahan Ranperda inisiatif DPRD sendiri.
Hal ini jarang dilaksanalcan, karena Ranperda yang sedang dibahas DPRD
selalu dilakukan bersama-sama Pemerintah Daerah. Perubahan yang
dicapai melalui kesepakatan DPRD dengan Pemerintah Daerah. -

d. Persefujuan atas Ranperda |
Dalam ungkapan "persetujuan” imi harus pula diartikan “dapat tidak
menyetujui” atau “menolak Ranperda” atau “menyetujui dengan
perubahan-perubahan”,

2. Unsur Kepala Daerah

Keikutsertaan Kepala Daerah délam pembentukan Perda mencakup kegiatan-

kegiatan :

2 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 69, maka
Kepala Daersh memegang kekuasaan membentuk Perda yang tidak lain

dari hak mengajukan Pelrc.la. Membentuk Perda adatah pekerjaan bersama

antara DP?D bersama dengan Gubernur / Bupati / Walikota { Pasal 18

huruf'd ).
b. Bersama DPRD membahas Ranperda.
Tugas ini dapat dilaksanakan sendiri atau menugasi pejabat eksekutif

lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
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¢. Menetapkan Ranperda yang telah disetujui menjadi Perda.
d. Pengundangan.
Pengundangan Perda dalam Lembaran Dasrah merupakan prasyarat agar

Perda mempunyai kekuatan hukum mengikat.

. Unsur Partisipasi

Partisipasi dimeksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan
Pemerintah Dasrah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.
Ada 2 sumber partisipasi, yaitu :

1. Unsur-unsur pemerintahan di luar DPRD dan Pemerintah Daersh, seperti
kepolisian / kej aks.aan, pengadilan, perguruan tinggi,.dan lain-lain,

2. Unsur masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atan yang memiliki
pengalaman maupun LSM dan kelompok-kelompok lainnya

Mengikutsertakan partisipasi dari unsur masyarakat ini sangat penting dan

banyak manfaainya bagi Pemerintah Daerah, karena : ?

1. Menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga
Perda benar-benar memenuhi syarat peraturan pemndang—uﬂdangan yang
baik.

2. Menjamin Perda sesuai dengan Eéhyataan yang hidup dalam masyarakat

{ politik, ¢konomi, sosial, dan lain-lain ).

3. Menimbulkan rasa memiliki { sense of belorging ), rasa bertanggung

jawab atas Perda tersebut.

™ Tbid,




85

Yang diharapkan akan memudahkan penerimaan masyarakat dan memudahkan
pula pelaksanaan dan penegakannya. |

Partisipasi ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan dalam Tim atau kelompok kerja penyusunan Perda.

2. Melakukan public learning atau mengundang dalam rapat-rapat penyusuinian

Perda. |
3. Melakukan uji sahih Lkepada pihak-pihak berkaitan untuk mendapat

tanggapan. |
4. Melakukan lokakarya { workshop ) ataz Ranperda sebelum secaré resmi

dibahas oleh DPRD.
5. Mempublikasikan Ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Penetapan Peraturan Daerah sebagai suatu norma hukum yang mengikat
masyarakat dalam pelaksanaan* pemungutan pajak  hendaknya tetap
mengedspankan aspek keadilan. Akan tetapi selain itu ada hal penting dalam
setiap penetapan hukum, yaitu bagaimana membentuk suatu norma hukum yang
becorak perspektif konsumen. | |

Menurut Edmond Cohen dalam bukunya LMW
kita dianjurkan untuk selalu menggunakan “segi pandangan antropocentris
tentang hukum”, lyaitu suatn segi pandangan tentang hukum dan pemerintahan
dalam mana manusia-manusia hidup yang konkrit berada di tengah-tengahrﬁya,
Manusia-manusia tersebut merupaken konsumen utema dari hukum dan.

pemerintahan.
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Datam Perspektif Konsumen, Pejabat adalah subyek huknm dan hukum ada
untuk manusia, bukan manusia untuk ;nanusia dalam arti abstrak, melainkan
untuk manusia kongkrit sebagaimana mereka ada, dengan kepeniingan-
kepentingahnya yang kongkrit dan dengan kekhawatiran-kekahwatiran serta
keragu-raguan yang kongkrit.”*

Sedangkan Nonet dan Selznick hwuyatakan i
“pukug  responsil adalah  hukum sebagat fasilitas dari respon ferhadap
kebutuhan-kebutuhan sosial dan arspira.éi‘-aspirasi souiul.

Sifat responsif dari hukum ini lebih tampil diartikan agar mglayani kebutuhan dan
kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak hanya oleh pejabat
melainkan oleh rakyat”.
Pola partisipan ini dapat pula sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat. ?,
Selama ini hukum di Indonesia bersifat sentralistik, didominasi oleh
lembaga-lembaga formal seperti eksekutif, bersifat responsif dan dibentuk untuk
mempertahankan stafus guo, lebih mencerminkan kepentingan kel‘ompok yang
memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga tidak mencapai suatu tjuan yang
benar, yaitu keadilan. Pada era reformasi diharapkan konfigurasi politik berubah
ke arah demokrasi, sehingga dihasilkan produk-produk hukum yang lebih
responsif dan tidﬁk terbatas pada pr;)duk perundang-undangannya saja melainkan

sampai pada penegakannya dalam masyarakat,”

™ AAG, Peters dan Koesriani Siswosoebroto, op cit., hal, 144,

® Thid, hal. 162,

% Temi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalamn Mewujudkan tujuan Hukum ( Proses Penegakan
Hukumn dan Persoalan Keadilan ), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jubatan Guru Bewar Madys dalam
Bidang Hukum pada FEI-UNDIP, 2001, hal, 23.
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Apabila dilihat dari proses pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dapat

terjadi pada empat jenjang, yaitu: -~

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama
masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi pada

tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena “putusan politik” yang

diambil menyangkﬁt nasib secara keseluruhan.

Mubyarto menegaskan bahwa keadaan yang paling ideal keikutsertaan
masyarakat untuk membuat potusan politik yang menyangkut nasib ‘mereka
adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakaf, Semaﬁn beéar kemampuan
untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam

pembangunan,”’

. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama. Dalam hal im
Norman T. Uphoff dalam bukunya “Feasibility and Application of Rural
Development  Participation” menyatakan bahwa paxtisii:uasi dalam
pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam

membentuk kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang

berwujud tenaga, uang, barang material atau informasi yang berguna bagi

pelaksanaan pembangunan. &

T Mubyarto, Strategi Pembargunan Pedesaan, P3SK-UGM, Yogyekarta, 1984, hal. 36.
% Yosef Riwu Kaho. op cit., hal 116. ‘ .
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3. Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil.
Setiap anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati
setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, masyarakat Daerah harus pula dapat menikmati hasilnya
secara adil.”
‘4. Partisipasi dalam Evaluasi.
Penyelenggaraan pemerintshan dapat dinilai berhasil apabila dapat
memberikan informasi bagi masyarakat. Untuk mengetahui itu sudah
sepantagnya masyarakat diberi' mkesempatan untuk menilai apa yang telah
dicapai, bahkan masyarakat dapat dijadikan sebagai haﬁm yang aﬁii dan jujur
dalam menilai hasil yang ada ¥ |
Di dalam penyusunan Peraturan Daerah sebagai suatu public policy maka
secara garis besar terdapat bebefhpa teori mengenai model pembuatan keputusan /
kebijakan negara.
Yehezkel Dror menyatakan adanya 7 macam model, yaitu &
a. Pure Rationality Model
Model ini memusatkan perhatiannya pada pengembangan suatu pgla

pembuatan keputusan yang ideal secara universal, dimana keputusan tersebut

harus dibuat setepat-tepainya.

* 1bid, hal. 116.
8 Thig, hal. 117.
& )1 Trfan Islami. op cit., hal, 35.




. Economically Rational Model

%9

-

Model ini sama déngan model pertama, tetapi lebih ditekankan pada
pembuatan keputusan yang paling ekonomis dan paling efisien.

Segmential - Decision Model

Model ini memusatkan perhatianﬁya pada pembuatan eksperimen dalam
rangka membentuk pelbagai macam alternatif sehingga dapat dibuat snatu

kebijakeanaan yang paling efektif

. Incremental Model

Model ini menjelaskan bahwa kebijaksanaan itu dibuat atag dasar “perubahan
yang sedikit” dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ada sebelumnya
Jadi kebijaksanaan lama yang dipukai sebagai dasar / pedoman untuk

membuat kebijaksanaan yang baru.

. Satisfying Model

Pendekatan model ini dipligatkan pada proses pemilihan alternatif
kebijaksanaan pertama yang paling mflzmuaskan dengan ta.np:a bersusuah
payah menilai alternatif-alternatif yang lam.

Extra — Rational Model

Model ini didasarkan atas pioses pembuatan keputusan yang-sangat ragional
untuk menciptakan metode pembuatan kebijaksanaan yang paling optimal.

Optimal Model

Merupakan model yang integratif ( gabungan ) vyang memusatkan

perhatiannya pengidentifikesian nilai-nilai, kegunaan praktis daripada
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kebijaksanaan-kebijaksanaan dan masalah-masalahnya. Semuanya ditujukan
untuk mengatasi masalah-masalah dengan memperhatikan alokasi sumber-
sumber penentuan tujuan Srang hendak dicapai, pemilihan alternatif program,
peramalan hasil-hasil dan pengevaluasian alternatif-alternatif terbaik.
Keputusan dibuat atas dasar pilihan-pilihan alternatif yang dapat diterima.
Sedangkan Nicholas Henry mengelompokkannya menjadi 2 klasifikasi besar,
yaitu ;¥
1. Kebijaksanaan negara dianalisis &ari sudut proses,
Kebijaksanaan negara yang dianalisis dari sisi sudut p;)sisi ini ada 4 model,
yaitu :
a. Model Institugional
Fokus dan pusat perhatian model ini terletak pada struktur organisasi
pemerintah karena kegiatan politik berpusat pada [embgga pemerintahan,
baik legislatif, eksekutif dan yudikatif Oleh karena kebijaksanaan negara
gecara otoritatif dirumuskan pada lembaga pemerintahan tersébut.
b. Model Elit ~ Berknasa

Model ini memandang administrator negara bukan sebagai “abdi rakyat”

{ servant bf the people ) tetapi lebih sebagai “kelompok kecil yang telah

mapan” { the establishment ).

82 34, Irfan Islami, Ibid, hal, 36-76.
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Kelompok elit bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan yang
dipandang sebagai mampu bertindak / lberbuai dalam su;attu lingkungan
yang ditandai dengan sikap m.assa yang apatis, kerancuan informasi,
sehingga massa menjadi pasif Kebijakan negara mengalir dari atas ke
bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Dengan demikian
kebijakan negara adalah merupakan perwujudan keinginan-keinginan

ulama dan nitai-nilai golongan ¢lit yang berkuasa.

. Model Kelompok

Model ini menyatakan bahwa interaksi di antara; kelompok-kelompok
adalah merupakan kenyataan politik Individu-individu yang memiliki
kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informat
ke dalam kelompok kepentingan ( interest group ) yang dapat mengajukan
dan memaksakan kepent_ingan—kepentinganuya kepada Pemerintah.
Menurut model ini kebijak;m negara adalah merupakan perimbangan
( equilibrium ) yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelofnpok. Untuk
menjaga perimbangan tersebut maka tugas / peranan sistem politik adalah
menengahi konflik yang terjadi di antara keloxﬁpok-keiompok tersebut,
dengan cara

- Membuat aturan permainan dalam percaturan antar-kelompok.

- Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan-

kepentingan yang berbeda.
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- Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut ke dalam bentuk
kebijakan negara.

- Memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak.

d. Model Sistem Politik

Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi { inputs,
withinputs, outputs den jeedback ) dan memandang kebijakan negara
sebagai respon suaty sistem politik terhadap kekuatan lingkungan ( sosial
politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya ). |
Konsep “sistem politik” mempunyai arti sejumlah lémbaga—lembaga dan
aktivitas-aktivitas politik dalam masyaréiéii vang berfungsi mengubah
tuntutan-tuntutan ( demands ), dukungan-dukungan ( support ) dan
sumber-sumber { resources ) yang semuanya imi adalah usulan-usulan
( inputs ) menjadi keputusan-keputusan atau kebijaﬁm—kebﬁakan yang
otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat { outputs ). |

Pengaruh lingkungan pada withinputs bisa mewarnai kuantités, kuaiitas
dan kelancaran proses konversi yang pada intinya juga akan berpengaruh
pada outputs. Impelentasi outputs pada masyarakat bis,é. membertkan
dampak po-sitif dan negatif juga banyak dipengaruhi oleh keadaan |
lingkungan., Termasuk pemanfaatan dampak positif dan negatif dari
kebijakan negara tersebut sebagai unipan balik { feedback ) yang akan
dipakai sten tidak sebagai inputs baru dalam proses sistem politik

berikutnya.
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2. Kebijakan negara dianaligis dari sudut hasil atan efek

Ditinjau dari sudut hasil / efek kebijakan negara terdiri dari 3 model, yaitu :

a. Modei‘Rational—(i’omprehenﬂve
Model ini menekankan pembuatan keputusan yang rasional dengan
bermodalkan pada kompreliensivitas informasi dan keahlian pembuat
keputusan. Konsep ini sama dengan konsep efisiensi. Oleh karenanya
kebijakan yang rasional adalah suatu kebijakan yang sangaf efisien dimana
rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankannya adalzh
positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan altematii";altelnatif vang lain.
Perumusan kebijakan negara menurut Moldal Rational-Comprehensive

mengikuti aliran sebagai berikut :

L

Pembuat kebijakan dihadapkan dengan suatu masalah tertentu yang

dapat diisolasikan dari masalah-masalah lain yang dinilai mempunyai

arti yang besar dibandingkan dengan masalah-masalah lain

- Berdasarkan atas masalah-masalah yang sudah ada tersebut kemudian
dipilih dan disusun tujuan-tijuan dan nilai-pilai sesuai dengan wrut-
urutan pentingnya.

- Kemudian pembuat kebijakan menentukan atau menyusun daftar

semua cara-cara atay pendekatan-pendekatan ( alternatif-alternatif )

yang mungkin dapat dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan atau nilai-

nilai tadi.
- Pembuat kebijaksanaan seterusnya meneliti dan menilai konsekuensi-

konsekuensi masing-masing alternatif kebijaksanaan tersebut di atas.
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- Selanjutnya hasil penelitian dan penilaian dari masing-masing

alternatif itu dibandingkan satu sama lain  konsekuensi-

konsekuensinya.

- Akhirnya pembuat kebijakan memilih alternatif yang terbaik, yaitu

yang nilai konsekuensi-konsekuensinya paling cocok ( rasional )

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Model Incremental

Model ini memandang kebijakan negara sebagai suatu kelanjutan
kegiatsm—kegiﬁtm Pemerintah di masa laly dengan ilanya mengubahnya
( modifikasi ) sedikit-sedikit. Karakteristik Model fzcremental adalah :

- Pembuat keputusan tidgk berupuava / berugals mencliti da wnila
worara  komprehensil semus  allernaiil, melainkan  memusatkan
perhatiannya hanya pada kebijakan yang berbeda secara. incremental
{ berbeda sedilit ) dengan kebijakan yang telah ada ( terdahulu ).

- Hanya sejumlah kecil ajternatif kebijakan yang dipertimbangkan.

- Setiap alternatif kebijakan, hanya sejomlah konsekuensi-konsekuensi
akibat-akibat kebijakan penting yang terbatas saja yang dinilai.

- Setiap masalah yang menantang pembuat keputusan secara terus-
menerus diredefinisikan.

- Tidak akan ada keputusan atau pemecahan masalah yang dianggap
benar tetapi merupakan serangkeian “serangan” yang tidak pernah
ada hentinya terhadap masalah yang ada melalui serangkaian anaiisis-

dan penilaian.
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- Schubungan dengan itu, maka pembuatan keputusan incremental
digambarkan bersifat mengobati { remedial ), diarahkan pada
pemecahan masalah-masalah sosial yang kongkrit yang ada sekarang
dan bukannya untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan sosial di
masa yang akan datang, |

¢. Model Mixed-Scanning

Model ini memanfatkan duaz macam pendekatan sebelumnya (model

Rational Comprehensive dan Incremental ) secara fleksibel, yaitu sangat

tergantung paﬂa masalah dan situaginya, dengan meﬁgambil UnSUr-unsur

kebalkan yang ada pada dua model tersebut. 'Pendekatan rational
comprehensive diterapkan bila “ high overage scanning “ ( penjelajahan
dan pengamatan yang luas ) diperlukan dan bila “ trumcated scanring

{ pendekatan yang mendetail } diperlukan. maka digunakan model

incrementdl.

Dari berbagai model pendekatan dalam pembuatan keputusan tersebut
mempunyai kelemahan dan kebaikan sendiri-sendisi, akan tetapi keputusan untuk
menggunakan salah satu model harus berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu
yang ia anggap paling baik untuk melakukan pemiliban alternatif alternatif di
antara alternatif-alternatif yang bersaing. Dan di antara kaitan-kaitan tersebut
yang paling dominan adalah pengaruh decision maker”s values { nilai-pilai

pembuat keputusan sendiri ) dan environmental influence (pengaruh lingkungan).




BAB I

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PELAKSANAAN

OTONCMI DAERAH.

Tahun 2001 merupakail tahun yang mempunyai arti penting dan .strateg'is bagi bangsa
Indonesia, khususnya bagl penyelenggaraan Pemerintahan di Daergh, tidak terkecuali
Pemerintzh Kabupaten Kuciiis, karena pada tahtin tersebut kebijakan tentang Otonomi
Daerah mulai dilaksanakan secara efektif, tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2001.
Pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut ditetapkannya 2 ( dua )
peraturan perundang-undangan di bidang Otonomi Daerah, yaitu Uﬁdang—undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
. tentang Perimbangan Keuvangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan pemberian kewenangan Otonomi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata
dan bertanggung jawab. Hal tersebut mengandung pengértian bahwa dalam keranéka
Negara Kesatuan Ropublik Indonesia, kepada Daerah diberikan keleluasaan untuk

menyelenggarakan kewenangan yang secara nyata ada dan diperlukan serta dapat

tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah, termasuk segala konsekuensi kewejiban- -

kewajiban yang ada di dalamnya, dengan tujuan akhir peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat, pengembgngan kehidupan berdemokrasi, keadilan,
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pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi aniara Pusat dan Daerah serta

antar-Dasrah.

Dalam rangka kesiapan Kabupaten Kudus melaksanakan Otonomi Daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab maka Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Tim

Persiapan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat I Kudus tanggal 16 Oktober 1999 Nomor 061/991

dimana dalam Keputusan tersebut ditegaskan bahwa tugas Tim tersebut adalah :

1.

Menyusun terapan program kerja dan skala prioritasnya dalam ranghka persiapan,
perencanaan, dan peial:csanaan Uundang-Undang Nomor 22 Tahﬁn 1999.
Mengadakan inventarisasi kelembagasn dan kepegawaian, produk hukum, anggaran,
sarana dan prasarana yang ada dalam rangka kesiapan dan persiapan melaksanakan
seluruh wusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999.

Membuat pengkajian dan perencanaan kemampuan keuangan, pendapatan dan
sumber daya manusia di Daerah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1995.

Mendorong dan memfusilitasi Dines / lembaga / kantor yang ada untuk-
melaksanakan tugas pokok / ﬁmgsixlya sesuai dengan visi, misi, dan progresi
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mensosialisasikan, menyusun dan merencanakan produk hukum Daerah,, membuat
kajian serta mempersiapkan pembentukan Perangkat-Daerah Otonbm gesuai dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengadakan rapat rutin / berkala dan mengadakan konsultasi dan kegiatan lain

dengan instansi / lembaga yang berkompeten.
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7. Melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan olch Bupati.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Kudus mencakup 7 kebijakan dasar, yaitu :
a. Pembagian kewenangan N
Dalam Undang-undang “Nomor “ 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
kewenangan ini diatur dalam Bab IV tentang Kewenangan Dacrah, yang pokok-
pokoknya adalah sebagai berikut :
a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup :

1) Kewenangan datam bidang politik Iuar negeri, pertahanan keamanan,
pendidikan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

2) Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional
dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan
keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perckonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang sivategis, konservasi dan
standarigasi nasional.

b. Kewenangan Propinsi

1) Kewenangan Propihsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan
dalam bidang. Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, seperti
kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan
perksbunan serta kewenangan di bidang Pemerintahan terfentu lainnya.

2} Kewenangan datam bidang Pﬂemerinta‘ahan tertentu lainnysa adalsh

- Perencanasn dan pengendalian pembangunan regional secara makro.




. Kewenangan Kabupaten

29

- Pelatihan bidaﬁg tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial dsn

penetitian yang ‘mencakup witayah Propinsi.

- Pengelolaan pe

abuhan regional,

- Pengendalian lingkungan hidup.

-~ Promosi dagang dan budaya / pariwisata.
|

- Penanganan peﬂyakit menular dan hama tanaman, .

- Perencanaan tata ruang Propinsi.

3} Kewenangan Propin}si termasuk jugs kewenangan yang tidﬁ!c ada atan belum

dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daersh Kota.

/Kota

Kewenangan Kabupaten / Kota mencakup semua kewenangan Pemerintahan

selain kewenangan Pusat dan Propinsi sebagaimana telah disebutkan di muka.

Adapun bidang Pemerinjtahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /
-

Kota meliputi urusan-urtisan ;

- Pekerjaan Umum.

-  Keschatan.

- Pendidikan dan Kebudayaan

- Pertanian.

- Perhubung_an.

|
- Industri dan Perdaga‘n,gml.

- Penanaman Modal.

- Lingkungan Hidup.
- Pertanahan

- Koperasi.
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- Tenaga Kerja

Berdasarkan atas kewenangan-kewenangan yang melekat pada Pemerintah

Eabupaten tersebut, Pemerintah Kabupate.u Kudus gesuai dengan persetujuan

DPRD Kabupaten Kudus yang dituangkan dalam Keputuéan DPRD Kabupaten

Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/13/2001 tentang Pertimbangan atas

Rancangan Keputusan Bupati Kudns tentang Kewenangan Daerah Kabupaten

Kudus untuk ditetapkan menjadi Keputusan telah menetapkan bidang-bidang dan

rincian-rincian kewenangan vang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kudus  dalam Ke‘pmusan Bupati Fndus tangest 17 Marel  LHGL - vevibin

N IRTOANT Ly Eewenangan Daerah Kabupaten Kizdus.

Adapun identifikasi kewenangan yang menjadi wusan Pemeriutub Kabupaten

Fudus adalaly sebagai berikut :

1. Kewenangan Bidang Peitarﬁé.rl, terdiri dari 74 rincian kewenangan.

2. Kewenangan Bidang Perindusirian dal‘l Perdagangan, terdiri d=’3ri 19 rincian
kewenangarn. |

3. Kewenangan Bidang Koperasi, terdiri dari 8 rincian kewenangan.

4. Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari 9 rincian kewenangan.

5. Kewenangan Bidang Keschatan, terdiri dari 6 rincian kewenangan,

6. Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari 25 rincian
kewenangan.

7. Kewenangan Bidang Pertanahan, terdiri dari 30 rincian kewenangan

8. Keﬁellmlgm Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari 34 rincian kewenangan.

9. Kewenangan Bidang Penanaman Modal, terdiri dari 6 rincian kewenangan.

10. Kewenangan Bidang Perhubungan, terdiri dari 34 rincian kewenangan.
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11. Kewenangan Bidang Pariwisata, terdiri dari 16 rincian kewenangan.
12. Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari 14 rincian kewenangan,
13. Kewenangan Bidang Sosial, terdiri dari 14 rincian kewenangan.

14. Kewenangan Bidang Permukiman, terdiri dari 9 rincian kewenangan.

15. Kewenangan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, terdiri

dari 12 rincian kewenangan.

16. Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Dacrah, tgrdiri dari 16 rincian
kewenangan.

17. Kewenangan Bidang Perimbangan Keuangan, terdiri dari 8 rincian
kewenangan,

18. Kewenangen Bidang Kependudukan, terdiri dari 11 rincian kewenangan.
19. Kewenangan Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari 8 rincian
kewenangan. :
20. Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari 5 rincian
kewenangan,

21. Kewenangan Bidang Tata Ruang, terdiri dari 4 rincian kewenangan.

22. Kewenangan Bidang Penerangan, terdiri dari 9 rincian kewenangan.

23. Kewenangan Bidang Pertambangan dan energi, terdiri dari 4 rincian
kewenangan.

24. Kewenangan vang berlaku di berbagai bidang, terdiri dari 14 rincian
kewenangan. |

Apabila dilihat dari cakupan yang begitu luas mengenai kewenangan Daerah

Kabupaten, maka hal ini menyiratkan kewenangan Otonomi luas yang mencakup

keleluasaan Daerah unfuk menyelenggarakan kewenangan hampir di semua

mritpe
'y

(U7 7-PUSTAL-URDID
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bidang Pemerintahan. Di sampin mencakup pula kewenéngén utuh dan bulai
dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan / pelaksanaan, pengawasan
dan evaluasi. Penetapan kewenangan tersebut juga merupakan wujud |

pelaksanaan otonomi yang bukan hanyzi sekedar kewajiban, fetapi juga

merupakan hak bagi Pemerintah Kabupaten / Kota.

Penyerahan kewenangan kepada Kabupaten / Kota ini sanéatlah menunjang
bagi pelaksanaan Otonomi Daerah, dan hal tersebut sejalan dengan apa yang
disampaikan oleh Ramlan Surbakii mengenai pola pemikiran penyerahan

kewenangan, sebagai berikut :*

a Makin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan warga ;
masyarakat yang dilayani semakin tepat sasaran, merata, berkunalitas dan | =
terjangkanlah pelayanan publik tersebut.

b. Penysrahan kewenangan akan membuka peluang dan kesempafan bagi
aktor-aktor politik lokal dan sumber daya manusia (‘ SDM ) yang
berkualitas di Daerash untuk mengajukan prakarsa, berkreativitas dan
melakukan inovasi karena Lkewenangan merencanakan, membahag,
memutugkan, melaksanaken, mengevaluasi dan akuntabilitas mengenai

kewenangan itu berada pada aktor politik lokal dan SDM lokal yang

berkualitas.
¢. Pelaksanaan kewenangan sangat tergantung kepada tersedianya SDM yang

berkualitas dalam bidang-bidang yang diserahkan, oleh Karenanya ini dapat’

8 R amlan Surbakti, Otonomi Daerah Seluas-luasnya dan Kesejahteraan Sosial, B igraf
Publishing, Yogyakarta, 2001, hal. 152-154,
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menjadi daya tarik agar qistribugi SDM yang tidak merata yang kebanyakan
berada di Toukota dapat bermigrasi ke Daerah Otonom Kabupaten / Kota
d. Pihak yang memikirkan, menaruvh perhatian, mempersiapkan dan
menyiapkan kesempatan kerja tak hanya Pemerintah Pusaf dan Daerah saja
tetapi juga kalangan swasta pusat dan lokal. |
Masalah pembagian keﬁenangm ini kiranya perle dicermafi secara
mendalam sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih penyelenggaraan
Hurusan / kewenangan. |
Di samping itu; kejelasan pembagian kewenangan tersébut juga bermanfaat
dalam rangka penegasan peralihan status instansi vertikal sebagai Dinas atan
- Perangkat Daerah Kabupaten.
b. Penyesuaian Kelembagaan

Dalam rangka penataan kelembagasn, maka dengan berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dasrah,

Pemerintah Kabupaten Kudus pada tunggat 2 Desember 2000 telah menetapkan

beberapa Peraturan Daerah { Perda ) yang berkaitan dengan kelembagaan, yaitu :

1) Perda Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunen Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari :

a) Asisten Tata Praja, yang meli;)uti :
- Bagian Pemerintahan ( terdiri dari 2 sﬁbbagian )
- Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana ( terdiri dari 2 subbagian) -

- Bagian Humas dan Protoko! ( terdiri dari 2 subbagian )
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b) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang meliputi :

- Bagian Perekonomian ( terdiri dari 2 subbagian )

- Bagian Pembangunan { terdiri dari 2 subbagian }

- VBagi an }?esej ahteraan Masyarakat ( terdiri dari 2 subbagian )
¢) Asisten Ad:ﬁ}niléﬁ'asi, yang meliputi :

- Bagian Kepegawaian { terdiri dari 2 subbagian )

- Bagian Keuangan ( terdiri dari 2 subbagian )

- Bagian Umum ( terdiri dari 2 subbagian )

Sedangkan Sekreta-riat DPRD, meliputi :

a) Bagian Umum ( terdiri dari 2 subbagian }

b) Bagian Rapat dan Perundang-undangan ( terdiri dari 2 subbagian )
Perda Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus.

Lembaga Teknis Dasrah terdiri dari 2 Badan dan 9 Kantor.
Lembaga Teknis yang berbentuk Badan, terdiri dari :

a) Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

b) Badan Pengawasan Funggional Daerah.

Sedangkan Lembaga Teknis yang berbenfuk Kantor, terdiri dari :
a) Kantor Pertanahan, |

b} Kantor Tenaga Kerja danh'i‘ransmigrasi.

¢) Kantor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

d) Kantor Pengendalian Linglungan Hidup.

e) Kantor Perhubungan dan Pariwisaia.

f) Kantor Catatan Sipil dan Kependuduken.




3

4)

105

g) Kantor Pengelolann Data dan Afsip Daerah.

h) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
i) Kantor Polisi Pamong Praja.

Perda Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari -

a) Dinas Pekergaan Unsim,

DY Dnnies Toy s

o b Feschatan,

d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

e} Dinas Pendapatan Daerah.

Perda Habupaten Fudus Nomor 22 tahun 2000 tentang Organizasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari

- Camat.

- Sekretaris Kecamatan.

- Seksi Pemerintahan.

- Seksi Polisi Pamong Praja.

- Seksi Kesatuan Bangsa {}an Perlindungan Magyarakat.
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

- Seksi Kegejahteraan Masyarakat:

Sedangkan Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari

- Lurah

- Sekretaris Kelurahan.
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- Seksi Pemerintahan.

. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

- Seksi Kesejahteraan Magsyarakat.

Apabila dilihat dari besaran struktur organisasi perangkat Daerah tersebut, maka

prinsip penataan kelembagaan yang “miskin struktur tetapi kaya mngsi” betul-betul

dilaksanakan dan ini terlihat jelas dengan rampingnya struktur organisasi perangkat

Daerah. Adapun prinsip-prinsip yang dianut Pemerintah Kabupaten Kudus dalam

penataan perangkat Daerah adalah :

Prinsip miskin struktur tetapi kaya fangsi.

Kejelasan tnjuan ofganisasi dan visi yang akan di@ju&m.

Pembagian dan perumusan tugas yang jelas.

Mempertegas fungsi lini dan staf.

Penyusunan pola organisasi sesuai dengan kebutulian nyafa.

Pengembangan jabatan fingsional.

e laann boban dan wgas-lugas satan organisasi yang mewadahi fingsi yéng
whan berkembang.

Memperjelas tata laksana dan mekanisme kerja.

Dalam kondisi selarang ini dimana sumber-sumber untuk membiayai operasional

organisasi semakin terbatas, maka organisasi diharapkan dapat menyuson suafy

organisasi yang sehat dan efisien.

Struktur organisasi yang dikatakan sehat dan efisien apabila :

Masing-masing unit yang ada di dalamnya menjalankan fingsi dengan baik,

tidak terdapat benturan antar-unit dalam struktur tersebut.

"
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- Organisasi yang bersangkutan da.lﬁm menjalankan fingsinya dapat dicapai
perbandingan terbaik antara sumber-sumber ( /npur } yang digunakan dengan
input yang dihasilkan.

- Jenjang organisasi tidak lebih dari lima tingkat.

-  Terpemuhinya prinsip rentang kendali, dimana seorang pimpinan dengan
kapasitas kepemimpinan yang cakap agar dapat mengendalikan bawahan dengan
sebaik-baiknya

¢. Penataan Aparatar / Personil. | _

Dalam rangka penataan sparator make langkah-langksh yang teleh ditempuls dalam

pelaksanaan Otonomi Daerah adalah :

1) Melaksanakan pendataan aparatur, baik aparator dari Pemerintzh Kabupaten sendiri
maupun aparatur yang berasal dari Dinas / Instansi Vertikal yang terlikmidasi
menjadi pegawai / Aparatwr Daersh yang diklasifikasikan dalam jenjang
pendidikan, status kepegawaian, tingkatan esglon dan golongan.

Dari hasil penelitian dapat dihasilkan beberapa data sebagai berikut :

TABEL 1

DATA PEGAWAINEGERI SIPH. MENURUT GOLONGAN

GOLONGAN SEBELUM OTCNOMI SETELAH OTONOMI
| DAERAH DAERAH
Golongan I 197 - 343
Golongan I 1.147 2.048
Golongan I 762 ' 5.231
Golongan IV 42 483
JUMLAH 2.148 8.105

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kab. Kudus.




TABEL 2

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT ESELON

ESELON SEBELUM OTONOMI SETELAH OTONOMI
DAERAH ' DAERAH
Eselon V.b 238 -
Eselon V.a 324 -
EselonIV.b 73 43
~ EsclonIV.a 96 211
Eselon IIL.b 18 14
EselonIlL.a 13 52
EselonIlb 2 12
EgelonIla - i
JUMLAH 764 333

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kab. Kudus.

TABEL 3

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PENDIDIKAN

TINGKAT PENDIDIKAN SEBELUM OTONOMI SETELAH OTONOMI
DAERAH ' DAERAH
SD 290 556
SLTP 206 422
SLTA 1.093 3.585
SARMUD/ D3 166 1.257
5-1 400 1.341
3-2 . - 34
JUMLAH 2.155 7.195

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kab. Kndus.
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Lzin Belajar 1999 — 2002

S-1 : 333 orang
S-2 ¢ 45 orang

TABEL 4
JUMLAH PEGAWAI HARIAN LEPAS
NO, KONDISI JUMLAH KETERANGAN
1. Sebelum Penelitian 2.0§1 ~ Berkurang 308
2. Setelah Penelitian 1.783

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kab. Kudus.

Melihat dari data tersebut maka menjadi pemikiran tersendiri bagi Pemerintah
Kabupaten Kudus untuk mengambil langkah yang strategis dalam melaksanakan
penataan personil utamanya penataan jabatan struktural daﬁ non-stroktural,
Beberapa langkah telzh dilaksanakan dalam penataan jabatan strukiural, yaitu
dengan pelantikan pejabat-pejabat siruk.mral untuk menduduki pos-pos struktural
sesuai dengan struktur organisasi Perangkat Daerah yang baru. Sedangkan penataan
pegawai non-struktural juga telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa mutasi
pegawai pacda unit-unit kerja organisasi baru hasil penataan sesuai Otonomi
Daerah, termasuk di dalamnya pegawai-pegawai yang semula berada di bawah
Kantor / Dinas / Instansi Vertikat,

Penempatannya personil sesuai dengan keahliannys, demgan tetap memberikan

kesempatan untuk peningkatan kualitas keilmuan ( tugas belajar untuk jenjang sirata

$-1 dan S-2 ) sehingga diharapkan mnghadepi dinamika Otonomi Daerah dan
globalisasi Pemerintah I%Labupaten mempunyai SDM Aparatur yang berkualitas,

profesional, produktif, dan beretika lubur.




110

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 1999-2002 maka Pegawai Negeri
Sipil (PNS ) yang telah mendapatkan ijin belajar adalah sebagai berikut :
- Jenjang S-1 : 333 PNS
- Jenjang S-2 : 45 PNS
. Dari jumlah tersebut yang telah meﬁyelesaikan studinya acdalah ;
- - Jenjang S-1 : 24 PNS
Jenjang S-2 o 9PNS
Jumlah ini merupakan modal tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kudué dalain
vangka penguatan tugas-togas Otonomi Daerah y;ang makin membutuhkan
keprofesionalismean pelaksanaan tugas

3) Perubshan orientasi jabatan dari jabatan struldural ke arah jabaten fangsional,

Hal ini perlu segera untuk direalisasikan mengingét jumalah jabatan struktural yang
sangat terbatas dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah, di
samping hilangnya jabatan strukinral Eselon Va dan Vb.

4) Pelaksanaan analisis jabatan yang mendalam dan komprehensif, seﬁingga sym#—
syarat untuk jabatan terfentu dapat diberikan tolak ukurnya untuk mendapatkan
pejabat sesuai dengan jabatan yeng dibutuhkan.

. Pembiayaan / Keuangan Daerah.

Kebijakan dalam bidang pembiayaan / kevangan Daerah, dilakukan dengan la.ngkahQ

langkah : |

1) Inventarisasi potensi dan kemampuan keuangan Daeraﬁ berdasarkan undang-undang
yang baru, baik itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimban.gan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34
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Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor lé Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

2) Penyempurnaan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerzh serta upaya infensifikasi
dan ekstensifikasi Pungutan Daerah, |

3) Optimalisasi BUMD.

4) Pengaturan perimbangan kevangan secara proporsional.

. Perzlatan/ Prasarana dan Sarana.

Dalam bidang peralatan / prasarana dan sarans maka langkah / kebijakan yang

dilaksanakan adalah |

1} Pelaksanaan inventarisasi asset Daerah, utamanya asset instansi vertikal yang
diserahkan kepada Pemerintah ¥abupaten Kundus,

2) Penataan pengelolaan asset-asset Pemerintah Kabupﬁten, utamanya yang berkaitan
dengan penataan kelembagaan, |

3) Pengaturan manual administrasi barang Daerah, sehubungan dengan terjadinya
perubahan status hukum asset milik instansi vertikal.

Penyesuaian Pranata Hukum.

Dalam bidang pranata hukum maka telah dilakukan beberapa kebijakan :

1) Pengkajian dan evaluasi terhadap berbagai produk bukum, baik Perda maupun
Keputugan Bupati untuk diadakan penyempwnaan sebagai langkah ambisipasi
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Penyusunan dan penetapan produk hukum sebagai langkah tindak lanjut Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 te;ltmlg Pemerintahan Daerah. -

Di dalam penyesuaian pranata hukum tersebut terdapat.hal yang hendaknya diperhatikan

oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu asas-asas penetapan Perda dan Keputusan yang
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diatur dalam Pasal 70 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu bahwa Peraturan
Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan
peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi, |
Pelibatan Partisipasi Masyarakat,

Hal ini sesuai dengan maksud penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu
peningkatan pemberdayaan masyarakat, menumbubkan prakarsa dan kreativitas,
meningkatkan peran serta masyarakat dan sekéligus mengembangkan peran dan fungsi
DPRD. |

Dalam rangka pelibatan pe;ﬁisipasi masyarakat ini diperfukan upaya pendukung, vaitu :

- Perkuatan akses dan kemampuan masyarakat.

- Mendorong semakin menguatmya sistem ‘kontrol masyarakat, diikuti adanya

perangkat hukum yang memadai serta iklim yang kondusif.

STRATEGI PEMANTAPAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang 'iims, nyata, dan
bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan

keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang

dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada Daerah, |

tentunya tuntutan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat menjadi semalrin boaor

pula. Oleh karena itu. Pemerintah Fabupuion haus g menggali  sufalwr
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keumngannysa scudirl, sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang
memadai.

Sejalan  dengan tuniutan Daerah akan kebutuhen sumber pembiayzan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, maka telah diakomodasi
melalui penetapan Undang-undang Nomor 23 -Tahml 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Da;arah, yang sudah secara tegas rxxeng;;:ljr
méngenai alokasi sumber keuangan yang menjadi imbangan bagian Daerah.

Seéuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal
3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sumber pendapatan Daeréh terdiri atas :

1. Pandapaim Asli Daerah, yaitu :

a) Hasil Pajak Daerah,

b) Hasil Retribusi Daerah;

¢) Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan;

d) Lain-lain pendapatan Asli Daersh yang sah.

%]

Dana Perimbangan.

3. Pinjaman Daerah; dan .

4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Dana Perimbangan terdiri atas :

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolchan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dan Penerimann dari Sumber Daya Alam;

2. Dana Alokasi num; Hml

Dana Alokast Khusus.

[




Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dm£ Bangunan dibagi dengan imbangan :
- 10 % untuk Pemerintah Pusaf.
- 16,2 % uniuk Pemerintah Propinsi.
- 64,8 % untuk Pemerintah Kabupaten / Kota.
Biaya pungutan 9 % tidak termas;k pendapatan.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) dibagi dengan komposisi
peﬁbagian :
- | 20 % untuk Pemerintah Pusat.
- 16 % untuk Pemerintah Propinsi,
- 64 % untuk Pemerintah Kabupaten / Kota.
Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan
wmum dan sektor perikanan, dibagi dengan ix;lbangan :
- 20 % untuk Pemerintah Pusat.
- 80 % untuk Pemerintah Daerah.
Dana Bagian Dagrah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam tersebut,
dialokasikan sebagai berikut :
1. Sektor Kehutanan, dibagi dengan perincian :
a 80 % dari penerimaan juran Hak Pengusahaan Hutan, dibagi dengan perincian :
- Bagian Propinsi sebesar 16 %. -
- Bagian Kabupaten / Kota penghasil sebesar 64 Y.
b. 80 % dari penerimaan Provisi sumber daya Eutan diﬁagi dengan perincian
- Bagian Propinsi sebesar 16 %.

. Bagian Kabupaten / Kota Ifen,ghasii sebesar 32 %.
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- Bagian Kabupaten / Kota iajnnya dalam Propinéi yang bersangkutan
sebesar 32 %.
Sektor Pertambangan Umum, dibagi sebagai berikut :
a. 80 % dari penerimaan iuran tetap ( Jand-rent ) dibagi dengan perincian :
- Bagian Propingi sebesar 16 %.

- Bagian Kabupaten / Kota Penghasil sebesar 64 %.

b. 80 % dari Turan Eksplorasi dan Eksploitasi (royaity) dibagi dengan perincian :

Bagian Propinsi sebesar 16 %.

Bagian Kabupaten / Kota Penghasil sebesar 32 %.

Bagian Kabupaten / Kota lainnya dalam Propinsi sebesar 32 %.
Sektor Perikanan. 71
80 % dari pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan dibagikan
secara merata kepada seluruh Kabupaten / Kota.
Sektor Pertambangan dan Gas Alam.
Sektor Pertambangan dan Gas alam dibagi sebagai berikut :
a  Penerimaan negara dari pertambangan minyak immi yang berasal dari wilayah
Daerah setelah dikurangi dengan komponen pajak, dibagi dengan imbangan 80
% untuk Pemerintah Pugat dan 15 % unfuk Dacrah. |
15 % Bagian Daerah dibagi dengan perincian :
- Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 3 %.
- Bagian Kabupaten / Kota Penghasil sebesar 6 %.
- Bagian Kabupaten / Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan-

sebesar 6 %.
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b.  Penerimaan negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah

daerah setelah dikurangi dengan komponen pajak, dibagi dengan imbangan 70

% untuk Pemerintah Pugat dan 30 % untuk Daerah,

30 % bagian Daerah tersebut dibagi dengan perincian :

-  Bapian Propinsi yang bersangkutan sebegar 6 %.

- Bagian Kabupaten / Kota Penghasil sebesar 12 %.

-  Bagian Kabupaten / Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan

sebesar 12 %.

Untuk Dana Alokesi Unum ditetapkan sekurang-kurengnya 25 % dari
penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk
Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan masing-masing 10 % dan

90 %.

Imbangan pembagian DAU ditentukan sesuai dengan proporsi bobot masing-

masing Propinsi dan Kabupaten / Kota, éedangkan penetapan bobot Daerah
didasarkan pada kebutuhan wilaysh Otonomi Daerah den potensi ekonomi Daerah.

Kebutuhan wilayah Otonomi Daersh paling sedikit dapat dicerminkan dari
variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi dan tingkat pendapatan
masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarékat migkin.

Sedangkan potensi ekonomi Daerah antara lain dapat dicerminkan dengan

potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan Produk Domestik

Regional Bruto.




Penctapan DAU bagi Daerah Propinsi didasarkan atas rumus

Bobot Daerah
- Propinsi yang |
bersangkutan
Jumlah Dana

Alokasi Unum
untuk Daerah X

Propinsi - Jumlah bobot
dari seluruh

Dagrah

Propinsi

Sedangkan penetapan DAU bagi Daerah Kabupaten / Kota didasarkan rumus

Bobot Daerah
Kab. /Kota :
yang
bersangkutan

Jumlah Dang
Alokasi Umum
untuk Daerah X :
Kab. / Kota Jumiah bobot
dari seluruh
Daerah Kab.
/ Kota.

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk
membiayai kebutuhan khusus. Dana Alokasi Khusus tersebut termasuk vang berasal
dari dana reboisasi, yang dibagi dengan perimbangan :

- 40 % dibagikan kepada Daerati Pgnghasil sebagai Dana Alokasi Khusus dan
digunakan untuk pembiayaan kegiatan reboiéasi dan penghijauan oiéla Daerah
Penghasil.

- 60 % untuk Pemerintgh Pusat -dan digunakan “untuk ‘ pembiayaan kegiatan

reboigasi secara nasional.
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Dana perimbangan bagi Daerah amat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah,
karena besarnya prosentase PAD terhadap APBD amatiah kecil sekali. Ini terlihat

dari kontribusi realisasi PAD tefhadap APBD Kabupaten Kudus sebagai berikut :

TABEL 5

KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD KABUPATEN KUDUS

TAHUN | REALISASIPAD | REALISASI AFBD | DAYA DUKUNG
ANGGARAN (Rp.) Rp.) PAD THD. APBD
(%)
1998/1999 | 10.788.692.168,00 | 60.795.659.241,00 17,745
1999/2000 | 11.897.880.944,00 | 80.471.378.389,00 14,785
2001 22.126.357.746,00 | 228.015.086.521,00 9,704

Sumber : Dipenda Kab, Kudus.

Dari data ini terlihat ba]m:a'daya dukung PAD terhadap APBD amatlah
kectl sekali, sehingga Lésamya dana perimbangan dari Pemeintzh Pusat amat
menentukan sekali bagi berjalannya kegiatan pemerintahan Otonomi Daerah. Hal ini
menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten / Kota, utamanya
ketergantungan pembiayaan terhadap Pemeintah Pusat magih tinggi.

Besaran dana perimbangan sebagai penentu roda Otonomi Daerah yang
setiap tahun ditetapkan dalam APBN sken memaksa beberapa Daerah untuk
“berjuang’ mendapaﬂcan angka yang benar-benar sesuai’ dengan penerimaan negara
dari Daerah yang bersangkutan agar mampu mencukupi a}iokaéi anggaran bagi
Daerah yang be;rsangkutan.

Dari data tersebut nampak sekali bahwa PAD tidaklah dépat dijadikan tolok
ukur kemantapan keuangan Daerah dan potensi sumber dari dana perimbangan amat

dibutuhkan sekali. Hal ini sesuai dengan kesimpulan y:ang diutarakan oleh Bagir
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Manan atas ketentuan-ketentuan dalmﬁ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

sebagai berikut

1. Subsidi tetap menjadi sumber utama keuangan Daerah ( melalui dana
perimbangan ).

Sumber PAD tidak menjamin keleluasasn dan kemandirian Daerah.

!\J

Meskipﬁn PAD kontribusinya kecil terhadap besaran angka pada penetapan
| APBN, tetapi tidakiah lalu dapat dikesampingken. Pendapatan Asli Daerah tetap
‘meinpunyai peran dominan dalam menunjang kemandirian Dasrah sebagai
pelsksanaan Otonomi Daerah. Oleh karenanya perlu ditempuh langkeh-langkah
Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam rangka pemantapan Pendapatan
Daerah.
Kebijakan dan langkah yang ditempuk Pemerintah Kabupaten‘ Kudus dafam
strategi pemantapan pendapatan Daerah adalsh :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daeraﬁ.
Langkah-langkah yang ditempuh adalah :
a. Pemutakhiran Data.
Diharapkan dengan data yang akurat dapat dihasilkan penerimaag yang
sesuai dengan potensi yang sebenamnya Data yang akurat juga dapat
menjamin adanya keadilan dan transf:aransi bagi wajib pajak dan retribusi,
dengan demikian keberatan wajib pajak karena tidak tepatnya data dapat
dihindari. |
b. Penyesuaian besaran tarif

t

B pagir Manan. opeit, hal 147,
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Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah yang

besaran tarifiya dipandang sudsh tidak sesuai lagi dengan situasi dan .

kondisi saat ini perlu untuk diperbarui. Di 'sampiﬂg it dalam penyesnaian
Perda tersebut juga diharapkan dapat menambah atau memperluas cakupan
obyek pajak dan retribusi.dan ruang lingkupaya.

Penyempmnhan sistem dan prosedur pemungutan.

Dengan sistem dan prosedur pemungutan yang sederhana, sistematis, mudah,
gimpel dan am.an akan dapat meningkatkan pelayénm; kepada masyarakat
dan menunjang upaya intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
Sistem dan proéedur pemungutan yang baik juga akan dapat meneckan
terjadinya kebocoran yang selama ini disinyalir masih terjadi.

Pedoman yang digunzkan dalam penyempumaan sistem dan prosedur
pemungntan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daersh, Refribusi
Daersh dan Penerimaan Pend_apatan lain-lain.

Peningkatan profesionalisme petugas.

Peningkatan profesionalisme petuéas pemungut :pqiak dan retribusi ini
dilaksanakan melalui berbagai Pendidikan dan Latihan ( Diklat }, pelatihan-
pelatihian, kursus—kufsus, manimn pembinaan internal.

Diharapkan dengan peningkatan profesionalisme petugas tidak mudah

dikelabui olsh wajib pajak, sehingga terjadinya penghindaran dan’

penggelapan pajak dapat diperkecil. Di samping itu juga dapat
mengantisipasi dan melikat peluang-peluang yang mungkin masih dapat

digali menjadi sumber pendapatan Dacrah. Pembayaran Pajak dan Refribusi
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Daerah memang dengan mudah dapat dihindari dengan tidek melakukan
perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan

meniadakan atau tidak melakukan hat-hal yang dapat dikenakan pajak.®

Menurut R. Santoso Brotodihardjo, usaha da;z perbuatan yang secara
langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindarkan pajak
disebut “perlawanan aktif terhadap pajak”. Dan ini dapat dibedakan dengan
cara-cara :* .

1) Penghindaran diri dari pajak.

Yaitu dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan unink

dikenakan pajak, yaitn dengan meniadakan atan tidak melakukan hl-hal

yang dapat dikenakdn pajak. Penghindgran ini biasanya penggunaan
kekosongan dan dalam ketidakpastian dari undang-undang yang

dimaksud. .

2) Meungelakkan pajak.

Mengelakkan pajak merupakan pelanggaran undang-undang / Peraturan

Daerah, dengan maksud untuk melepaskan diri dari pajak atan

mengurangi  dasarnya.  Perbuatan  ini | dilaksanakan  dengan

menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dengan mengajukan
.pernyataan tidak ssbenarnya, data-data yang tidak benar ( keferangan /

dokumen palsu ).

B R, Santoso Brotodihardjo. op cit., hal. 14-22,
®1bid, hal 14-22.
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Menurut Penulis, upaya p;engelakan pajak dan retribusi ini mempunyai
dampak yang cukup besar, baik dalam bidang keuangan, ekonomi dan
psikologis, yaitu :

a) Dampak dalam bidang keuangan.

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daersh akan menyebabkan

kerugian keuangan Daerah serta dapat menyebﬁbkan ketidak

seimbangan anggaran, pembiayasn pembangunan daerah daﬁ
konsekyensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan keumﬁ;an

Dagrah.

b} Dampak dalam bidang ekonomi.

- Pengelakan pajak dan refribusi akan mempengaruhi persaingan
gehat para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan
mengelakkan pajak kan menekan bigya gecara tidak legal,
mempunyai posiaé; yang lebih menguntungkan daripada saingan-
saingannya yang berbuat demikian. |

- Pengelakan pajak dan retribﬁsi dapat menjadi penyebab
terganggunya perputaran roda ekonomi apabila perusshaan yang
berusaha keras untuk mencapai tambahan dari keuntungannya

- dengan menggelapkan Pajak dan Refribusi Daersh dan tidak
mengusahakannya dengan jalan perluasan -aktivitas afau
peningkatan produktivitas.

¢) Dampak psikologis.
Penggelapan dalam bidang pajuk  dan  retribust  urernpuian

pelanggaran dalan perundang-ondangan sehingga jika in melakukan
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hal demikian, maka ia pun dapat berbuat pelanggaran dalem bidang
yang lain, l
3) Melalaikan Pajak
Yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak
memenuhi formalitas-formalitas vang harug dipenuhi olehnya. Yang
paling banyak dilakukan ?dalall usaha menggagalkan pemungutan pajak
dengan menghalung-halangai penyitasn dengan cara melenyapkan
barang-barang yang sekiranya akan dapat disita.
Peningkatan efisien dan efektifitas.
Dalam hal ini perlu divpaykan pemungutan pajak dan Refribusi Daerah
dilaksanakan dengan biaya sekecil mungkin dengan h;sil gebesar-besarnya,
sehingga meskipun efisien tetapi tetap harus efe-ktif
Penegakan hukum dan penerapan sanksi.
Untuk mendidik wajib pajak agar mmatuhi ketentuan yang beriaku maka
perlu dilakuken penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsekuen
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. '
Pengaturan Pajak dan Retribusi Daersh sesuai Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000.
Dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka peluang

Daerah unfuk menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang sesuai

dengan situasi dan kondisi serta potensi Daerah terbuka luas. Ini kiranya

perlu ditangkap oloh segenap komponen Pemerintah Dasrah sebagai salsh

satu tiang penyangga Otonomi Daersh.
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2. Pengoptimalan Pendapatan Daergh melalui Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD).

Di Kabupaten Kudus terdapai 4 ( empat } BUMD yang mampu menopang

pendapatan Dagrah, yaitu :

a

Perusghaan Daerah Bank Pasar, yang dibentuk dengan Perda Kabupaten
Dati I Kudus Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank
Pasar Kabupaten Dati II Kudus. i

Perusghaan Daerah Percetakan, yang dibentuk dengan Perda Kabupaten
Dati I Kudus Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perusshaan Dasrah Kabupaten
Dati II Kudus dan Keputusan Bupati KDH Tinékat I Kudus Nomor
061.1/592/1983.

Perusahaan Dasrah Apotek Pemda, yang dibentuk dengan Perda Kabupaten
Dati IT Kudus Nomor 10 Tahun 1982 dan Keputugan Bupati KDH Tingkat I
Kudus Nomor 061.1/0925/1983.

Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ), yang dibentuk dengan Perda
Kabupaten Dati I Kudus Nomor 19 Tahun 1990 tentané Perugahaan

Daersh Air Minum Kabupaten Dati I Kudus,

Yang merupakan murni di bawah kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Di samping itu terdapat pula BUMD yang berupa keikuisertaan eaham dengan

pemerintah Propinsi, yaitu pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan

BPR - BKIK.

Bagian Laba Usaha Milik Daerah untuk tahun 1997/1998 sampai dengan tahun

2001 adalah sebagai berikut :




DATA LABA USAHA MILIK DAERAH

TABEL 6

JENIS BAGIAN TAHUN ANGGARAN
NO LABA 159871999 | 199972000 2001 EET
1. | BPD 125.642.919 | 61.798.122 12.351.000
2. | PDAM 80,000,000 | 41.783.000 21.350.000
3. | APOTEK PEMDA 5.200.000 | 10.215.000 28.706.500
4. | BANK PASAR 20.000.000 | . 20.000.000 3.984.190
5. | PERCETAKAN 1.904.000 |  3.303.090 26.337.760
PEMDA ,
6. | BKK - 18.939.308 .
JUMLAH 232.746.919 | 156.038.520 53.729.450

Sumber : Dipenda Kabupaten Kudus.

Sedangkan unfuk tahun 2002 bagian laba usaha Dasrah ditargetnya pada

Rp. 183.531.000,- atau naik sekitar 9

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Daerah melalui

langkah-lang};dﬁ vang ditempuh adatah :

2 Melaksanakan bimbingan teknis dan pemberian

mendorong peningkatan kinerja BUMD.

b. Evaluasi Perda yang berkaitan detgan

0,803 % dari pendapatan tahun 2001.

BUMD maka

pedoman umum untuk

BUMD dimaksud serta

pengembangan organisasi dalam rangka memperjelas struktur organisasi.

c. Peningkatan kualitas BUMD, baik berupa SDM, keuangan, maupun layanan.

4 Peningkatan perkembangan asset perusahaan.

e. Penyesusian tarif produksi.

o

Peningkatan penyertaan modal.

£
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3. Penciptaan Sinergi Sumber Pembiayaan.
Sumber pembiayaan pembangunan Daersh secara garis besar berasal dari
Pemerintak, APBD, dan danta. masyarakat. Pembiayaan yang berasal dari
Pemerintah berasal dari Dana Perimbangan sesuai dengan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pugat
dan Daerah, yang meliputi :
- Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bagian Dacrah dari Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunan.
- Bagian Dagrah dari Penerimaan Sumber Daya Alam.
- Dana Alokasi Umum.
- Dana Alokasi Khugue.
Guna menciptakan sinergi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah maka perlu kiranya diperhatikan adanya beberapa prinsip Al
a  Prinsip Otonomi Daerah dalam negara kesatuan.
Pemberian otonomi kepada Daerah dalam negare kesafuan dilaksanakan
berdasarkan prinsip :
1) Tujuan pemberian otonomi kepada Daersh adalah untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggarann pemérintahan di Daerah,

terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabiian politik dan

kesatian bangsa.

8 fTartadi Sutomo, Hubungan Xeuangan Pusat dan Daerah, Makalah dalam
Seminar Menyongsong Otonomi Daerah, FE- Universitas Brawijaya,
Malang, tanggal 24 Juni 2000.

'y
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2} Otonomi Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni
memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraah
rakyat Indonesia selurubnya.

Menggambarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Agar supaya dapat menggambarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional, perls diperhatikan hal-hal sebagai berilut :

1) Perlu dijaga ketergantungan antara Pusat dan Dasrah serta antara Daerah
yang safu dengan Daerah lainnya. Ketergantungan ini antara lain dapat
meliputi ketergantungan .l‘;euangan 'dan ketergantungan dari sisi geografi
politik. ' |

2) Konsep hubungan keuangan Pusat dan Daerah dapat memenuhi aspirasi

Daerah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

L}

Kepastian adanya jumlah sumber keugngan untuk Daerah.

- Adil dan merata pembagian antara Pusal dun Daerah serti antars
Druerdh tingkal aius dengan Daerah tingicat bawahannya.

- Terbuka, artinya jelas perhihnvgamxf;a dan berdasarkan peraturan
perundang-unidangan yung_berlaim, tidak berdasarkan kebijaksanaan
dan selera pejabat.

3} Karena hubungan keuangan Pusat — Daerah merupakan alat yang
strategis unfuk mengatur perfumbuhan pembangunan Daersh yang

seimbang, maka hasil pembangunan Daerah dapat merata dirasakan

seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonssia ( kebutuhan minimal uniuk

hidup terpenuhi ).




C.

Prinsip keterkaitan hubungan fungsi dan keuangan,

Hubungan keuangan Pusat — Daerah mempunyai kaitan yang erat dengan

hubungan fungsi Pusat — Daerzh karena senantiasa saling mempengaruhi dan

saling mengisi. Atas dasar ini makea asas-asas pemerinfahan dipergunakan

sebagai berikut :

Tugas-tugas  pemerintahan  yang termasuk dalam  pengertian
dekonsentrasi dan medebewind dibiayai oleh Pusat. o
Tugas-tugas pemerintahan yang fermasuk ke dalam pengertian
desentralisasi dibiayai oleh Daerah.

Apabila Daerah belum mampu membiayai tug'as-tugas yang bera';fsa!
dalam pengertian deseniralisagi maka Pusat akan memberikan subsidi

atan sumbangan kepada Daerah.

Prinsip terpadu dan integralistik.

Masalah hubungan keuangan Pusat - Daerah bukan hanya masalah

bagaimana membagi dan mencukupi dana guna membiayai kegiatan-kegiatan

pemerintahan di Pusat maupun di Dagrab, tetapi akan mengandung dimensi-

dimensi sebagai berikut :

. Hubungan keuangan mempunyai kaitan dengan hubungan fungsi, karena

untuk menentukan biaya perlu diketahui lebih dulu kebutuhan-kebutuhan
Daerah. N

Hubungan keuangan Pusat — Dacrah merupakan bagian tak terpisahkan

dari masalah keuangan negara sobagai alat kebijaksanaan negara dalam

menunjang pembangunan nesional sebab hasil hubungan kewangan

Pusal-Daerah merupakan sumber keuangan Daerah..
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Dengan demikian, pembangunan Daerah bukan hanya merupakan tajuan
pembangunan nasional, melainkan juga merupakan alat mtuk
mewujudkan pemerataaﬁ pembangunan, keadiian sosial, kenaikan tingkat
kemakmuran, pembagian pendapatag dan keselarasan serta keserasian
pembangunan antardsersh dan pada hakikatmya pembangunan nasional
pun akan berada, dirasaken dan dinikmati masyarakat Daerah.

- Segala bantuan Pusat harus dimasukkan dalam suatu nota anggaran dan
ditangeni oleh suatu instansi den‘gan koordinasi bersama-sama dengan
instansi yang berkepentingan.

- Harus ada kesatuan pola pikir, pola tindak yéng terpadu mengenai
permagalahannya, pemikiran, perencanaanﬁya manpun  pelaksanaan
( pengaturannya ) antara Pejabat Pusat dan Daerah.

- Secbagal landasen dipergunaken Undang-undang Dasar 1945 dan

Pancasila.

Untuk tahun anggaran 2001 dan 2002 besarnya pendapatan yang berasal

dari Dana Perimbangsn, terlihat sebagai berikut :




TABEL 7
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PENDAPATAN YANG BERASAL DARI DANA PERIMBANGAN

NO. | DANA PERIMBANGAN TAHUN ANGGARAN
2001 2002
1. | Bagi Hasil Pajak 8.209.353.000 9,060.774.000
2. | Bagi Hasil Bukan Pajak 363.727.000 14.679.000
3. | Dana Alokasi Unum 175.589.725.000 |  184.830.600.000
4, | Dana Alokasi Khusus - -
5. | Dana Darurat 6.681.319.000 -
JUMLAH 190.844.124.000 ]  193.905.453.000

Sumber : Dipenda Kabupaten Kudus.

Sumber pembiayaan yang berasal dari APBD atan dari Pemerintah
Kabupaten / Kota adalsh yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan
lain-lain Pendapatan yang sahi. Prosentase besaran sumber dari Pendapatan
Asli Daerzh dan lain-lain Pendapatan vang seh terhadap total anggaran
pendapatan keseluruhan relatif kecil. Untuk tahun 2601 dan 2002 besarya

Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan yang szh adalah sebagai

berilut ;




TABEL 8
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DATA PENDAPATAN ASLI DAFRAH DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2001 DAN 2002

JENIS PENDAPATAN 2001 2002
I PAD

a. Pajak Daersh 4.404.912.000 5.626.741.000
b. Refribusi Daerah. 14.965.933.000 |  18.262.006.000
. Bagian Laba Usaha Daerah 92.728.000 - 183.531.000
d. Lain-lain PAD yang sah 394.062.000 443 437.000
. Lain-lain Pendapaten yang sah 3.694.030.000 5.418.872.000
JUMLAH 23.557419.000 |  29.934.587.000

Sumber : Dipenda Kabupaten Kudus.

Besaran PAD ini jika dibandingkan dengan total pendapatml unfuk tahun

2001 sebesar Rp. 214.400.789.000,- dan tshun 2002 sebesar Rp.
223.840.040.000,- adalah kecil sekali, sehingga besaran dana perimbangan
amat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daersh.

Sedangkan untuk sumber pembiayaan yang berasal dari dana masyarakat
adalah dalam bentuk-bentuk swadaya masyarakat yang dalam era Otonomi
Daerah ini memang sedapat mungkin dilibatken aktif dal@ pelaksanaan
pembangunan. Hal ini kiranya sejalan dengan maksud pembentukan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu peningkatan pemberdayaan
masyarakét, menumbuhkan perluasan dan kreativitas, meningkatkan peran

serta masyarakat dan sekaligus mengémbangkan peran dan ﬁingsi DPRD.

Di sini dari yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten, baik

yang berasal dari dana perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah

diharapkan mampu membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah dengan




132

melibatkan partisipasi dana dari masyarakat. Partisipasi ini dapat berujud

tenaga, uang, barang material, atanpun informasi yang berguna bagi

pembangunan,

Menurut hemat penulis, partisipasi masyarakat amat penting dan menentukan |

keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, karena penyelenggaraan
Otonomi Dagrah ditujukan untuk mewujudkan masyarakaé yang sejahtera di
Daereh, oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintshan
Dacrsh tidak cukup di tangan Kepala Daerab, DPRD dmn AP
pelaksananya, tetapi juga.di l?ll'l_é?ll‘l trsverskeat Luscali .
Hai iﬁ: sejaian puia dengan pendapat Yosef Riwu Kaho yang mengatakan
bahwza untuk dapat mendidik agar Daerah dapal mandivi adalah dengan
 melibatkan masyarakat ikut serta bertanggung jawab di dalam
penyelenggaraan Otonomi Dagrah. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat
difungsikan sebagai substitulif energi Pusat dan sebagai sumber energi
alternatif bagi Duerah, sehingga secara bertahap dapat melepaskan diri dari

ketergantungannya pada Pusat®

C. LANGEAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daersh di tingkat Kabupaten maka peran
sumber pencrimaan Daerah dari sektor Pajak dan Retribugi Daerah meskipun

prosentase kontribusi terhadap APBD tidak terlalu besar tetap memegang peran yang

penting dalam rangka pemantapan pendapatan Daorah. Oleh karena itu, Pemerintah pun.

menaruh perhatian tersebut dengan mengadakan perubzhan Undang-undang Nomo~ 18

8 v ssef Riwu Kaho. opelt, hal. 111,
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Tahun 1997 tentang Pajak Daecrah dan Retribusi Daersh, yaitﬁ dengan menetapkan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribugi Daerah.

Jika kita telash maka kiranya dapat pula disimpulkan bahwa maksud dari penetapan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah untuk memberikan peluang yang lebih
luas kepada Daerah untuk dapat menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah sel;zin
dehgan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sepanjangl masih tetap dalam
rambu-rambu pengendalian, yaitu penetapan kriteria secara rinci dan tegas ( Pasal 2
ayat 4 untuk Pajak Daersh den Pasal 18 ayat 3 untuk Retribusi Dﬁm ).

Di samping itu, masih ada pengawasan represif { Pasal 25 A ) dimana apabila
penetapan jenis pajak / retribusi baru tergebut ternyata i)ex:tentarxgatx_ dengan kepentingan
umum dan/atan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Pemerintah dapat
membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Berkaitan dengan pengawasan represif ini
terkadang menjadi problem dan persoalan tersendiri bagi Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Bagi Pemerintah Pusat sepanjang tidak ada pendelegasian
wewenang kepada Pemerintah PI'Opil;Si maka tingkat efekiifitas pengawasan represif ini
menjadi kendur, karenanya banyaknya Perda yang harus ditelash / diteliti dalam rangka
pengawasan represif. Sedangkan bagi Daerah problem akan terjadi jika Pemerintah

Kabupaten dan/atan DPRD tidak sepakat / menyetujui hasil pengawasan represif oleh

Pemerintah Pusat berupa pembatalan Perda tetpi tidak mengajukan keberatan kepada:

Mahkamah Agung.

Oleh karenanya hemat kami pelaksanaan pengawasan represif tidak akan efektif

Pengendalian terhadap Peraturan Daerah utamanya yang menyangkut pungutan Daerah

lebih efektif dilaksanakan melalui pengawasan preventif sebelum Pajak / Refribusi
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Daerah itu dilaksanakan, hanya saja sistem ini tidak sejalan dengan aspirasi dan
kandungan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menganut sistem pengawasan
respongif sebagaimana diatr dalam Pi;sal 113 dan 114.
Sebagai pelaksanaan atas Undalxg-mlﬁimlg Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan 2
Peraturan Pemerintah, yaitu :
- . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Téhun 2001 tentang Pqiak-Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daersh.
yang merupakan pengaturan lebih rinci atas Undang-undang nomer 34 Tahun 2000.
Berdagarkan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 dan Peraiuran Pemorintah
Nomor 65 Tahun 2001 maka jenis Pajak Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan
limitatif adlah sebanyak 7 jenis, yaitu :
1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalm
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gelongan C.
7. Pajak Parkir. - | | |
Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Talun 2001 maka jenis Retribusi Daerah Kabupaten yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Jenis Refribusi Jasa Umum, meliputi :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.




1.

J-

a

b.

s’

i,

k.

L

Retribusi Penggantian Biaya Cetak K'TP dan Akte Catatan Sipil.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat.

Retribugi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Unum.

Refribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pengnjian Kendaraan Bermotor.
Refribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Jeniy Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

Reiribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Pasar Grosir dan/atan i‘ertokoén.
Retribusi Tempat Pelelangan.

Retribusi Terminal.

Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
Retribusi Rumah Potong Hewan.

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Retribugi Penyeberangan di atas Air,
Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Retribugi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :

a.  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b. Refribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

135
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¢.  Retribusi Lzin Gangguan.

d. Retribusi Izin Trayek.

Melihat sepintas dari banysknya jenis Pajak dan Refribusi Dasrah yang telah
ditetapkan secara limitatif tersebut terkesan sudah cukup memadai dalam menopang
‘Otonomi Dasrah. Akan tetapi bila dicermati, ternyata banyaknya jenis Pajak dan
Rotribusi Dacrah yang ditotapkan limitatif tersebut tidak otomatis mencerminkan
besarnya nilai nominal pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini- -
disebabkan banyak objek Pajak dan Retribusi Daerah yang ternyata fidak dapat
diandalkan behkan tidak mungkin dipungut oleh Pemerintah ﬁabupﬂen.

Untuk Pemerintah Kabupaten Kudus objek Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak
dapat diandalkan, antara lain : “

- Pajak Pengambilan Bahan Galian Goloﬁgan C.
. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat.
. Refribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan ( Kudus tidak punya laut ). '
- Retribusi Tempat Pelelangan. *
- "Retribusi Penyedotan Kakus.
- Retribusi Pelayanan Pélabuhan Kapal.
- Retribusi P?nyeberangan di Atas Air.
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
Oleh karenanya banyaknya Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan

dan telah ditstapkan limitatif tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai indikator yang
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representatif untuk membert beséfnyﬁ hasil pendapatan Daera.h dari sektor Pajak dan

Retribusi Daerah.* |

Kondisi ini antara lain disebabkan oleh :

- Objeknya tidak ada di Daerah,

- Hz;sil pungutannya jauh lebih kecil daripada biaya pemungutannya.

~  Adanya 131‘91;5?11 Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan terfentu yang justru
merupakan objeﬁ Pajak dan Refribusi Daerah.*

Kondigi tersebut akan menyebébkml terdapat banyak ketimpangan tingkat
kesejahteraan menyambut dan pembangunan ekonomi antara Daerah satu dengan Daersh
lainnya, maupun ketimpangan antara Pemerintah Pusat dan ]Saérah
Ketimpangan tersebut antara lain dapat berpangkal pada :

- Ketimpangan kemampuan keuangan Pemerintah Dasrah Pendapatan Asli Daerah ).
. Ketimpangan kemampuan masyarakat, baik dalam ha! sumber daya alam

(kesuburan, posisi wilayah, dan lain-lain ) yang dikelola masyarakat ( individu )

maupun kecakapan / keahlian masyarekat.

- Ketimpangan investasi oleh swasta antar-Daerah, yang juga sangat dipengaruhi oleh
kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah.

- Alokasi Penierintah Pusat dalam menanggapi ketimpangan antar-Daerah, baik
melalui alokasi subsidi Pusat kepada Pemerintak Daerah "maupun alokasi sektoral

yang dikelola oleh Departemen Pemerintah Pusat ( intansi vertikal ) di Dasrah. -
l B
:

4

8 rarsito Utono, Makalah Pengembangan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Seminar
dalam Kerjsama CIDES-FISIPOL UGM, Friedrich Nuemann Stifitng, Yogyekarta, 21 Juli 1999.

S0 v osef Riwu Kaho, Hicbungan Pemerintah Pusat dan Daerah di hidonesia, Bina Aksars, Jekarts,
1982, hal. 131.
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Dalam rangka mengurangi ketimpangan ini serta sebagai upayﬁ penguatan keuangan
Daerah tidak ada jalan lain dengan memberikan kelelﬁasann dan kewenangan yz;ng
cukup untuk meningkatkan penghasilan dari pajak serta retribusi. Pemerintah Daerah
harus mendapat mandat secara konstitusional dari DPRD agar upaya pencarian
pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi maupun usaha lain memiliki legalitas.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tshun 2000 serasa membawa
angin segar bagi peningkatan kemampuan keuangan Daersh. Oleh karenamya, perlu
adanya kebijakan-kebijakan dan langkah pelaksanaan Undang-undang Nomot 34 Tahun
2000 yang tepat agar keta;enangan di bidang pemungutan Pajek dan Reiribusi-Daerah
tidak sampai terjebak pada euforia otonomi yang nanti jﬁstru akan menambah beban
bagi masyarakat. ‘

Oleh karenanya desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat mampu mendekatkan

pelayanan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian sehingga dalam penggalian

potensi Daerah melalui pajak dan retribusi harus ditempuh kebijakan-kebijakan di

samping sebagai sumber pembiayasn Daerah sekaligus dapat berfingsi sebagai

pengatur psrekonomian masyarakat agar tumbuh berkembang makin baik. -

Sebagai pelaksanasn Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta sebagai upaya
peningkatan kemampuan keuangan Daerah melalui Pajak dan Refribusi Daerah,
{angkah-langkah yang telah diambil oleh Pemeriniah Kabupaten Kudus adalah :

1. Melaksanakan inventarisasi jenis pungutan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten.

Inve;ztarisasi jenis pungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sebagai

upaya penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daersh sesuai kewenangan yang

diberikan oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, termasuk di dalamnya
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inventarisasi pungutan Pajak dan Retribusi Daersh ya.ng semula menjadi
kewenangan Dinasg / Instansi Vertikal yang wrusannya telah menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten.

Sampai dengan sast ini jenis Pajak Daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah

Kabupaten Kudus terdiri atas 6 jenis Pajak Daerah, yaitu :

2. Pajak Hotel dan Restoran.

b. Pajak Hiburan.

c. Pajak Reklame.

d. Pajak Penerangan. Jalan. |

e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

f  Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah.
Sedangkan jenis Retribusi Daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah

Kabupaten Kudus, terdiri atas 19 jenis Retribusi Daerah, yaita :

a  Refribusi Pelayanan Kesehatan.

b. Retribusi Pelayanan Persampehan dan Kebersihan.

c. Refribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

d. Retribusi Pemakaman dan Penguburan Jenasah.

e. Retribugi Parkir di Tepi Jalan Umum.

f  Retribusi Pasir.

g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Dasrah.

i. Refribusi Pasar Grosir dan Periokoan.

j.  Retribusi Terminal.

k. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
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. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
m. Retribusi Rumah Potong Hewan,
n.  Reiribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

o. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah,

- p. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

q.  Retribusi Izin Gangguan.
r. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Retribusi Izin Trayek.

w

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka terdapat
jenis pajak yang belum tercover menjadi pungutan Daerah serta berpotensi, yaitu
Pajak Parkir.

Sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 obyek Pa;iak
Parkir adalah penyelenggarann tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
diselenggarakan berkaitan dengan pokok usaha maipun yang disediakan gebagai
suatu usaha, termasuk tempat penyediaan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan
benﬁotor yang memungut bayaran,

Di samping itu, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tansh dan Air

Permukaan Tanah yang semula menj;adi lapangan Pajak Kabupaten / Kota berubah

menjadi lapangan Pajak Propinsi. Khusus mengenai pengalihan jenis pajak ini

memuut hemat penulis akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan :
a. Pengawasan dan pemantaatan air bawah tanah dan air permukean tanah akan

lebih efektif dilakukan oleh aparat-aparat Daerah Kabupaten karena kontrolnya
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lebih dekat, sehingga penggimaan air bawsah tanah dan air pertukasn tanah
tidak dilaksanakan semaunya

Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah banyak menimbulkan
problem di Daerah, schingga solusi penyelesaian masalah aken banyak
ditangani oleh Daerah Kabupaten.

Dalam rangka menunjang penguatan Otonomi Daerail.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan fingsi dari pungutan pajak bagi Daerah

Tingkat H, yaitu >

8. Fungsi Budgetair, yaitu memasukkan vang sebanyak-banyaknya. Di sini pajak

haruslah ditujukan pada usaha semata-mata mencukupi Biaya«biaya yang harus
dikeluarkan oleh Pemerintzh dalam menunaikan tugasnya, Dan pembangunan
hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia datam
Kas Daerah,

Fungsi Regulirend ( fingsi mengatur )

Di sini pajak sebagai alat bagi Pemerintah untuk mencapai suafu tijuan tertentu
dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, lulfural, maupun dalam bidang politik.
Di samping itu dalam rangka pengustan kemarnpnan keuangan Daersh sebagai
pondasi terlaksananya Otonomi Dacrah  perly kiranya  digau  sumber

sl el selior Pajak Dasrali dengan mermanfaatkan ketentuan Pasal 2 ayat 4

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu penctapan jenis Pajak Daerah

selain yang telah ditetapkan limitatif dalam Pagal 2 ayat 2 asal memenuhi

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.

lr Pubari. epelt, hal 101,
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Untuk Kabupaten Kudus péluang tersebut kiranya dapat diténgkap dengen
menetapkan Pajak Daerah baru, yaitu Pajak Sarang Burung, dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut : o
- Pajak sarang Burung telah pernah dilaksanakan pemmguﬁn gejak tahun 1995

dan berjalan dengan lancar, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 pajak tersebut praktis dihentikan pemungutannya.

- . Subyek pajaknya mayoritas _‘pen'gusaha-pengtmaha menengah ke ‘atas sehingga
secara finansial tidak terlalu memberatkan dan tidak memberikan dampak
ekonomi yang negatif

- Tidak merupakan obyek pajak Pusat dan Propinsi.

- Potensinya cuknp memadai.

- Pengenaan pajak dimaksudkan pula sebagai sarana konfrol dan pembinaan
kepada pengusaha untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar. |
Sedangkan untuk jenis Retribusi Daerah sesuai dengan Perafuran Pemerintah

nomor 66 Tahun 2001 sebagian besar jenis retribusi yang telah diatur timitatif telah

dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan seperti : |

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

- Refribusi Tempat Peleléngan

- Retribusi Pelayanan Pelabuban Kapal.

. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.

- Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

merupakan jenis Retribusi Daerah yang tidak berpotensi dan tidak ada obyeknya di

¥.abupaten Kudus. yang perlu dipikirkan di sini adalah mencari terobosan jenis
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Retribusi Daerah guna menangkap peluang Pasal 18 ayat 4 dimana Daerah dapat

menetapkan jenis Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan limitatif dalam

Peraturan ngnerintah Nomor 66 Tahun 2001,

Berdasarkan kajian Pemerintah Kabupaten Kudus maka terdapat berbagai jents

pungutan retribugi yang kiranya dapat diterapkan di Kabupaten Kudus dengan

menggunakan Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tzhun 2000, yaitu :

a Retribusi Dispensasi Jalan.
b. Retribusi Izin Lokasi.
¢. Retribusi Izin Perﬁbahan "Tangh Pertanian menjadi Tanah ﬁon-pertani an.
d. Retribusi Izin Usaha Penggilingéﬁ:t Padi / Huller / Pentyosohan Beras.
"¢, Relribusi Izin Usaha Perdagangan. | |
f Retribusi [zin Usaha Indusfri.
g Retribusi Pelayanan Administrasi Umum.
h. Retribusi Pembuangan Air Limbah Industri dan Rumah Tangga.
¥hosus terhadap ke-7 { tujuh ) jenis retribﬁsi penul'is akan memberikan
beberapa analisis:

a. Retribust bispensasi Jalan,

Retribusi Dispensasi Jalan skan dikenakan terhadap kendarasn yang masuk
jalan yang dikuasai / milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak sesuai
dengan kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan. Usulan Retribusi.

Dispensasi Jalan ini kiranya lebih ditekanken pada upaya Pemerintah

Kabupaten dalam mencari penggalian pendapatan baru guna pembiayaan -

Dacrah serta sebagai kompensasi perbaikan atas kerusakan jalan yang
bersangkutan. Akan tetapi bila dikaji lebih dalam maka pungutan ini kiranya
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kurang layak untuk dilaksanékan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai

berikut :

Pengenaan Retribugi Dispensasi Jalan akan mengakibatkan meningkatnya
ekonomi biaya tinggi semua sektor, apalagi jika semua Daerah Kabupaten
menerapkan hal ini, |

Pungutan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomer
23 Tahun 1980 tentang Jalan, dimana kendaraan hanya diperbolehkan
melewati ruas‘ jalan sesuai dengan kelasnya. Oleh karenanya dengan adanya
dispensasi jalan kendaraan untuk lewat pada ja!ﬁn yzing bukan kelasnya can
dipungut retribusi merupakan pelanggaran terhadap kedua undang-undang

tersebut.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka ini tidak sesuai dengan syarat-syarat

penetapan pajak dan retribusi, khususnya yang berkaitan dengan :

Syarat yuridis, karena bertentangan dengan undang-undang Nomor 14
Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1980,
Syarat ekonomis, karena akan menimbulkan raltiplier effect, yaitn
penambahan pengeluaran dalam sektor tertentu akan sangat mempengaﬁxhi
keadaan ekonomi pada sektor yang lain.
Syarat sosiologis, pungutan tersebut dulu pernah ada kemudian dihilangkan
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah karena dipandang terlalu membebani, sehingga jika akan
dibertakukan lagi dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.
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b. Retribusi Izin Lokasi.

Retribusi ini dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan ylang akan membangnn

lokasinya di Kabupaten Kudus, Izin lokasi dikeluarkan jika lokasi yang akan

dibangun tidak menyalahi rencana tata ruang yang berlaku. Pungutan ini kiranya
layak untuk dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan dan mengatur tata
guna tanah yang serasi dan seimbang,

¢. Retribusi Izin Perubahan Tansh Pertanian menjadi Tanah Non-pertanian.

Retribugi ini dikenakan terhadgp setiap pengajuan peljmohcnan perubahan

penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi tansh non-pertanian. Retribusi

ini kiranya juga layak unfuk diterapkan di samping untuk peningkatan PAD juga
sebagai upays untuk membatasi jumlah areal fanah pertanian yang diubah
menjadi tanah non-pertanian yang berdampak pada berkurangnys areal
pertanian serta menurunnya produksi hasil pertanian di daerah.

d. Refribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras.

Retribusi ini kiranya kurang layak untuk diterapkan, dengan pertimbangan :

- Setiap usaha penggilingan padi / huller / | penyosohait beras sw&h
dikenakan izin lokasi dan izin tempat usaha berdasarken undang-undang
gangguan / Ho, schingga pungutan retribsui atas ussha ini terlalu
memberatkan pengﬁsaha dan terkesan mencari-cari obyek pungutan baru.

. Berdampak ckonomi bagi pengusaha penggilingan padi / huller /
penyosohan beras, dimana} seharusnya menjadi kewsjiban Pemerintah
Kabupaten untuk 111enihgk§tkan setiap usaha bidang pertmli.an yang pada

gaat ini cenderung menurun.
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¢. Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Retribusi Izin Usaha Industri.

Kedua jenis retribusi ini kiranyz;. juga karang layak diterapkan dengan berbagai

pertimbangan :

- Setiap usaha perdagangan dan usaha industri sudah dikenakan retribusi izin
lokasi dan retribusi izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan
/ Ho schingga memberatkan pengusaha. Jika menﬁmg izin usaha ini

diperlukan kiranya dapat diterbitkan tanpa dipungut retribusi.

- Pungutan ini dapat menghambat perkembangan sektor perdagangan dan

industri yang gekarang diharapkan sekali ofeh Pemerintah dapat meningkat
setelah keterpurukan ekonomi dan dunia usaha akibat krisis moneter.

Refribusi Pelayanan Administrasi-Umuom.

Sesuai dengan konsep rancangan Peraturan Daerah refribusi ini nantinya akan

dikenakan terhadap :

- Jasa Administrasi umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam
bentuk tanda meterai Daerah atau leges ( dengan objek retribusi berupa
legalisasi surat-suraf, penerb;tan surat-surat keterangan, penerbitan salinan,
kutipan, dan lain-lain ).

. Pemberian / penerbitan dokumen pengadaan barang / jasa (dokumen
lelang). |

Terhadap retribusi ini berikut ini dapat diberikan analisa sebagai berikut :

1) Terhadap Jasa administrasi umum Pemerintah Kabupaten :

. Jasa Administrasi umum merupakan kewajiban yang harus diberikan .

Pemerintah kepada warganya sehingga tidak 1ayék jika dikenakan

retribusi.




147

- Administrasi umum yang diberikan Pémerintah ‘tersebut seharusnya
dianggarkan meialni anggaran rutin masing-masing unit kerja.

- Subyek retribusi juga akan mengenai masyarakat golongan bawah.

2) Terhadap pemberian / penerbitan dokumen px;mgadaan barang / jasa (

dokumen lelang ) :

- Retribusi ini kiranya dapat dikenakan sebagai wujud partisipasi para
pengussha / rekanan yang akan memperoleh tender dari Pemerintah
Kabugaten sepanjang besarnya tidak terlalu memberatkan yang akhirnya

akar memp'engaruhi kusalitas pengadaan barang / jasa.

- Subyelnya kebanyakan pengusaha yang kondisi sosial dan ekonominya
telah mapan. | |
g Retribusi Pembuangan Air Limbeh Industri dan Rumah Tangga.
Retribusi ini dikenakan terhadap setiap pembuangan air limbah industri dan
rumah tangga yang pencemarannya tidak berbahaya ke dalam saluran-salaran
air limbah milik Pemerintah Kabupaten. Pllmgutan ini kiranya layak untuk

diterapkan sebagai upaya untuk mengenadalikan dan mengurangi air limbah

yang dibuang dari perusahaan industri dan rumah tangga ke dalam saluran-

saluran / got.
Berangkat dari konsep / usulan pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten Kudus

terhadap jenis pung;utan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan diajukan ke DPRD

kiranya dapat disimpulkan :

a. Terdapat beberapa pungutan, baik Pajak maupun Retribusi Daerah yang

relevan untuk diterapkan, antara lain :
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1) Sesuai dengan materi Pasal 2 ayat 2 Undw:g—mdaﬁg Nomor 34 Tghun

2000, adalah Pajak Parkir.

2) Sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, yaitu

Pajak Sarang Burung,

3) Sesnai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000, yaitu :
Retribusi Izin Lokasi.
Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non-pertanian.
Retribusi i’elayman _ Administrast Umum, kimsﬁs untuk penerbitan
dokumen barang dan jasa ( dokumen lelang ).

Retribugi Pembuangan Air Limbah Industri dan Rumah Tangga.

Pajak dan Retribusi Daerah ini menurut hemat penulis telah sejalan dengan

syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

khususnya Pasal 2 ayat 4 untuk Pajak Daerah dan Pasal 18 ayat 3 untuk

Retribusi Daersh. Di samping itu secara teoritis sesuai dengan azas

pemungutan pajak “The Four Meaxims” dari Adam Smith, yaitu -

-

Equality dan equity ( kesamaan dan keadilan ).
Cerrainty ( kepastian hukum ).
Convienence of payment ( ketepatan saat pemungutan pajak ).

Economic of collection / efficiency ( efisiensi )

b. Terdapat beberapa rancangan pungutan retribusi Daerah yang menggunakan

peluang Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang tidak

layak untuk diterapkan, antara lain :

2R ochrmat Soemitro. opeit, hel 15-28.
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- Retribust Dispensasi Jalan.

- Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras.

- Retribusi Izin Usaha Perdagangan. |

- Retribusi Izin Usaha Industri.

- Retribusi Pelayanan Administrasi Unum, klusus terhadap pemberian jasa

‘. administrasi umum Pemerintah Kabupaten dalam bentuk leges.

Dan secara umum ketidaklayakan tersébut disebabkan : |

- Adanya perteﬁtangan dengan peraturan perundangan yahg lebih tinggi.

- Menimbulkan damﬁak ckonomi biaya tinggi, baik pada sektor tersebut

“maupun sektor yang lain.

- Memberatkan para pengnseha karena banyalmya beban pungutan refribusi.

- Menghambat dunia ugaha

- Retribusi ditujukan pada kegiatan yang sehiarusnya pembiayaannya menjadi

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Berpangkal tolak pada kesimpulan tersebut maka terkesan bshwa.dalam rangka
mencukupi kebutuhan pembiayaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Kabupaten
akan berupaya mencari terobosan penggalian PAD melalui Pajak dan Retribusi
Daerah tanpa memperhatikan rambu-rambu yuridis, ekonomis, dan sosial yang
berlaku dan terjndl di Daerah.

Kelayakan dan ketidaklayakan tersebut se_]alan dengan yang disampaikan Drs. Asri

Umar, M.Si. bahwa suatu pungutan harus memenuhi kriteria-kriteria baik ia sebagai-
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pajak maupun retribusi sehingga fungsi dari pungutan tersebut dapat berperan
sebagai regulator sekaligus sumber pendapatan daerah.”

Guna mengatasi hal ini, sistem pengawasan represif yang diatur dalam Pasal 113
dan 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 periu dilaksanakan efektif sehingga

dapat dicegah adanya pungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang penetapannya

berada di luar norma yuridis serta filosofi dasar pemungutan pajak dan retribusi.

Termasuk dalam kegiatan inventarisasi adalah inventarisasi pungutan yang dulu

~ menjadi kewenangan dari Kantor Departemen dan Dinas/Instansi Vertikal. Pungutan

tersebut pertu dikaji 1.llang apakah sesuai dengan materi Undang-undang Nomor 34
tahun 2000 ataukah tidak, termasuk mengenai besaran pungutannya Pungutan
tersebut antara lain : | L

a  Retribusi Izin Usaha Industri.

b. Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

¢. Retribusi Izin Trayek.

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Khusus terhadap sebagaimana‘hiuuf a dan b sudah penulis berikan analisanya.
Sedangkan terhadap Retribusi Izin Trayek: dan Retribusi Pengujian Kendaraan
ﬁennoﬁn‘ kiranya dapat diterapkan dengan alasan : |

- Merupakan kelanjutan dari pungutan Pemerintah Propinsi.

Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas

dlan AngKutan Jalan.

. Sebagai regulator traysk di kabupaten serta kelayakan kendaraan bermotor.

%3 psri Urnar, Makalah "Penggalian Potensi PAD Kabupaten / Kota di Era Otonomi Daerah, Seminar
Center Studies of Public Issues, Bandung, 18 April 2001.
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Tenyesuaian dan penyusunan Peraturan Daersh mengenai 'Pajak dan Retribusi
Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-pndang Nomor 34 Tahun 2000 telah diadakan
penyesuaian dengan menyusun rancangan Perafuran Diserah yane berkattai degan

Pajuk dun Retribusi Daerah. Penyusunan Ranperda tersebut selain dalam rangka

peluksunaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juga dimaksudkan sebagai

upaya intensitikasi pungutan melalui peningkatan tarif Pajak dan Retribusi Dacrah.
Ranpetda tersebut diajukan dengan Suraf Bupati Kudus tanggal 24 Desember 2001
notaor 188.3/6591 pe'rihal Permohonan Persetujuan 10 Ranpex;da. |
Adapun Ranperda yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah adatah :
a  Pajak Parkir.
b. Retribusi Izin Dispensasi Jalan di Kabupaten Kudus. -
c. Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller { Penyosohan Beras.
d.  Retribusi Izin Bidang Industri.
e. Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
£  TRetribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Kab. Kudus.
g Retribusi Pelayanan Administrasi Umum. | | -
Sesnai agenda sidang DPRD Kabupaten Kudus maka 7 (tujuh) Ranperda
Kabupaten Kudus yang menyangkut Pajak dan Retribusi Daerah ftersebut telah
ditetapkan sebanyak 4 ( empat ) Perda, yaifu tentang !
a Pajak P!‘arkir.
b. Retribusi Izin Bidang Industri,

c. Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

(¢ {-PUSTAK-UNBIP




152

d. Retribusi lzin Usaha Tempat Rekreasi dan Tempat‘ hiburan Umum di

Kabupaten Kudus.
Sedangkan 3 { tiga ) Ranperda lain tentang :
- Retribusi Izin Dispensasi Jalan di Kabupaten Kudus.

- Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Hutler / Penyosohan Beras.

- Refribusi Pelayanan Administrasi Umum.

magih dalam peﬂiﬁbmgm pembshasannya.

Mencermati dari langkah yang diambil oleh DPRD Kabupaten Kudus sebagai
lembaga legislatif ter‘ltlmya penulis melihat adanya prinsip' kehati-hatian pihak
DPRD dalam memberikan persefujuannya

Produk hukum Perstwran daerah yang menyangkut mengenai Pungutan Daerah
merupakan suatu bentuk kebijakan ( policy ) yang selain menjadi tanggung jawab
eksekutif juga tanggung jawab DPRD selaku lembaga legislasi, schingga perlu
dipertimbangkan masak-masak legalitas dan untung ruginya, serta bagaimana respon
seluruh komponen masyarakat terhadap produk yang akan ditetapkan.

Anggota Dewan tidak mau dituding se’oags;i lembaga yang tidek aspiratif dengan
menetapkan Peraturan Dasrgh yang mengundang kerawsanan, protes, dan koniraversi
dalam pelaksanaannya. Jika melihat hal ini maka model penetapan kebijakan daerah
yang digunakan adalsh “model sistem politik”, yang mendasarkan pada teori
informasi ( inputs, withinputs, outputs, feea’brzqks_) dan memandang kebijakan
daerah sebagai respon suatn sistem politik terhadap keknatan-kekuatan lingkungan
( sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain ) yang ada di sekitarnya. Oleh

karenanya kebijakan dipandang seﬁagai hasil { outputs ) dari sistem politik.*

% WM. Irfan Iglami, opcit, hal 36.
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Kesemnanya itu dalam rangka menghasilkan Peraturan Daerah sebagai hukum yang
responsif, vaitu hukum yang mengakomodasi semua kebutuhan, kepentingan, dan
aspirasi masyaraka_t yang menjadi obyek Peraturan Daerah.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nonet Ban Selznick yang menyatakan
bahwa hukum responsif adalah hukam sebagai fasilitas dari respon terhadap

kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial. Sifat responsif dari hukum

ini lebih lanjut juga diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepeﬁtingan gosial

yang dialami dan ditemukan, tidak hanya oleh pejabat melainkan oleh rakyat.”
Proses penyusunan raﬁéangan Peraturan Daerah oleh pihak ekéekutif mekanismenya
telah diatur dalam Keputusan Bupati Kudus tanggal 11 Juni 2001 nomor 15 Tahun
2001 tentang Mekanisme dan Tatacara Sosialisasi Rancangan Perafuran Daerah
Kabupaten Kudus. Di dalam Keputusan Bupati Kudus tersebut diatur rancangan
Perafuran Daerah yang perlu digosialisasikan terlebih dahulu sebelum menjadi
Peraturan Daerah, yaitu :

- Ranperda yang mengatur mengenai Pajak Daerah.

- Ranperda yang mengahur mengenai Refribusi Perizinan Tertentu.

- Ranperda lain yang dipandang perlu.

Adapun metode sosialisasi adalah melalui .:

- Media massa.

- Pengumuman, selebaran, pamflet, brosux;, dan sejenisqya

- Dialog dengan unsur masyarakat, instansi terkait dan DPRD.

Peserta sosialisasi dengan metode dialog menyertakan beberapa komponen yang

mewakili komponen masyarakat dan instansi terkait antara lain :

% 5 A.G.DPeters dan Koesriani Siswosoebroto. opeit, hal 162.
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a. Unsur-unsur masyarakat, yang meliﬁuti :

- Ormas dan tokoh masyarakat.

- LSM.

- Kelompok masyarakat lainnya yang terkait dengan materi Ranperda
b. Instansi ?emerintah Kabupaten yang terkait. )

¢. Anggota DPRD yang terkait ( komisi-komisi ).

d. Pergurnan Tinggi.

‘Pola penyusunan kebijakan sepesti ini apabila dijalankan dengan benar niscaya

akan depat mesmberiken dasar pengaturan hukur yang benar-benar memenubi azas-
keadilan dan terlihat sudah terjadi pergeseran paradigma

Selama ini hukum di Indonesia cenderung bersifat sentralistik, didominasi oleh
lembaga-lembaga formal, seperti eksekutif, bersifat represif dan dibentuk untuk
mempertahankan kekuasaan / status guo, lebih mencerminkan kepentingan
kelompok yang memiliki posisi tawar yang kuaf, sehingga tidak mencapai suatu
tujuan yang benar, yaitu keaditan.®®

Dan dewasa ini dalam era reformasi paradigma tersebut mengalami pergeseran
dengan lebih memberikan peran kepada semua komponen masyarakat, sehingga
produk hukum tersebut lebih responsif, lebih ditaati semua pihak, serta mudah
dalam pelaksanaan dan penegakannya. |

Hal ini sesuai pula dengan apa yang disampaikan Prof. Dr. Esmi.Warassih, SH, .
MS, bahwa pada era sekarang ini diharapkan konﬁgurasi politik berubah ke arah

demokrasi sehingga dihasilkan produk-produk hukum yang lebih responsif dan tidak -

% emi Warassih. opeit., hal. 23,
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terbatas pada produk perundang-undangan saja melainkan sampai pada
penegakannya dalam masyarakat.”’
3. Pelaksanaan intensifikasi Pajak dan Retribusi Dagrah,

Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kudus dilakukan melalui

beberapa langkah, yaitu : -

a  Pendataan ulang terhadap obyek dan subyek Pajak dan Retribusi Daerah dalam

| | rangka meningkatkan ketetapan dan menjaring wajib pajak dan retribusi daerah

baru.
Langksh ini periu dilaksanakan karena tidek jarang.dalmn pelaksanaan
pemungutan Pajak dan Retribusi Daefah besamys;' ‘belum sesuai karena
kesalahan dan ketidakbenaran data mengenai obyek pajak serta belum
masuknya subyek pajak yag sé;ilamsuya sudah memenuhi syaraf. Langkah ini
kiranya penting dalam rangka mengantisi;ljasi adanya upaya-upayé. wajib pajak
unfuk mengadakan perlawanan aktif terhadap pungutan Pajak dan Retribusi
Daergh berupa :
- Penghindaran diri dari Pajak dan Refribusi Daerah.
. Mengelakkan diri dari Pejak den Retribugi Daerah.

b. Mengadakan pemantapan profesionalisme petugas pemungut Pajak dan
Retribusi Daerah.
Hal ini dilaksanakan melalui :
- Pelaksanuan dilklat-diklat fimgsional.

Perulingui intamal,

slenelkan kebocoran-kebocoran:

DY o4, - .
TUibid, hall 23,
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- Pemberian penghargaan Kepada petugas berprestasi,
- Pemberian hukuman / teguran bagi petugas yang melalaikan kewajibannya.

Pembentukan tim-tim intensifikasi pendapatan daerah.

d. Penegakan Perahwran Daerah.

Penegakan Peraturan Daerah ini kiranﬁ perlu untuk dilaksanakan sebagai
sarana peinbertakuan Peraturan Daerah datam masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peruturan Daerah
dapat memuat biaya pelaksanaan penegakan hukum atan pidana kurungan paling
lama 6 ( enam ) bulan atan denda sebanyak-banyaknya Rp.. 5.000.000,00 { lima
juta rupiah ). Biaya paksaan penegakan Perda atau lazim disebut “dwangsom’”
adalah jumlah yang dikenakan pada seseorang yang tidak melaksanakan
kewajiban yang telah ditetapkan akibat suatu pelanggaran hukum.”®

Di samping itu Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi lain yang disebut
“bestuurdwang” seperti pencabutan izin dan “bestuurlifkeboete” yaitu denda
yang harus dibayar kerena pelanggaran tertentu, misalnya denda karena
ferlambat karena membayar Pajak / Refribusi Daerah.

Penegakan hukum bukanish berarti sewenang-wenang tetapi sebagai alal yang
dapat memberikan suatu fekahan agar norma-norma hulum ditaati dan
dihormati.”® .

Hanya sayang upaya penegakan hukom di Kabupaten Kudus dewasa ini agak

berkurang gregetnya, khususnya sejak era reformasi. Pemerintak Kabupaten

terkesan kurang berani dalam memberikan tindakan terhadap beberapa

*® B agir Manan, opeit, hal 141,
* Joejono, Mangjemen Pemerintahan, Suaiu Pemikiran dalam Era Supremasi Fudcum,

Mimbar, Semarang, 2000, hal. 224,
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pelanggaran Peraturan daérah mengingat kondisi sosial kemasyarakatan agak

kurang memungkinkan. Ak'an tetapi ke depan kiranya upaya-upaya penegakan

hukum perlu untuk dirinﬁé dan dilaksanakan agar tidak terkesan ketentnan-

|
ketentuan penegakan hukum dalam Peraturan Daerah hanya sebagai “pemanis”

gaja tanpa mempunyai kelmatan mengikat.

Hal ini juga perlu untuk mendldlk dan meningkatkan kesadm'an masyarakat

serta pemahaman bahwa ;era reformasi yang sekarang berjalan termasuk di
“ dalamnya adalah eraw-lsup:i'emasi hukum, dimana hukum lebih dikedepankan
" gebagai pola amutan dal&m memecsahkan berbagai }:;robiem masyarakat,

termasuk pula upaya peneéakm {mkunmya. .

e. Penyederhanaan sistem dan progedur pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
Upaya ini amat diperluk:an dalam rangka memudahkan pelayanan kepada
masyarakat, menekan keb'oicoran serta meningkatkan pendapatan Daerah.
Dengan sistem dan proseém' pemungutan yang sederhana, sistematis, mudah,
simpel, dan aman akan daipat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
menujang upaya mtensxﬁkasx pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Sistem
yang baik juga akan dapat ; menekan terjadinya kebocoran aparat pemungut yang

selama ini disinyalir masﬂll banyak terjadi.

D. DAMPAK PELAKSANAAN UN]?ANG—UNDANG NOMOR. 34 TAHUN 2000

Undang-undang Nomor 34 Tiahun 2000 tentang Perubshan atas undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan:

pada tanggal 20 Desember 2000 dlmaksudkan dalam rangka mengantisipasi dan

mendukung pelaksanaan Undang-undmg Nomoz 22 Tahun 1999 dan Undang—undang
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Nomor 25 Tahun 1999, utamanya pada pengnatan sektor keﬁanganl dalam rangka

pelaksanaan Otonomi Daerah.

Hal tersebut terlihat dengan jelas pada konsideran “Menimbang” dan bunyi

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang intinya menyatakan :

1. Pagjak Daerah dan Retribusi Daersh merupakan salah satu sumber pendapatan
Daserah yang penting guna membiayai penyelenggarasn Pemerintahan Daerah dan
Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daersh yang luas, nyata, dan
bel.'tmlggmg jawab., " ..

2. Pajak Daersh dan Retribusi Daersh diharapkan dapat menjaﬁi salah satz sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembanigunan Daerah, untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

3. Memberikan pengaturan, pedoman kebijaksanaan, dan arahan bagi Daerah dalam
pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat memberikan
beban yang adil dalam masyarakat dan terpadu dengan pelaksanaan Sistem Pajak
Nasional.

4. Pemberian peluang bagi Daersh untuk memungut Pajak daﬁ 'Retﬂibusi Daerah
sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakaf. |

Akan tetapi krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesila telah

menyadarkan kita akan pentingnya menggagas kembali konsep demokrasi dan Otonomi

Daerah yang sekarang ini berlaku.

Gagasan penataan kembali Sistem Otonomi Dagrah bertolak dari pemikiran untuk

menjamin trjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi

nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraah Pemerintahan Daerah. Hal
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tersebut berdasarkan kenyataan bahwa kemampuan Daerah‘untuk membangun Daerah
sendiri berdasarkan kemampuan diri sendiri ternyata javh dari harapan Yang terjadi
adalah ketergantungan figkal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud
ketidakberdayaan Pendapatan asli Daerah daiam membiayai APBD. |
Penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 diharapkan dapat sedikit
mengurangi tingkat ketergantungan Daerzh Ofonom kepada Pemerintah Pusat. Akan
tetépi dengan penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ternyata banyak dampak
yang u;enyertainya, baik dampek yang positif maupun yang negatif Dampak-dampak
tersebut akan coba penuiisi bagi daiam' beberapa bidang : |
1. Dampak di Bidang Keuangan Daerah.
Sistem pemerintahian yang sentralistik yang dialami bangsa Indonesia selama Orde
Lama dan Orde Baru telah memberikan pelajaran bahwa pendekatan sentralistik
dalam pembangunan telah banyak menimbulkan efek negatif Efek negatif tersebut
antara lain telah memasung kreativitas Dasrah untuk mengembangkan poténsi
Daerah sesuai dengan keinginan dan aspirasi Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal Pemerintah
Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang besar. Meskipun saat ini masih
banyak masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait dengan upaya
peningkatan penerimaan Daerah sehingga diginyalir oleh DR. Mardiasmo, MBA,

Ak., antara lain 10

190 Wi ardiasm o, Ctonomidan Manajemen Xeuangan Daerah, Penerbit Andi,
Y ogyakarta, 2002, hal 146,
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- Tingginya tingkat kebutuhan Daerah ( fiscal need ) yang tidak éeimbmlg dengan

kapasitas fiskal ( flscal capacity ) yang dimiliki Daerah, sohingsu mcuimhﬁikam
Haeal gap.
Enalitas pelayanau publik yang™masih memprihatinkan menyebabkan produk
layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara
‘negatif. Keadaan tersebut juga menyebabken keengganan masyarakat untuk taat
membayar Pajak d;m retribusi Daerah,

- Lemahnys infrastroktur sarany dan prasarana umum.

- Berkorangnya dana bantuan dari Pusat (DAU dari Pusat yang tidak mencukupi ).

- Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sedikit banyak membawa

perubshan kenaikan PAD Kabupaten Kudus untuk tahun-tshun mendatang, utamanya

kenaikan terhadap beberapa sektor Pajak dan Refribusi Daerah yang diajukan ke

DPRD untuk dimohonkan persetujuannya.

Berikut ini kiranya dapat diberikan asumsi kenaikan Pajak dan Retribusi Dasrah

berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai

berikut :
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PRAKIRAAN KENATKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO | JENIS PAJAK & RETRIBUSI | REALISASI 2001 | TARGET 2002 | PRAKIRAAN

DAFERAH TARGET 2003

PAJAKDAERAH
1. | Pajak Hotel & Restoran. 230.177.050 258.933.000 278.933.000
2. | Pajak Hiburan 64.766.950 62.808.050 69.088.000
3. | Pajak Reklame 219.096.400 207.000.000 227.700.0060
4, Pajak Penerangan Jalan 1.022.074.220 | 4.752.000.0006 | 4.799.520.000
5. | Penggalian Bahan Galian Gol C 27.064.500 66.000.0600 72.600.000
6. Pemanfaatan ABT & APT 282.101,000 | - 280.000.000 . -
7. Pajak Parkir - . 10.000.060
8. | Pajak Sarang Burung - - 25.000.0600
RETRIBUSIDAERAH . :

1. | Pelayanan Kesehatan 10.639.808.948 | 12.938.632.000 | 13.067.412.000
2. | Pelayanan Persampahan 336.852.625 322.404.000 354.644.000
3. | Pengg Biaya Cetak KTP/Akte 299.452,760 420.000.000 462.000,000
4. | Pemakaman & Pengub Mayat 1.303.400 1.300.000 1.400.060
5. | Parkir di Tepi Jalan 104.707.000 124.920.000 136.422.000
6. | Pasar 1.327.735.550 | 1.172.156.000 289.371.0060
7. Pemeriks Alat Perndm Kebalan .. 1.840.000 1.750.000 1.800.0600
8. | Pemakaian Kekayaan Daerah 540.654.615 563.693.000 620.062.000
9, | Pasar Grosir & Pertokoan 39.987.000 38.159.000 41.974.000
10. | Terminal 378.394.500 413.426.800 454.768.000
11. | Tempat Parkir Khusus 300.803.000 |  300.073.000 315.000.000
12. | Penginapan/Pesanggrhan/Villa 66.759.000 67.000.000 70.600.000
13. | Rumah Potong Hewan 25,419,000 28.242.000 31.064.000
14. | Tempat Rekreasi & OR 339.945.415 395.000.000 434.500.000
15. | Penjualan Produk Usaha Daerah 41.872.000 107.250.000 117.975.000
16. | IMB 654.331.960 650.000.000 655.000.000
17. | Izin Gangguan 340,754.287 350.000.000 400.000
18. | Pengunjian Kendaraan Bermotor 258.837.000 310.600.000 341.660.000
19, | Izin Trayek 30.716.000 3.900.000 16.000.000
20. | Dispensasi Jalan - - -
21. | Lzin Lokasi - - 125.000.000
22. | Perub Tnh Pertanian mjd non-prt - - 30.000.000
23. | Izin Usaha Penggilingan Padi - - 15.000.000
24. | Izin Usaha Perdagangan - 46.000.000 50.600.000
25, | Izin Usaha Industri - 16.060.000 17.600.000
26. | Pelayanan Administrasi Umum - - 99.900.600
27. | Pembuang Air Limbgh Ind /RT ' - - 200.000.560

JUMLAH 20.575.455.078 | 23.888.747.000 | 24.716.474.000

Sumber ; Dipenda Kabupaten Kudus.
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Kenaikan PAD dari seldor Pajak dan Retribusi Daerah ini diharapken dapat
memperkuat pelaksanasn Otonomi Daerah dalam mencukupi pembiayaan
pemerinfahan yang semakin meningkat.

Melihat dari dampak ini kiranya tepat apabila pajak dan Retribusi Daerah
mempunyai fungsi budget atan fungsi finansial dimana Pajak dan Retribusi Daerah
dignnakan sebagai sumber penerima:an Daerah dan digunakan untuk pengeluaran
Dagrah, baik pengeluaran rutin atau pembangunan,

Dalam suatu negara maupun Daerah pungutan suatu pajak atau retribusi akan terkait
dengarn kebijakan—kel;ijakan negara aian Daeréh, utamanya kebijakan. fiskal.
Menurut Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo mengemukakan bahwa fiscal policy
adalah ;'

“politik fiskal ditinjau dari sudut pembangunan harus ditujukan kepada mengursai
sumber-sumber pembelanjaan unfuk investasi negara, menyalurkan invesiasi
partikelir ke arah sektor-sektor yang produktif, mencegsh pengeluaran-pengeluaran
yang menghambat pembangunan dan mengatasi tekanan inflatoir”.

Dari definisi ini dapatiah disimpulkan bahwa pungutan Pajak dan Retribusi Daerah
pada suaty Daerah merupakan kebijakan fiskal pada Daerah tersebut. -

Kebijakan fiskal ini mempunyai tiga fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Instromen perpajakan merupakan salah satu dari alat kebijakan fiskal tersbut, oleh

karenanya harus mengacu pada ketig; fungsi tersebut.'%

0l §gemitro D jojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan, Pembangunan, Jakarta,

1955, ]
92 wfuqodim, Perpgjakaen @ Buku Satu, UIl Press, Yogyakarta, 2000, hal 49,
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Upaya apeningkatan pendaspatan daerah seharusnya tidak hanya menyanglut

peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah saja tetapi harus merupakan peningkatan

pendapatan Daeral: secara luas. Hanya terkadang Pemerintah Kabupaten

dihadapkan pada masalah tingginya kebutuhan keuangan daerah sementara kapasitas

keuangan daerah tidak mencukupi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya

kesenjangan fiskal ( fiscal gap ). Untuk mengatasi hal ini perlu kiranya diterapkan

beberapa strategi menutup kesenjangan keuangan tersebut antara lain melalui :'”

Pemerintazh Daerah harus mampu menyeleksi belanja dan biaya-biaya yang
dibutuhkan, sehingga dapat dikurangi .b eberapa pengeluaran yang kurang urgen.
Mempelajari kemmungkinan meningkatkan pendapaigari melalui charging jor
service ( penjualan jasa publik )..

Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan Daerah untuk
menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.

Kemurgé,kinan menaikkan pajak / retribusi melaiui peningkatah tarif dan
perluasan subyek dan obyek pajak.

Mengoptimalkan penerimaan Pajak Pusal yang dapat disharing dengan Daerah
( PBB dan BPHTB ). Jika potensinya cukup besar, maka Pemerintah Daerah
dapat memobilisasi penerimaan Pajak Pusat, sehingga bagian bagi hasil pajak

untuk dasrah juga tinggi.

Dampak di Bidang Hukum.

Yang dimaksud dengan dampak di bidang hulaurn di sin ackalah apubal sk ngad

pelaksuaay Undag-undaig Nomor 34 Tahun 2006 di Daeruh dalam bentuk

derdinemo. opeit, hal 147-148
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~

penstapan produk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pungutan Pajak dan
Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-undang tersebut atau tidak undang-

urtdang lain yang lebih tingei maupin filosofi hukum pajak pada waumnya. -

Melihat dari rancangan Peraturan Daerah yang telah dikirmkan pada DPRD

Kabupaten Kudus manpun rancangan yang sedang dibahas di tingkat eksekutif
| terdapat beberapa Pajak dan Retribusi Dasrah baru sebagai pelaksanaan Undang-
undang nomor 34 Tahun 2000 utamanya dengan mempergunakan peluangl yang
diberikan oleh Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4, yaitu antara lain

Retribusi Izin Dispensasi Jalan.

- Retribusi Izin Lokasi.

- Retribusi Izin Perubahan Tangh Pertanian menjadi Tanah Non-pertanian,

- Retribusi izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras.

- Retribsui Izin Usaha Perdagangan.

- Retribusi Izin Usaha Industri.

- Retribsui Pelayanan Administrasi Umum.

- Retribusi Pembuangan Air Limbah Industri dan Rumah Tangga.

Melihat dari jenis-jenis Retribusi Daerah ini dari sisi hukum untuk beberapa jenis
Retibusi Daerah terdapat penyimpangan depgan apa yang teleh ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 34 tahun 201')0, utamanya Pasal 18 ayat 3 yang mengaiur
mengenai kriteria-kriteria Retribusi Daersh manpun undang-undang yang lain.

Untuk retribusi 1zin Dispensasi Jalan terkadang bukan dityjukan untuk kepentingan

umunt pengguna jalan tetapi lebih sebagai umbung keuangan Pemerintah Dasrah, di’

samping melanggar terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14
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Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 23
tahun 1980 tentang Jatan,

Refribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras -Retibusi Izin

Usaha Perdagangan dan Refribusi Xzin Usaha Induétri ‘apahila dilihat dari syarat

pemungutan pajak juga kuorang tepat. Syarat pemungutan pajak‘ sebagaimana

terkandung dalam ajaran The Four Maxims dari Adam Smith ada 4, yaitu 104

- Syarat keadilan, baik dalam prinsip perundang-undangan maupun datam praktik
h gehari-hari.

- Syarat yuridis, yaitu harus didasarken pada ketentuan yang iegal.'

- Syarat ekonomi, dalam arti pemungutan pajak dan retribusi dasrah harus tetap
menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, |

- Syarat finansial, yaitu pajak dan retribusi daerah merupakan penerim.aan.
daerah.

{etiga retribusi ini jelas mengabaikan syarat ekonomis sebagaimana disvaratkan

dalam pembuatan peraturan perpajakan karena kondisi ekonomi Indonesia yang

belum pulih dapat memperburuk tingkat perekonomian daerah maupun investasi

vang masuk dalam daerah. Di samping itn, juga tidak sejalan dengan tujuan Tax

Reform 11 sebagai politik perpajakan nasional yang mempunyai fujuan akhir

mengangkat perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih baik.

Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Administrasi Umum kiranya tidak sesuat

dengan Pasal 18 ayat 3 mengenai kriteria Retribusi Jasa Umum buruf 4 yaitu jasa

tersebut tidak layak dikenakan retribusi. Pelayanan Administrasi Umum merupakan -

kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pelayanannya kepada publik yang harus

g Rochmat Soemitro. opelt, hal. 33.
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ditanggung lewat Dana Rutin Pemerintah Kabupaten sehinnga tidak layak jika

dipungut refribusi.

. Dampak di Bidang ekonomi.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi sistem perpajakan yang terbaik adalah yang
memiliki pengaruh-pengaruh ckonomi yang paling baik Hal ini tenhmya sejalan

pula dengan pengaruh pemungutan Pajak dan Retribusi Dasrah tferhadap

| perkembangan ekonomi di daeféh.

Peﬁgembmxgan ekstensifikasi Pajak dan Refribusi Daerah yang direncanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kudus ternyata banyak dinilai minir oleh banyak kalangan
khosusnya terhadap beberapa jenis Pajak dan Refribusi Daerah yang dipandang
terlalu membebani masyarakat, utamanya masyarakat pengusaha menengah ke
bawah dan masyarakat dengan income izendapatan rendah.
Jenis Pajak dan Retribusi Daera}; tersebut adalah antara lain :
a  Pajak Penerangan Jalan,
Jenis pajak ini yang ditetapkan 9% dri nilai jual tenaga listrik yang tertera
dalam rekeﬁing listrik dinilai terlalu memberaikén, khususnya pada masyarakat
ekonomi bawah, apalagi pada saat ini tarif listrik semakin timggi.~
b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
Retribusi Pakir di Tepi Jalan umum khusus yang berkaitan dengan Retribusi
Parkir Berlangganan sebagaimana dlatu: dalam Pasal 8A Perafuran Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perafuran

Dasrah Kabupaten dati II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi.

Parkir di Tepi Jalan Umum, dalam prakiik pelaksanasnnya banyak

mengabaikan aspek ksbebasan masyarakaet Hal ini dikarenakan di datam
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petnungutannya langsung dilekatkzﬁl / dikenakan bersamaan dengan proses
pengajuan perpanjangan STNK / PKB tanpa adanya pemberian kesempatan
kepada pemilik kendaraan unfuk menentukan apakah yang bersangkutan ikut
program parkir berlngganan atau tidak. Hal ini terkesan bahwa Pemerintah
Kabupaten hanya mengupayakan intensifikasi pendapatan daerah tanpa
mempedulikan aspek-aspek yang lain.

Retribusi Pasar.

Retribusi Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
2 Tahun 2000 tentang retribusi Pasar dipandang oleh para pedagang terlalu
memberatkan karena banyaknya pungutan yang dibebankan kepada ﬁara

pedagang, Pungutan-pungutan tersebut antara lain :

Biaya surat izin pendasaran.

- Biaya pemindahtanganan surat xzm pendasaran,

- Refribusi Pasar.

- Retribusi Barang yang ditiqgalkan di pasar,

- - Biaya lift barang. |

- Reiribusi bongkar muat barang.

Keberatan pungutan tersebut ditujukan pada

. Retribusi terhadap barang yang ditinggalkan di barang, karena seharusnya
komponen ini sudah masuk dalam komponen biaya retribusi pasar di
samping para pedagang juga dibebani biaya keamanan.

. Refribusi bongkar muat barang, karena kegiatan bongkar muaf barang

merupakan kegiatan ikutan / penunjang yang menyertai kegiatan pasar

sshingga Kiranya tidak adil jika dipungut retribusi.
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Pengenaan relribusi yang berlebihan ini memberatkan para pedagang serta
memberikan dampak terhadap kenaikan harga jual barang dagangan. |
d. Reftribusi Dispensasi Jalan.
Retribusi ini dipandang banyak pihak hanya upaya Pemerintah Daerah dalam
memasukkan dana ke kas Daerah sebanyak-banyaknya, karena ditinjan dari sisi
ekonomi utamanya distl'il;ﬁsi hasil produksi jelas dapat meneakilelou shunpuk
akonami  bimva  tinggl  apalugs  pike twep Duerab Rubupaien / Fota
ccnoint B kiabau Keteobiun 1o,
¢ Hetribusi tzin Usaha Perdagangan dan Retribusi Izin 'U'sahﬁ Industri.
Jenis refribusi ini jelas memberatkan para pengusaha yang saar ini kondisi
perekonomiamnya masih terpuruk.
t  Retribusi Pelayanan Administrasi Umum.
Jenis retribusi ini utamanys yang berbentuk {eges untuk setiap legalisasi surat-
surat administrasi umun maupun kutipan dan salinan dipandang mémberatkm;
utamanya p‘ada masyarakat kalangan bawah, di samping seharusnya memjadi
beban pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten.
Dari adanya keberatan-keberatan terhadap beberapa jenis Pajak dan Retribusi
Daerah tersebut menurut hemat penulis hendaknya Pemerintah Kabupaten tanggap
untuk mengambil sikap yang bijak bahwa ekspolitasi pendapatan masyarakat dalam
bentuk Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak tepat sagaran dan tidak sesuai dengan
situasi dan kondisi yang berlakn dapat mempengaruhi dan memperburuk sistem

perekonomian di Dasrah.
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Menurut DR. M. Suparmoko pajak memﬁunyai bengaruh pada t'ingklat perekonomian

dan ini dapat dibedakan menjadi 2 pengaruh :'%

a.  Pengaruh terhadap produksi.
Pajak dapat mengurangi kemampuan setiap orang untuk bekerja spabila ia
dikenai pajak schingga dapat mengurangi efisiensi kerja, apalagi jika pajaknya
merupakan pajak langsung yang dikenskan golongan dengan penghasilan
rendah.
Di samping itu pajak juga mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif yaitu
mengurangi keingi'nan untuk bekerja, menabung dan nmgadékml investasi dari si
wajib pajak. Terhadap produksi, pajak dapat mengakibatkan adanya
penyimpangan dalam penggunaan fakior produksi, yaitu penggunaan yang
seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah
penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit.

b. Pengarub terhadap distribusi pendapatan.
Tujuan pembangunan terhadap suatu negara pada umumnya adalah berupa
peningkatan pendapatan nasional perkapita, penciptaan lapangan kerja,
distribusi pendpatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca
pembayaran internasional. Keempat tujuan pembangunan ini tidak selaln
sejalan dan selaras dalam penciptaannya, melainkan seingkali untuk mencapai
tujuan yang satu harus terpaksa mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain.
Sebagai misal untuk mencapai laju perumbuhan ckonomi yang finggi seringkali
terjadi adanya distribusi penflapatan_ yang kurang / tidak merata Oleh

karenanya pajak hendaknya  dapat digunaken untuk mengurangi

05 0 guparmoko, Keuangan Negara dalam Teorldan Prakttk, BP F E, Yogya, 1986,
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ketidakmerataan penghasilan. Sistem pajak yang regresif cenderung

memperbesar ketidakmerataan penghasilan dalam masyarakat, Sebﬂihaya

semakin progresif sistem perpajakan yang dianut oleh suatu perekonomian akan

semakin berkuranglah perbedaan penghasilan yang terdapat dalam

perekonomian tergebut. |

Dampak di Bidang Sosial.

” Penetapan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang terlalu memberatkan

masyarakaf, tidak adil serta kurang sesuai dengan situaéi dan kondisi akan

dapat memberikan dampak yang negatif dalam bidang sosial, yaitu :

1. Menurunnya ketaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut tercermin pada penurunan antara potensi penerimaan dengan
realisasi pencrimaan. Beberapa data mengenai hal tersebut dapat

disampaikan pada beberapa tabel di bawah ini.

TABEL 10
POTENSI PENERIMAAN DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN
NO | TAHUN | JUMLAH TAMU POTENSI REALISASI .
HOTEL PENERIMAAN | PENERIMAAN
1. 2000 68.092 ‘Rp. 510.690.000 { Rp. 140.973.095
2, 2001 91.625 Rp. 687.187.500 | Rp. 230.177.050

Sumber ; Dipenda Kabupaten Kudus.
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POTENSI PENERIMAAN DAN REALISASI PENDAPATAN

RETRIBUSI KTP / KK

NO | TAHUN POTENSI REALISASI
PENERIMAAN PENERIMAAN

L 2000 Rp. 1.823.158.500 Rp. 95.616.490

2. 2001 Rp. 2.150.892.000 Rp. 299.452.700

Sumber : Dipenda Kabupaten Kudus

TABEL 12
POTENSI PENERIMAAN DAN REALISAST PENERIMAAN
RETRIBUSI TEMPAT PARKIR
NO | TAHUN POTENSI REALISASI
PENERIMAAN PENERIMAAN
1. 2000 Rp. 2.825.880.000 Rp. 57.887.250
2. 2001 ' Rp. 4.070.716.000 Rp. 104.707.000

Sumber : Dipenda Kabupaten Kudus, |

TABEL 13
POTENSI PENERIMAAN DAN REALISASI PENERIMAAN
i&ETRIBUSI TERMINAL
NO TAHUN POTENSI REALISASI
PENERIMAAN PENERIMAAN
1. 2000 Rp. 2.100.570.000 Rp. 283.919.850
2, 2001 Rp. 2.411.233.3.00 Rp. 378.394.500

Sumber ; Dipenda Kabupaten Kudus
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2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
Hal ini karena adanya anggapan bashwa dengan telah ditariknya pajak dan
retribusi daerah terhadap seluruh éektor kehidupan di magyarakat maka
seluruh kegiatan pembangunan daerah seharusnya menjadi tanggung jawab
sepenuhnya Pemerintah Dasrah. )

3. Munculnya banyak reaksi ‘atas penstapan Peraturan Daerah mengenai
Pungutan Daerah. *
Di Kabupaten Kudus telah beberapa kali terjadi reaksi yang berupa kritik
bahkan penolakan terhadap Perda yang berkaitan dengan Pajak dan
Retribugi Daerah. Kebanyakan reaksi tersebut ‘adalah mendasarkz;n pada
pemikiran bahwa Pajak dan Retribusi Daerah yang diberlakukan dipandang
terlaly memberatkan, tidak adii, terlalu memaksakan, serta kontribusi yang
tidak sepadan dengan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungut.
Perda-perda yang mendapat reaksi negatif tersebut antara lain :

Perda tentang Pujak Penerangan Jalan.

'

Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Perda Retribust Parkir di Tepi Jalan Umum, khusus terhadap pengaturan

terhadap retribusi parkir berlangganan.
- Perda tentang Refribusi Pasar.
Melihat dari- dampak sosial yéi;lg muncul ini kiranya perlu dipahami bahwa

pungutan Pajak dan Retribusi Daerah salah dapat menimbulkan dmnpak negatif

bagi Pemerintah Dasrah. Hal tersebut juga dapat disebabkan ada, semunien

pihak yang memiliki kesalshpahuman  ds perbetuun  mengena  persepst

RIS T R M B
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Hal iui sebagaimana dikemokakan oleh DR. Mardigsmo, MBA, Ak., bahwa

. salah satu pemahaman yang kurng tepat tersebut adalah pemahaman Otonomi
Daeral yang diartikan sebagai “automoney”. Mereka beranggapan bahwa
Otonomi Daerah berarti Pemerintah Dacrah harus mencukupi kebi-mlhan
daeralnya dengan PAD sendiri. Akhirnya Pemerintah Daersh berusaha
meningkatkan PAD setinggi-tingginya melalui peningkatan pajak melalui
{menambah jumlah jemis pajak) dan Retribusi Daerah serta sebagian iaba
BUMD % '

Kiranya pemahaman tersebu{}mrang tepat dan harus dfpahami bahwa otonomi
daerah tidak berarti eképloitasi daerah untuk menghasilakn PAD setinggi-
tingginya. Jika Otonomi Daerah diartikan eksploitasi PAD maka justru
masyarakat daerahiah yang akan terbebani.

Adanya kecenderungan daerah dalam meningkatkan jumlah jenis Pajak dan
Retribusi Daerah juga 1;1endapat perhatian dari Bambang Sudibyo, Mantan
Menteri Keuangan sebagaimana diberitakan dalam Suara Pembaruan tanggal 5

April 2001 gebagai berikut :

“Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD cenderung mengembangkan pendapatan

asli daerah ( PAD )nya dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah secara

berlebihan, dan bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam ini justru menjadi

disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian makro «i07

106 1r ardiagm 0. opele, hal, 148. ' ‘ ‘
W Hnambang Sudibyo, Harian Suara Pembaruan, Kami1s, tanggal 5 April

2001,
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4, Dampak di Bidang Politik.

Dampak dalam bidang politik di s‘ini adalah adanya kesenjangan hubungan politik
antarz pihak Pemerintah Kabupaten dan DPRD berkaitan dengan rencana dan
pelaksanaan kebiajakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten dituntut oleh keadaan dan juga oleh pihak DPRD untuk
senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah gunia mencukupi
kebutuhan belanja Pemerintah Dasrah, baik kebutuhan rutin maupun pembangonan.
Peningkatan kebutuhan ini pun banyak yang berasal dari ‘tekanan—tekakan pihak
DPRD, baik untuk k.epentingan pembangunan masyarakat maupun kebutuhan internal
DPRD. '
Peningkatan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat yang berasal dari inisiatif
DPRD terkadang terkait dengan misi anggota DPRD untuk memperoleh simpati
masyarakat guna kepentingan perolehan suara dalam Pemilu mendatang. Sedangkan
kebutuhan internal DPRD yang difetapkan sendiri oleh pihak DPRD dengan
Keputusan DPRD terkadang terkesan kurang memperhatikan kondisi keuangan
daerah dengan peningkatan yang cﬁkup tajam.

Hal ini dapat terlihat pada perkembangan anggaran yang diperuntukkan bagi

kegiatan internal DPRD pada tabel berikut mi.
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TABEL 14
DATA ANGGARAN DPRD KABUPATEN KUDUS

NO TAHUN ANGGARAN JUMLAH ANGGARAN
1. 1999/2000 Rp. 1.273.121.000
2. 2000 Rp. 1.816.197.000
3. 2001 Rp. 5.780.050.000
4, 2002 Rp. 7.253.979.000

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Kudus.

Lonjakan anggaran yang cukup signifikan tersebut akan. memaksa Pemerintzh
Kabupaten berupaya maksimal dalam meningkatkan pendapatannys, sehingga
akhirnya terjadi kebijakan ekstgnsiﬁkasi pendapatan daer.ah melalui penambahan
jumiah jenis Pajak dan Retribusi Daerah baru yangl terkadang memberatkan
masyarakat,

Pertentangan pdlitik akan muncul ketika Pemerintah Kabupaten melemparkan
konsep penambahan jems Pajak dan Retribusi Daerah baru mauplun pengajuan
rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah baru maka pihak DPRD
dengan dalih mewakili kepentingan masyarakét dan menyalurkan aspirasi
masyarakat akan berusaha keras unfuk memperjuangkan agar jenis-jenis pungutan,
baik Pajuk atau Retribusi Daerzh baru tersebut yang dinilai memberatkan
masyarakat dapat tidak diberlakukan, ditunda ataupun dikurangi.

Melihat dari dampak negatif ini kimya perlu. dikembangkan model komunikasi
kelembagaan yang dapat mencip&akan hubungan yang harmonis antarkompqgen

dalam daerah, yaiti Pemerinteh Daerah, DPRD dan masyarakat yang diharapkan -

T
IU? %'?ﬁb!ﬁh&%“tﬁﬂm%
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dapat saling berinteraksi positif dalar membentuk kinetja pengelolaan keuangan

daerah, |

Model-model komun‘ii{asi tersebut adalah ;'®

a  Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat harus berjalan dua
arah agar terjadi mekanisme check and balance, sehingga proses pembangunan
dan partisipasi masyarakat berjalan efektif. Pemerintah Kabupaten memeriukan
input berupa informasi dari masyarakat dalam perencanaan strategik dan
penetapan kebijakan strategis daerah, terrﬁasuk kebijakan pungutan daerah
serta partisipasi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memerlukan informasi
tentang pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah.

b. Komunikasi antara DPRD dengan masyarakat. -

Komunikasi DPRD dengan masyarakat juga merupakan bentuk komunikasi dua
arah. DPRD menjaring aspirasi masyarakat dan DPRD berkewajiban
menyampaikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan kebijakan
daerah termasuk kebijakan pungutan daerah.

¢. Komunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

d. Komunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra sejajar
merupakan bentuk kommunikasi yang dimaksudkan untuk saling melengkapi,
bukan sa.lir;g menjatuhkan. DPRD sebagai wakil ‘masyarakat haruis mampu
menyampaikan aspiragi masyarakat kep'ada Pemerintah' Daerah dalam
penetapan kebijakan daerah. DPRD juga bisa memperoleh masukan‘.dm'i

Pemerintah Daerah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggéraan

8 pardiasmo. opelt, hal 128-129,
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pemerintshan yang belurn tersedla di DPRD Berdasarkan arah dan kebijakan
umum daerah, Pemerintah Daerah bersma DPR.D menyusun dan menentukan
strategi dan prioritas, Dalam penentuan strategl dan prlorltas ini komunikasi
antara DPRD dan Pemerintah Daerah terjadi dalam bentuk saling melengkapi

berbagai data dan informasi yang diperlukan.




BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN |

Berdasarken atas hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan delam bab-bab

terdahulu, kiranys. dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka p;lalmanasm Otonomi Daersh Pemerintah Kabupaten Kudus telah
menetapkan 7 (tujuh) kebijakan dassr yang meliputi pembagian kewenangan,
penyesuaian kelembagasn, penatsan aparatur/personil, pembiayaan/keuangan
daerah, peralatan/prasarana dan sarana, penyesusian pranata hukum, pelibatan
partisipasi masyarakat.

2. Pendapatan daergh merupakan faktor yang menentukan 'Otoéomi Dagrah,
utamanya untuk kemandirian Daersh. Sebagai penopang pelaksansan Otonomi
Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menempuh sh‘aiegg optimalisasi
pendapatan Dserah roelalui
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Dacrah.

b. Pengoptimalan pendapatan Daerah melalui BUMD.

c. Penciptaan sinergi sumber pembiayaan.

Dari langksh-langkah yang telah diiakukan tersebut ternyata daya dukung PAD
tethadap APBD masih terlaln kecil, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah
Kabupaten terhadap Pemeriniah Pusat dalam bentuk lDana Perimbangan masih

besar.
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3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah term dari sisi
pembiayaan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang
Perubshan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Refribusi Daerah Perubahan mendasar pada undang-undang ini adalah adanya
ketentuan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4 yang memberi keleludsaan kepada
Deersh unntuk menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daersh di luar yang telah
ditetapka limitatif dalam Undang-undang Nomor 34 tahur 2000,

Dalam rangku peningkatan kemampuan keuangan Daersh melalui Pajgdk dan
Retribugi Dacrah sesnai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka langkah yang
telah diambil Pemerintah Kabupaten Kudus adaleh : |
a Melaksanakan inventarisasi jenis pungutan menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten, termasuk pungutan yang semula menjadi kewenar;gan Dinas /
Instansi Vertikal yaag wurusannya telah menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten. |
b. Penyesuvaian dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan
Refribusi Daerah.
¢. Pelaksanaan intensifikasi Pajak dan Retnbusi Daerah yang dilaksanakan melalui
langkah-langkah : -I
- Pendatean ulang terhadap objek dan subjek Pajak dan Retribusi Daerah
dalam rangka meningkatkun ketetapan dan menjaring wajib ‘Pajek dan
Retribusi Daerah baru,
- Mengadal.zanpemautapau profesionalisme petugas pemung:ut Pajak dan

Retribusi Daerah.
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- Pembentukan tim-tim intensifikasi pendapatan daerah.

- Penegakan Peraturan Daerah.

- Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan / 'ég;rtyetorgn Pajak dan
Retribusgi Daerah, . » |
Dart hasil penelitian dapat disimpulkan ter‘dapai- llcebija.kan Pemerintah
Flabupaten Kudus dalam rang'ka merencanakan punéufaﬁ Pajak dan Retribusi
Daeral baru dengan wempergunakan peluang Pasal -2_ ayat 4 dan Pasu] 18
ayat 4 Undang-undang Nomor ;34 taliun 2000 kﬁrang layak l.carena‘ terdafmf
Beberupa jenis putigutan yaug bertentangan dehgan undang-undang (ersebat,
peratiran perundang-undangan lain yang lebih ti.nggi, berdampak pada
peningkatan ¢konomi biaya tinggi serta mgnghambat laju perekonomian
daerail |
Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut tidak memenuhi kritéria dan
svarat pemuneutan pajak, yaitu ;
Syarat keaditan,
- Svarat vudis,
- Syarar ekonomts, dan-
- Gyural Hiansial,
Oled karemt itn perly kiraya sistem peugaﬁ'man represif sebagaimana diator
Joluinl Pagal 113 dan 114 Undang-undang Nomor Zé Tahun 1999 cliefl:ktit‘ka’;n
sebuemianyg sy kontrol bagi Pemerintah Kabupaten / Kota agar dalan.i

potclapan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah tetup
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dalam koridor norma yuridis dan filosofi dasar peroungutan pajak dan
retribusi. |
4. Penetapan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 diharapkan ciapat éedikit

.mengurangi fingkat ketergantungan Daerah Otonom terhadap Peméfintah Pusat.

Akan tetapi berdasarken kajian dan analiza ternyata banyak dampak yang

ditimbulkan oleh Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, \

Dampak tersebut adalah -

a. Dampak di bidang Feuangan Daerah.
Penstapnn Undang-undang Nemor 34 tahuo 2000 yang di Dacrah diikuti
dengan rencana penetapan Peraturen Daersh vang mengatin' urg_ensi Péjak
dan Retribusi Daersh membawa dampak pads perllingkatan / kenaikan
Pendapatan Asli Dasrah yang dibaraplen dupat memperkuat pelaksanaan
Otonomi Dasrah.
Hal ini sesuai dengan fungsi budget dari pemungutan Pajak dan Retribusi
Daersh dimana Pajak dan Retribust Dasrah digunakan sebagai sumber
penerimasn Daersh dan digunakan untuk membiayai pengelu;n'm Daerah,
baik rutin mauspun pembangunan. '
Akan tetapi berdasarkan pfakiraan penerimaan Pajak dan Refribusi Daerah
sebagai pelaksanasn Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 peningkatan
PAD tidak terlalu berarti, sehingga tingkat kefergentungan Daerah terhadap

Pusat lewat Dana Perimbangan masih sangat besar.
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Dampak di bidang Hukam.
Dalamn meningkatkan pendapatan Daerah melalui peluang yang diberikan
oleht Pasal 2 ayat 4 dag Pasal 18 ayat 4 Undgﬁg:undaug Nomor 34 tabun
2000 tentanyg Perubahan atas, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pk Daerab dan Reiribisi Dasrah terdapal penyimpangan-penyimpangas
dari apa yang telab ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000
tersvbul utamanya pada Pusal 18 ayat 3 yang mengatur mengenai kriteria
Potribust Dacrals, disamping pelanggaran terhadap undang-undang yang lain.
Soelain darn pada dtu tes dapat pula beberapa jenis Pzijak dan Refribusi Dasiuli
vig ndak sesuni atau tidak memenuhi syarat pemungutan pajak sebagaimana
digakzud dalan feori Adam Smith mengenai “The Four Max!ms"‘; yaitu
- Syl kewdila, |
Syaral vuricdis,
- oyuial elonomis.
Syarat Hinansiad,
Danipak di bidang Ekonot.«
Rencana pengembangan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak dan Retribusi
Ducrals olel Pewerintah Fabupaten Hudus dipandang terlaly mexbebani
masyarakat, utamuanya masyarakat pengusaba menengah ke bawah ci:m
tiusywrakal dengan incare pendapatan rendah. Berkaitan dengan hal torsebut
ditrapkan pihuk Pemerintiah Dasvah tanggap untuk tidak mengeksploitasi
peudupatan Daerah melalui pungotan di masyarakat yang tidak tepat sasaran

situsi dan kowlisi karena akan niemperburuk sistem perekonomizn Dagerah.
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Dumpak di bidung Sosial.

Pampak dalam bidang sosial al\an terlihafioéda‘: :

- Menurunuys lingkat ketaatan. umsyaréll.(atl terhadap 'pératuran perundung-
undangan. R

- Berkarangnya peutis;ipasi masyarakat. terhadap pembangunan,

- Muncutnya banyak reaksi atas penetapan Perdﬁ mengenai Plltlél!filli
Daerah. | |

Pampak it muncul sebagai akibat pemahaman yang kurang tepat mengenat

Olonomi Du;:r'dh, Jiana dengan Otonomi™ Daerah dimxggap Pemeriutah

Daerah harus mencukupi kebutuhan Daerah dengah Pendapatan Ashi Daerah

Sedlirk, Ini akan berakibat Pemerintah Daerah berugaha menaikkan PAD

selinggi-tingeinya melalul jala‘n.peuggalian Pajak dan Retribusi Dasrab

sveara berlebihan.

Lragipak di bidang Politik.

Dampak di bidang politik ter! ihat dari dari adanya tekanan pihak DIPRD agar

Pererimtali Daerab berupaya maksiteal antuk peningkatan pendapatan duerah

guna mencukupt kebutuhn-kebutuhan belanja Peme-riﬁtah Daerah, baik rutin

waupun peinbangunan, yang salah sato usulan kebutuhan pembangunan juga

herasal dart intsiatit” Anggota DPRD guna keperifingan perolehan simpati

sy wrakat,

in st lnn DPRD dengan nmmna mewakili kepentingan masyerakat akan

berjuang keras agar usulan-usulan Pajak dan  Retribusi Daerah yang

e
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dimotoukn  perselujuan kepada DPRD 3;ang dinilai  memberatkan
masyarakal dapat tiduk dibelakukan, ditunda ataupun dilurangi.

Melithar kouflik i perla kiwanya dikembanékan model  komumkasi
kelenbagaan yang dapat menciptakan hnbungah harmonis antar komponen
i'."Jss.r.:;'uh.. baik  hubungan .. komunikasi antara 'Pemerintah Paersh dan
masyarakat, komunikasi antara 'DPRD dengan masyarakat maupun

kowunikasi wtara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

B. SARAN

1. Uari beberapa rancangan Peraturan Daerah kiranya tidak perlu dilanjutkan lagi

repcuns penelapan dun pembelakuan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur

mengenai Pajak dan Retribusi Daersh yang materinya bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi, tidak sesuai dengan dasar

filusoll pemungutan pajak dan retribusi serta berdampak negatif bagi kondivi

sosial ekonormi masyarakat. Rancangan Peraturan Dasrah tersebut adalah tentang :

Rewtbust Dispensasi Jalan,

Iz Lisaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras,
Rt ibusi Parkiv, khusus progran parkir berlangganan,
Retribngi {zin Usaha Perdagangan.

Retribusi 1zin Usalia Industn.

Relribugt Pelayanan Admimstrasi Umom, khusus terhadap pemberian jusa

edmiuistrasi wmuwim Pewserintah Kabupaten dalam bentuok leges.
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Kiranya dapat dikemnbangkan jenis pdjak baru dengan mempergunakan pellfumg
aify "Barang Burung
dieuna pajak ini pernah dllcd\s"uml\an dan berJalan lahcar, akan fetapi sejak
ditetapkatannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 psgak tel sebut dihentikan
pemungutannya. Jenis pajak ini potensmya cukup memada.l, dt sampmg itu subjek
psmungutannya mayoritas pengusaha menengah - ke atas sehingga tidak
memberikan dampak ekonomi ymlg negatif, D1 sampmg pula dapat d1gunak.m
pula upaya pengawasan terhad'ip dampak gangguan lmmgkungan yang
ditimbulkan. B

Keleluasaan penetapan jenisPajak dan Retribus; Daf'rahha.rus diimbangi dengan
pewberlakukan sistem pengawasan represif éebagaimaha dli'maksud Pasal 113 dan
H4 Undaung-undang Nomor 22 Tahun 1999 se¢aré ‘éfekfif; sehingga dapat
dicegali timbulnya arogansi Pemerintah Kab_upaten 'da!‘zlam'lpalnetapan jenis Pajak
dan Retribusi Duerahnya. Jika perlu dapdt dikembsmgkaﬁ forum konsultasi antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten dalam pényusunan rancangan

Pevaturan Duerals vang berkaitun dengan Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini

perfe untuk menghindari adanya pembatalan Peraturan Daerah yang dapat

Levakibat pudu limbuoluys konflik antara Pemerintah Pusat dan Duerah,

Prjad Pengambilan dan Pemnathatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah
vally berduswkan Pasal 2 ayat 1 huruf d Undan_g—undang Nomor 34 Talwn 2000
berubah wenjadi lapangan pajuk Propinsi perlu dikaji ulang untuk diadakan
perubalian, Adalali febih tepat jika pajuk tersebut tetap menjadi lapangan pajaﬁ

Fabipwizn 4 Kot kecualt terhadap Pajak Air Permukaan Tanah yang berada
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b hntas Foabupaten / Kotw. Hal ini dengan pertimbangan selein sebagai .

peugitalui keuangan Monomi Daerah juga untuk me_mpérmudah pengawasan dan
petiigalian inasalah, '

Porlu kiranya dikembangkan pola partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
Uawrah miedalot penetapan Peraiuran Dasrall tentang Sumb'mlgan pthak Kefiga
teeteack Duerah,

Jours pola i dupal  dikembangkan de-x.lgan- batk, transparan  dengun
memprhatkan pola pendekatan yang kondusif niscaya Kudus yang banyak
pvibraitann dun aidustiloyy dopat saeuperoleh peuda.patwn duerali yung cukup
bt lf dusr seleto Pajak dan Hetrib.u.*:i Dnerah,

Db ;;i.;_-_,l...; osdabidin prnsaiitidn petdbungunan Dwsal pacte Lividgs
s stk e by Berietin i Guerale badk antar daerab Kabupslen o Ris

pmenprine widida Duvals Ihdbupatvn 7 Fola dengan Propsi, aohi

fyen Aergeead
LIS A

dibtkonia snnoet it onink prelakkagaean pembangiman bersaima.
Hordietramit Hledane vndans Nemor 34 tghun 2000 -utnmanf,ra vang
besanian wabikan pebuaiy Pasad 2 oayar 4 dug Pasal 18 ayul 4 uga diluksauakan
thovegn prmenn Pehat-hatian dan mempertimbangkan berbagai sspek, stamanyy
syl aivay il dusw pelnungutan Puak dan Retribusi Dauerah.

D oemmning it webetum digjukan ke DPRD, guna meminimalisir realcs ‘dﬂ!‘.!
peiwldait uisyaakut, proses sosialisusi r'ancgngan - Peraturan Dacrah agar
diluksanskan dengan baik sehingga selurvh masu.kan.dan gspirmsi masyaraket

dupal dituwpung untuk kesewpurnaan dan terlaksapanya Peraturan Daerah

tersebn,
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